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KATA PENGANTAR

Hand-out merupakan bagian penting dalam mendukukung optimalisasi pembelajaran, telebin
dalom suasana pembelajaran masa Covid-19 ini menuntut media pendukung yang memadai untuk
digunakan sesuai dengan porsi pembelajaran yang baik dan tepat.

Penggunaan handout dalam pembelajaran memiliki beberapa fungsi. Seperti yang disampaikan
oleh Steffen dan Peter Ballstaedt dalom Prastowo (2013: 80), bahwa fungsi handout antara lain
adalah: (1) membantu peserta didik agar fidak perlu mencatat; (2) sebagai pendamping
penjelasan pendidik; (3) sebagai bahan rujukan pesertadidik (4) memotivasi peserta didik agar lebih
giat belqgjar; (5) pengingat pokok-pokok materi yang digjarkan; (6) memberi umpan balik; dan (7)
menilai hasil belajar. Adapun, tujuan penyusunan handout ini, antara lain: (1) untuk memperlancar
dan memberikan bantuan informasi atau materi pembelajaran sebagai pegangan bagi peserta
didik; (2) untuk memperkaya pengetahuan peserta didik; dan (3) untuk mendukung bahan ajar
lainnya atau penjelasan dari dosen (4) Sebagai materi dalam intruksi Gogle class room.

Atas dasar itu, maka handout ini, berisi point-point penting dari materi pelajaran yang akan dipelajari

sesuai RPS, antara lain; (1) Pengantar Mata Kuliaoh (2) Konsep Dasar Kebijokan Publik; (3)
Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia (4) Kebijakan Pokok Pembangunan
Pendidikan Nasional; (5) Isu-isu  Kebijakan Pendidikan Nasional; (6) Formulasi dan

Pengesahan/Legitimasi Kebijaokan Penidikan; (7) Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan; (8)
Implementasi Kebijakan Penidikan; (?) Analisis Kebijakan; (10) Monitoring Evaluasi Kebijakan
Penidikan; (11) Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan; (12) Kebijakan Messo/Daerah
Pengemb Penidikan; (13) Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan
Berdasarkan fungsi dan tfujuan penggunaan hand-out dalam pembelajaran maka hendaknya
peserta didik mampu mengunakan bahan ajar handout ini secara bijak.

Bandung, 05 Maret 2020
Penyusun,

Dr. H. A. Rusdianaq, Drs., MM.



DAFTAR ISI

Pengantar Mata Kuliah

Konsep Dasar Kebijakan Publik;

Perkembangan Historis Kebijakan Penidikan Di Indonesia
Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional;
Isu-isu Kebijakan Pendidikan Nasional,

Formulasi dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan;
Sosialisasi Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan;
Implementasi Kebijakan Penidikan;

Analisis Kebijakan;

10 Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan;

11.Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan;
12.Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan;

13. Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan
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[DENTITAS MATA KULIAH
Kode Mata Kuliah : MKT-20135
Nama Mata Kuliah : Kebnakan Pendidikan

Jurusan Prodi  Manajemen Pendudikan Islam

Kode Mata Kuliah L ADM 53]

Bohot S8 2 sks

Setnester 6 (enam)

Prasyarat Mata Kubah ~ : a Pengelolaan Pendidilan : N s .
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KEBIJAKAN PENDIDIKAN
MPIS-1VI/-A-B

Class code pp2djtr ©J

Select theme
Upload photo

e Share something with your class_.
E A. Rusdiana posted a new assignment: Part 14.UAS Kebijakan Pendidikan Kelas B .
| -_— Jul 9 (Edited Jul 9) :
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Part 14.UAS Kebijakan Pendidikan Kelas B Due Jul 9, 6:00 PM o Az
D Actions ¥
Part 13. UAS Kebijakan Pendidikan Kelas A Due Jul 9, 2:50 PM
O AatRuhiyatA-01 :
(5] PART-12: Syarat UAS Kebijakan Pendidikan Edited Jul &
PART 11: KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, ... Posted May 14 .
[ Abdullah Maghfur A-02 :
sz
PART: 10 MONEV KEBIJAKAN PENDIDIKAN Posted May 7
D . acep rusmana A-01 :
@ PART-9: UTS Kebijakan Pendidikan Edited Apr 29
PART 8 : ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN Posted Apr 23 D . Adense Bramasta .
- "
PART: 7 IMPLEMENTAS| KEBIJAKAN PEN... B 2 Posted Apr 16
O . Ai Irma Nurhabibah A-03 :
Part 6: Sosialisasi dan Komunikasi Kebij... & 4 Posted Apr 9



KEBiJAKAN [N
PENDIDIKAN [

DAR| FILOSOFI KE IMPLEMENTASI

Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan mis dari pendidikan dalam
miasyarakat tertentu yang dilahirkan dari ilmu pendidikan sebagai llmu praktis, yaitu kesatuan
antara teori dan praktik pendidikan, Kebijakan pendidikan mefiputi proses analisis il
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebiakan, dan evaluasi K indj
mempunyai validitas dalam peckess hai lserta masyars
Mmenaerm b i bl ind

el P
gy Oheh riset dan pengambangan, serta dapat
tan dalam pengembangan pendidikan.

Kebijakan pendidikan yang baik memperhitunglan kamampuan di lapangan. Cleh sebab
itu, pertimbangan kemampuan tenaga, tersedianya dana, pelaksanaan yang bertahap, serta
dukungan oleh kemampuan riset dan pengembangan merupakan syarat bagl kebijakan
pendidikan yang efisien,

Buku Kebijakan Pendidikan -Dari Filosofi ke Implementasi- inl merupakan alternatif
bacaan dan rujukan bagi para manajerfbirckrat dalam upaya mengembangkan kemarnpuan
mengelola kebijskan, Buku inl menyajikan pokok bahasan filosofi dan konsep dasar
merrahami teori ataupun formulasl kebijakan pendidikan dan ruang lingkupnya, memahami
perkembangan paradigma kebijakan pendidikan kentemparer, mengetahivi apek-aspek yang
memengarvhi kebijakan pendidikan, mengenali komponen, faktorfaktor, dan faktor
kebijakan pendidikan yang memengarubt dalam memformulasikan, mengiplernentasikan,
serta melakukan evaluasi kebijakan pendidikan.

PENERBIT PUSTAKA SETIA

= e —

www_pustakasetia.com



RENCANA PERKULIAHAN

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPS)
Mata Kuliah
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh:
Dr. H. A. Rusdiana, MM
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FORM
(FR)

RENCANA PEMBELATARAN SEMESTER (RPS)
MATA EVLIANEKERLTAKAN FENDIDIE AN
SEMESTER GENAF TAHUN AKADNEMIE H12/1000

A TDENTITAS

1. Mlata Foaliah : Eebijabian Pendidibean

2. hmasanProdi : hlarajeren Pendiddoan Ielan
3. Epde Mata Fulish T ADMSE]

2. Bobat SEE s dsgks

4. Sermester T G (ebarm)

5. Pracyarat Dfata Foaliah ;2 Pengelolasn Perdidikan

4. DoseruPeryzargn :Df.H.P..RJsdi;ma,Drs.,m

B. CAPATAN FEMBELATARAN MATAFVLIAH
1. Sikap: Mianpn merhardaatlom teord Eebfjakan dalam bidare perdidborn dan mampn beradaptasi
terhadap shias yang dhadad dalam perrrelecaizn masaldh paodidiboan.
- Mg merekiormetdas doan pergrelesaian rmacalah kebijakian perdidiloan
- Marmpm mengiderit ilaci persambarea Lebfakian perodidiboan
- Mlarvpm beradaptaci, breatdf terbiadap penibabiam Lebfakian perdidilian
2. Pengetabman: Mengnacai koreep teoritis Eebijakan perdidikan dan mendalan 3 bidang-
bidaryz terterdn , certa marngpna reardoorolae fkan pergrelecaian macalsh prosedural
- DIampn merizap Hkcac ikoan kebijaboam perdidilan cecars berkelapatar,
- MIarvpm belierja secars profesioeal dan terercara dalan kebijaliaon peredidilian
- hlanpn menzanbangkan korsep kebijakan pendidibian dan menfomrmlasibiah penrmasalabar
dalam perygerrhangan hidang pendiddan secara prosechmal
3. Heterampilan: Tiamp merygambil kepomemn soategic berdeaban anlkks dfommasi dan daa, dm
memberiboa pebxgidc dalam memilibh bethazad altematif sohwei.
- Dlerjelackan berbagzai acpel: | perbambaryzan darn macalah rmaclah kebijalom pendidican
- Mlemjelackan koveep dan inplaterdaci kebijaboan perudididoan
- Mlemjelackian cara cara pervdeliatan dalan dvplanetad Kebdjakian perdidican
C. DESERIFSIMATA KULIAH
Dlata lalish kebijakian pendidiban menipaban masbl mata Bobish e mesmberiban
peathshathan dan keahlisn kanprehensit kepada mahacioms secara honheeptinal dan prabitis mengenai
teord Kebijakian dan Kebijalian pendidisan serta amalicarees secara abih pada fooreilasi prplemerdaci
motdtorig dar enrabiaci ot kebfakian perididibar. Secars imronm mwata alish Kebijakian perudidibia
Terbapaar mernberilan pethahatan secars endalan Kepada mabacioms terdang Konsep keh1jakam
pendidikian serta pereraparenra dalan analeis kebijakian pendidiban. Secara Bhosas mata kalish d
berbajuan mbalk: 1) menberi penggertian abian perdirgrnes kebilkan dalan panbagman perndidilor; 20
mermbekiali mahacioms Kanarpua menshand Loncep kebijalan dan kebialoan pendidicr 3]
Trertitacilitaci mahacinag 1ol manahani shalisis lebijaban perodidibarg 40 mearbimbing rmabas o
bk merwmilild hemanpolan spedfl terdang fooralaci hebijabian pendidibar; 57 menbinbigg
miahasiom bl menililkd kananpasn spesiil terdangitplanentaci kebijaban pendidibang 60
marbinbing mahacioars ik meniliki kanareoan spedil tertang monitoring dan evrabiaci
Liebijabian pendidilian; T menfacilitaci mahaciosrs mererrailian dan merosgabian berbagai Kebijalian
prendidibarg 25 merdororus abas o wmbal meteraplian aalicls kebijalian pada kebfakia Kebijakian
prendidikian

T lgpdan Penbilian |1

DOKUMEN LENGKAP TERLAMPIR



RENCANA MUTU PEMBELAJARAN

(RMP)

Mata Kuliah
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Disusun Oleh:
Dr. H. A. Rusdiana, MM

rta JURUSAN MAMAIEMEN PEMDIDIKAN |5 LAM
L W FAKULTAS TARBIYAH DAM KEGURUAR
* L > UMIWVERSITAS I5LAM N GERI SUNAN GUMURNGE DIATI
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REMCANA MUTUPEMBEL AJARAN

Hama lata Eaalish : Eebijabian Pendidilian

honlsh SES D 2cke

Sertiester : I (dua)

Progran Shadi : Mlarajernen Pendidican Ilan 5-2
Alokaci Wakin : 100 pevit

Harma Drosen : Dr. H. & Pusdoaa, Dre, IR
PERTEMUAN: KE1

Penganidar Fuliah

- Sildne

- Eerarighin Perboalinker,

- Envdrd: Faalidh

PERTEMUAN: KE2
KONSEF DASAR KEBLITAKAN FUBLIK

I. Capaian Alhir hiata Kuliah

Mshacioars memniliki pengetabman dan beterompilan dalan meneraplian bonsep
Lebijabian pendidiban cecara komvprehercip  wbil kepertingan  pergarbangan
perudidilian

Mshacioars  methahami perdingpga kotsep dasar kebijakian publik tethadsp
panban@ i pendiddoan Budawesia.

II. Eahan Eajimn (Blaeriajars
Dlahuacioars rresnitili peryzetaboan terdang Kopcep Dacar Eebfakan pablil
II. Capaian yang ddharapkan
Setelah metizilodi rmata Iulish v hahacioars mhernibiko kesmpnian bk
1. Menjelashan art pavdive mempelajad bebdjdan
2. Menjelachan kdbijdoarperd o sebazni bdbfiabar, pab b
3. Menjelehan Proces hebdjahom.
IV. Mader Ajar
1. Art peadives mempe Iajard boebdjd e
2. Eehijthm pandiban sdbgznibiebijboa pabldc;
3. Pmce Edofigharn.
V. MaodeSiratepi Panhdajaran:
CeranabuTricknei kelospok
VI. Tshap Penhdajaran:
1 Begiatan Doaral:
Drozen rmanbnilia balish dan metyjelackan thaterd balish
b Kegiatan Boti:
- Droser mambazi mabasinars rrerjadi ke lorrgds-Jielompok
- asigmadng kelorpol: dininta meridielnasilan tuteri g teladh dibedilam
- Mlahacioas metgninm laporar hacil dickisi ke lorrgd
- Tiap kelanpoks menpresentasiban hasil il heanpol dalan kelas
- Droger, muariberi horrsttar
. Eegiatan Akbdr: Dosenmergninn nginznan hasil digoisi

DOKUMEN LENGKAP TERLAMPIR



KONTRAK KULIAH

FERTS MAaATERLY
KE- HART TANG AL POKOK BAHASAN EET.
01 Elarms ar: CDT
O%-0Z-020 - S1labus
- Eeranglka Perloaliahan (5 +1H)
- Eesepakatan Pedoaliahantberbazal aturan dan
tizas-tazas perdoaliahan
0z 12-0Z-0220 EFonsep Daszar Eebijakan Publik CDT fasp
(13 12-0Z-020 FPerkernbangan Histons Kebijjakan Peradikan I | ©CDT asp
Indonesia
04 2a-03-020 Eehijakan Fokolk Pernbangunan Pendidikan CDT fasp
Masional Dan & nalisis Eebijakan Pendidikan
Hasional
0s OZ2-04-020 Formulasi Dran FPengesahan Eebijakan DE-1
FPeradikan
06 02-04-0220 Soslalisasi Dian Eormumnikasi Eebijakan DE-Z
FPeridikan
o7 1a-04-020 Irnplernentasi Eebijakan Permadikan DE-S
1T} 23-04-020 UTs
O07-05-020 Libur Hax Raya Waisak
0o 14-05-020 Lonaliziz Febhijalan DE-4
21-05%-020 Libur Kenailvan Ea Alnsasih
10 22-05%-020 Ivlondornng Fraluasi Eebijakan Penadikan DE-5
11 04-0&E-020 E_ehijakan Ivlalkyvo/lasional Fengeribh Pernidikan DE-&
12 11-0a-020 Eebijakan IWlessolDasrah Pengernb Penidilan DE-7
13 1Z-0a-020 Eehijakan Ivlikrofs ekolah Pengernb Peradilan DE-=
14 25-06-020 TA S/ Analicic

Cuti bersama Hari Raya ledul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020




PEMBAGIAN KELOMPOK (1-4)

(£ o

EFBIJARK AN
PENDIDIE AN

Iiahasiswua  mermiliki
pengetahuan dan
keterarnpilan  dalam
menerapkan  konsep
kebyjakarn pendidikan
secara  komprehensip
untuk  heperdingan
pengernbangan
pendidikan

A >

- Konsep dasar forranlasi kebijakan;
- Teor, Model, tyoolog, formnlasi kebijakan;

——#- Proses formmlasi kebijakan

- Aphkasi Formulasi kebijakan pendidikan ;

- Eonsep Dasar soalisasi dan hosmmlas: Eebyakan
Fendidkan

- Alasamalasan perbmya Sosiabisas: dan konmarmkas
kebyakan pendidikan

- Model kornnnkasikebyjalan pendidilan
- ldertrikan Sosahsas
perdidibean

probkema kebijalkan

3. Implemeniasi Eebijakan Penidikan

- Konsep Dasar  implementasi  kebijakan
pe

- Identifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan
pendichkan.

- Arena kebijakan pendidikan
- Langkah wrnnrn kebijakan perndidilan,

ooim mdm oEnn

4. Analisic KEehgalan

- Konsep Dasar &nalisis Kebijakan

- Karaktenstik studi analisis kebijakar;

- Pendekatan dan rmode] analisis kebijakan

- Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan

nuhm




' T
EFEITAR AN
FENDIDIE AN

PEMBAGIAN KELOMPOK (5-8)

Ilahasiswra  mermlika
pengetabnarn dar
keterarnpilan  dalarm
menerapkan  konsep
kebyjakan pendidikan
secara  komprehensip
untuk  kepentingan
pengerbarngan
pendidikan

b _

—
5. Moniinring Fvahuari Kehjjalan Penidilan [ 2. S S,
- Emmsep Dasar momttorms dan evahiasi kebijalan | e T——— Foiin,

. penaibasn [ TR e T
— Kal.a]{tmﬂ{ I'I:'I:I]:'IJiEII'.I.'I:'I.g d.a]:l E‘.’El]uaﬂ ]'E‘I:ll_]a]{m _H .................... .||l .................

pendidikan e S ‘..: ...............
- Macam-macam monioring dan evahiasi kebijakan N SO SN
pendibikan 0 e Fooeeiee.

b
6. Kehi ; ™ 1 Joa
- Eonsep dasarkebyjakan makro pendidikan, —{ 2 Foiii
- Bentukimnodel kebyjakan makro pendidikan —{ 3. i ................
- Iplmatasiebakan el pendidleans (RS
- Pemnasalah dan  sohisi kebyakan  makm | G Foiii,
pendidikan,, [ —— Foiii
...................... Jo

7. KEehpakan Meco Pengembh Penadilan I F

- Konsep dasar kebijakan meso pendidikan, | 2.
- Benhﬂ{l&mdelkehljaj{allmegu PEﬂdldJJ{aIl i T T T i ................
- Iplemetasi kebijakan meso pendidikan, g :, Y S
- Pemnasalah dan  sohisi kebyakan  meso A . P Fii
pendidikan,;, | F ST
...................... F ST

—
§.Eehyatan Mikwo Pengemb Pendidilen 1 Do,
- Eonsep dasar kebijalan nuleo pendidilean; —| 2 Fo,
- Bentukimodel kebijakan i pendidikar, | [T
- Imphnletajlkebljakmnuhu PEtldldJ]{aIl, gl ‘:. ................
- Pemmasalsh dan  sobisi  kebijakan mikmo "I R AR
pendidilean,, [ TlE ¥ AU

—
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TUJuan Pendidikan Tinggi

| PERKUL

Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil,
kompeten, dan menjadi warga negara yang demokratis bertanggung jawab (mahasiswa cinta Indonesia dan Pancasila), dan berbudaya

untuk kepentingan bangsa.

SISTEM DAN PROSES PEMBELAJARAN PADA PENDIDIKAN TINGGI — -

6 C for HOTS (Communication, Collaboration, Compassion, Critical thinking, Creative thinking,
computation logic), Adaptive, flexible, Leadership, Reading Skill, writing skill, himbauan penambahan
SKS Bahasa Inggris dan IT Skills

SN Dikti 03/2020 dan 50/2018
v Pendidikan (dan

ljazah, SKPI
magang) Sertifikat KOMPETENSI
v Peneiftian (dan SERTIFIKAT PROFESI
magang)

Sertifikat Bahasa Asing

Sertifikat Intemasional
Regiter Profesi Masional
Register Profesi Intemnasional

v" Pengabdian
Masyarakat

8 Kurikulum
Capaian Pembejaran
Sistemn Pembelajaran
Hybrid/ Blended Learning

Capaian Pembelajaran
CPL Waterloo/ lulus PAI/ SOA




#merdekabelajar

Kita memasuki era di mana
gelar tidak menjamin kompetensi.

 Kita memasuki era di mana kelulusan
. tidak menjamin kesiapan berkarya.

Kita memasuki era di mana akreditas
tidak menjamin mutu.

Ini hal-hal yang harus segera disadari.

/\ ~ Nadiem Makarim, Mendikbud RI
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Framework Pembelaiaran Abad 21
Trilling dan Fadel, 2009



Framework pembelajaran abad ke-21
Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and
Problem-Solving Skills), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik,
terutama dalam konteks pemecahan masalah;
Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication and
Collaboration Skills), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif
dengan berbagai pihak;
Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and Innovation Skills),
mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan
berbagai terobosan yang inovatif;
Literasi teknologi informasi dan komunikasi (/nformation and Communications
Technology Literacy), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan kinerja dan aktivitas sehari-hari;
Kemampuan belajar kontekstual (Contextual Learning Skills) , mampu
menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari
pengembangan pribadi, dan
Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan
menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam
gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan
beragam pihak. (BNSP.2010).



Leanﬂngand_'_'
Innovation Skills — 4Cs
Critical thinking = Communication
Collaboration * Creativity

..~‘; >
L

Core Subjects — 3Rs
: and 21st Century Themes Information,
Life and :
: Media, and
Career Skills Technology
Skills

Pelangi Keterampilan Pengetahuan Abad 21
Trilling dan Fadel, 2009



Skema 1. Pergeseran Paradigma Belajar Abad 21

CiriAbad 21

Informasi
(tersedia dimana saja, kapan saja)

Komputasi
(lebih cepat memakai mesin)

Otomasi

(menjangkau segala pekerjaan rutin)

Komunikasi
(dari mana saja, ke mana saja)

Model Pembelajaran

Pembelajaran diarahkan untuk mendorong
peserta didik mencari tahu dari berbagai
sumber observasi, bukan diberi tahu

Pembelajaran diarahkan untuk mampu
merumuskan masalah menanyal, bukan
hanya menyelesailan masalah [menjawab]

Pembelajaran diarahkan untuk melatih
berfikir analitis [pengambilan keputusan]
bukan berfikir mekanistis [rutin]

Pembelajaran menekankan pentingnya




Core subject 3R

Core subject 3R. dalam konteks pendidikan, 3R adalah singkatan dari reading, writing

dan arithmatik, diambil lafal “R” yang kuat dari setiap kata.

Dari subjek reading dan writing, muncul gagasan pendidikan modern yaitu literasi yang

digunakan sebagai pembelajaran untuk memahami gagasan melalui media kata-kata.

- Dairi subjek aritmatik muncul pendidikan modern yang berkaitan dengan angka yang
artinya bisa memahami angka melalui matematika.

- Dairi subjek aritmatik muncul pendidikan modern yang berkaitan dengan angka yang
artinya bisa memahami angka melalui matematika.

Ketrampilan Abad 21

Ketrampilan Abad 21 yang dianggap bisa memperkuat modal social (social capital) dan

modal intelektual (intellectual capfal), biasa disingkat dengan 4C: communication,

collaboration, critical thinking and problem solving, dan creativity and innovation.

Secara operasional, 4C ini dijabarkan dalam empat kategori langkah, yakni:

- Cara berpikir, termasuk berkreasi, berinovasi, bersikap kritis, memecahkan masalah,
membuat keputusan, dan belajar pro-aktif.

- Cara bhekerja, termasuk berkomunikasi, berkolaborasi, bekerja dalam tim.

- Cara hidup sebagai warga global sekaligus local; dan keempat, alat untuk
mengembangkan ketrampilan abad 21, yakni teknologi informasi, jaringan digital, dan
literasi.

Model Pembelajaran berbasis kecakapan abad 21

Setiap orang harus memiliki keterampilan berpikir kritis, pengetahuan dan kemampuan

literasi digital, literasi informasi, literasi media dan menguasai teknologi informasi dan

komunikasi.



Peta kompetensi keterampilan 4Cs sesuai dengan P21

FRAMEWORK 21%
CENTURY SKILLS KOMPETENSI BERPIKIR P21
Creativly Thinking and Peserta didik dapatl merjghells'tlkan, mengemhangkaﬁ, daln
o mengimplementasikan ide-ide mereka secara kreatif baik secara
innovation ,
mandiri maupun berkelompok.
Peserta didik dapat mengidentifikasi, menganalisis,
e menginterpretasikan, dan mengevaluasi bukti-bukti, argumentasi,
Critical Thinking and . ¥ : -
. klaim dan data-data yang tersaji secara luas melalui pengakajian
Problem Solving , , ,
secara mendalam, serta merefleksikannya dalam kehidupan sehari-
hari.
- Peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan secara
Communication . L . .
efektif menggunakan media lisan, tertulis, maupun teknologi.
: Peserta didik dapat bekerja sama dalam sebuah kelompok dalam
Collaboration

memecahkan permsalahan yang ditemukan

Sumber: Litbang Kemdikbud, 2013
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Kerucut Pengalaman

Yang Diingat

Tingkat Keterlibatan
10% -«
20% <« Verbal
30% «
Y

Visual
50% <
70% «— Terlibat

Berbuat

Melakukan Simulasi

“Succesful Learning Comes fromdoing” [Wyalt S Looper, 1999)



verhal

smhol Bagan, diagram, grafik dan sejensnya
Visual

kaman Raﬂh\ Fotn, ilusirasi, slide, dan sejenisnya
Fi 1 \ Pl i dk
Televisi \ Vodeo, Tape, tuntunan diskusi
Pameran \ Poster, d splay, papan b ulleim
Darmawisata \\ Tuntutan Ohservasi

/ Demonstrasi \ Ali-aki, hahan mentah,p ap in tuls

Pengalaman vang didramatisir \ Wayang, Skrp, Drama

Pengalaman yang logis \ Model ohyek, specimen

/ Pengalaman langsung b ertuj MIN‘.‘I anual tuntutan ohservasi
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Karakteristik Modalitas Belajar Siswa

Modalitas belajar adalah ungkapan dari

rancangan sistem ofak-pikiran. Merupakan

kemambuan dasar individu untuk memperoleh dan menciptakan pengalaman.
Modalitas belaiar adalah berbagai cara yang digunakan sistem otak-pikiran untuk mengakses
mengungkap pengalaman

pengalaman (masukan) dan

seluruh  modalitas belajar tekait

pengalaman indrawi. otak)

(luaran).

Dalam buku Quantum Learning dipaparkan 3 modalitas belajar seseorang vaitu: “modalitas
visual, auditori atau kinestetik (V-A-K). Walaupun masing-masing dari kita belajar dengan
menggunakan ketiga modiaitas ini pada tahapan tertentu, kebanyakan orang lebih cenderung

pada salah satu di antara ketiganva®.

Bobbi DePorter dan Mike Hernacki (2009:110-111)

Gaya belajar dapat menentukan
prestasi belajar  analk.  Jika
diberikan strategl yang sesual
dengan gaya belajarnya, analk
dapat berkembang dengan lebih
baik. Gaya belajar otomatis
tergantung  dar  orang  yang
belajar. Arinya, setiap orang
mempunyal daya belajar yang
berbeda-beda.



Setian penvelenanara sekolah mendambakan agar siswa vang dibinanva meniadi siswa
vang pandai atau cerdas. Makna pandai terus berubah seialan dengan perubahan tantanaan
hidug. Dul, dapat membaca, menulis dan berhituna telah cukun utuk meniadi Tondasi
kenandaian. Seialan denoan kemainan ilmy penaetabuan, pandal berarti menouasal imy
penaetahuan yang luas. Kini keterampilan ity meniadi tidak cukup, orang pandai ity harus
berahlak, hidumnya beretika, memiliki semangat ketia, dan terampil. Ky pun belum cukun, orang pandai
ity hatus terampil bekeria sama, cerdas dalam mengounakan pikiran, inspiratif, dan cekatan dalam
mengainte arasikan otaknya denoan imaiinasinva.

Keterampilan seperti apa vang sesungguhbnya siswa perlukan agar meniadi orang pandai dalam
kehidupan abad 217 Pertanyaan telah menaaerakan banyvak ahli dari berbaaai bidana kehidunan untuk
berkumpul memvelaiari tentana apa vang sesungguhanva karakter orang vang dunia keria perlukan di
masa kini dan pada masa depan. Hasil dari analisis vang telah dilakukan seiak tahun 2005
muncullah empat keterampilan utama, vaitu keterampilan menauasai komnetensi akademik.

KETERAMPILAN ESENSIAL SISWA
ABAD KE-21
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KONTRAK KULIAH

FERTS MAaATERLY
KE- HART TANG AL POKOK BAHASAN EET.
01 Elarms ar: CDT
O%-0Z-020 - S1labus
- Eeranglka Perloaliahan (5 +1H)
- Eesepakatan Pedoaliahantberbazal aturan dan
tizas-tazas perdoaliahan
0z 12-0Z-0220 EFonsep Daszar Eebijakan Publik CDT fasp
(13 12-0Z-020 FPerkernbangan Histons Kebijjakan Peradikan I | ©CDT asp
Indonesia
04 2a-03-020 Eehijakan Fokolk Pernbangunan Pendidikan CDT fasp
Masional Dan & nalisis Eebijakan Pendidikan
Hasional
0s OZ2-04-020 Formulasi Dran FPengesahan Eebijakan DE-1
FPeradikan
06 02-04-0220 Soslalisasi Dian Eormumnikasi Eebijakan DE-Z
FPeridikan
o7 1a-04-020 Irnplernentasi Eebijakan Permadikan DE-S
1T} 23-04-020 UTs
O07-05-020 Libur Hax Raya Waisak
0o 14-05-020 Lonaliziz Febhijalan DE-4
21-05%-020 Libur Kenailvan Ea Alnsasih
10 22-05%-020 Ivlondornng Fraluasi Eebijakan Penadikan DE-5
11 04-0&E-020 E_ehijakan Ivlalkyvo/lasional Fengeribh Pernidikan DE-&
12 11-0a-020 Eebijakan IWlessolDasrah Pengernb Penidilan DE-7
13 1Z-0a-020 Eehijakan Ivlikrofs ekolah Pengernb Peradilan DE-=
14 25-06-020 TA S/ Analicic
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A. IDENTITAS

1. MataKuliah : Kebijakan Pendidikan

2. Jurusan/Prodi : Managjemen Pendidikan Islam
3. Kode Mata Kuliah : ADM 531

3. Bobot SKS : 2 Ks

4. Semester : 6 (enam)

5. Prasyarat MataKuliah : a. Pengelolaan Pendidikan
b. Perundang-undangan Pendidikan
4. Dosen/Pengampu : Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM

B. CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH
1. Sikap: Mampu memanfaatkan teori Kebijakan dalam bidang pendidikan dan mampu beradaptasi
terhadap situasi yang dihadapi dalam penyel esaian masalah pendidikan.
- Mampu merekomendasikan penyel esaian masal ah kebijakan pendidikan
- Mampu mengidentifikasi perkembangan kebijakan pendidikan
- Mampu beradaptasi, kreatif terhadap perubahan kebijakan pendidikan
2. Pengetahuan: Menguasai konsep teoritis Kebijakan pendidikan dan mendalam di bidang-
bidang tertentu, serta mampu memformulasikan penyel esaian masalah prosedural.
- Mampu mengaplikasikan kebijakan pendidikan secara berkel anjutan
- Mampu bekerja secara profesiona dan terencana dalam kebijakan pendidikan
- Mampu mengembangkan konsep kebijakan pendidikan dan memformulasikan permasalahan
dalam pengembangan bidang pendidikan secara prosedural
3. Keterampilan: Mampu mengambil keputusan strategis berdasarkan analisis informasi dan data, dan
memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi.
- Menjelaskan berbagai aspek, perkembangan dan masalah maslah kebijakan pendidikan
- Menjelaskan konsep dan implementasi kebijakan pendidikan
- Menjelaskan cara cara pendekatan dalam implemetasi kebijakan pendidikan
C. DESKRIPSI MATA KULIAH
Mata kuliah kebijakan pendidikan merupakan suatu mata kuliah yang memberikan
pemahaman dan keahlian komprehensif kepada mahasiswa secara konseptua dan praktis mengenai
teori kebijakan dan kebijakan pendidikan serta analisanya secara utuh pada formulasi,implementasi,
monitoring dan evaluasi sutau kebijakan pendidikan. Secara umum mata kuliah kebijakan pendidikan
bertujuan memberikan pemahaman secara mendalam kepada mahasiswa tentang konsep kebijakan
pendidikan serta penerapannya dalam analsis kebijakan pendidikan. Secara khusus mata kuliah ini
bertujuan untuk: 1) memberi pengertian akan pentingnya kebijkan dalam pembangunan pendidikan; 2)
membekali mahasiswa kemampuan memahami konsep kebijakan dan kebijakan pendidikan; 3)
memfasilitas mahasiswa untuk memahami analisis kebijakan pendidikan; 4) membimbing mahasiswa
untuk memiliki kemampuan spesifik tentang formulasi kebijakan pendidikan; 5) membimbing
mahasiswa untuk memiliki kemampuan spesifik tentang;implementasi kebijakan pendidikan; 6)
membimbing mahasisva untuk memiliki kemampuan spesifik tentang monitoring dan evaluas
kebijakan pendidikan; 7) memfasilitass mahasiswa menemukan dan menunjukan berbagai kebijakan
pendidikan; 8) mendorong mahasiswa untuk menerapkan analisis kebijakan pada kebijakan kebijakan
pendidikan.

K ebijakan Pendidikan |1



D. RENCANA PEMBELAJARAN

S Bentuk Perkuliahan w Penilaian
Minggu Bahan Kajian Kemampuan Materi Ajar Strat/M etode/media Aktifitas a Bentuk/tek/Kriteria  |Bo | Referns
Ke- (Materi ajar) Akhir yang sumber belgjar Mahasiswa K penilaian bo
diharapkan u t
1 2 3 4 5 6 7 8 819
1 Konsep Dasar Mahasi swa mampui: 1. Arti penting mem- | Strategi: 1. Mengkaji hakikat | 100° a. Teknik dan instru 1,35.7,9
K ebijakan Publik 1. Menjelaskan arti pelajari kebijakan; | Ekspositori & inkuiri dan ruang ling- men penilaian: 5
penting mempela- | 2.Kebijakan pendidi | Metode: ceramah, kup dan proses - Hasil diskusi
jari kebijakan; kan sebagai kebi- | tanya jawab, penugas |  kebijakan pendidi - Keaktifandan
2. Menjelaskan kebi- | jakan publik; an dan diskusi kan sebagai kebij- sumbangan materi
jokan  pendikan | 3. Proses kebijakan lugabsat | kan publik ga'a{“ (ti'f_kUS'
seb i kebiiak embpuatan, aporan 2 Mendiskusik - lestertuis
pub??l?l ljaen buku/ babl makalah; pr(e)EI o b. Kriteria Penilaian
3. Menjelaskan g;s;n&gial,(aacji)servas solus  Kkbijakan 2Pt+3Ps+ 5Tt =Nf
Proses kebijakan. Media N pendidikan seba- Ket: 10
RPS, WB, spidol ga|b| ik kebijakan Pt= Portofolio
infokus, LCD, | PUbliK Ps= Proses
Komputer, internet, Tt = Tes Tulis
HO, Bahan gar Nf=Nilai Formatif
2 Studi dan Andli- Mahasi swa mampui: 1. Karakteristik studi | Strategi: 1. Mengkaji Karak | 100’ a. Teknik daninstru 5 123579
ssKebijakan 1. Menjelaskan analisis kebijakan; | Ekspositori & inkuiri terigik studi ana men penilaian:
karakteristik studi | 2. Pendekatan  dan Metodg: ceramah, liss  kebijakan; - Hasl flekUSl
analisis kebijakan; model  analisis | tanya jawab, penugas |  Pendekatan  dan - Keaktifandan
2. Menjelaskan kebijakan; an dan diskusi model  analisis sumbangan materi
pendekatan dan mo | 3. Keterbatasan dan EUQ%Sat | kebijakan; Keter- _(il_alar (tj||s_ku5|
del alisi kebi- sk ; alisi empuatan, aporan bat d - lestertuis
j e keﬁ'ﬂgl'(gn TEES| bukubabimakalah, | geamt sl b. Kriteria Penilaian
3 Menjelaskan keter- presentas, ODSeVas | yetijakan 2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf
batasan dan Moda o 2. Mendiskusikan to 10
skenario  analisis & : pik Swudi  dan Ket:
. RPS, WB, spidol o Pt= Portofoli
kebijakan ; Analisis ortorolio
infokus, LCD, . Ps= Proses
Komputer,  internet, Kebijakan Tt = Tes Tulis
HO, Bahan gar . Nf=Nilai Formatif
2 | Rencana Pembelgjaran Semester (RPS)




2 3 4 5 6 I 8 9
Model Analids | Mahasiswa mampu: . Kerangka berfikir Strateg[: S 1. Mengkaji Kerang | 100° a. Teknik dan instru 23489
K ebijakan 1. Menjelaskan analisis kebijakan | Ekspositori & inkuiri ka berfikir anali men penilaian:
Pendidik kerangka berfikir pendidikan; Metode: ceramah, sis kebijakan pen - Hasil diskus
Idikan analisis kebijakan | 2. Kegiatan analisis | tanya jawab, | didikan; Kegiatan - Keaktifandan
pendidikan; kebijakan _r;enuga%ﬂ dan diskus andlisis kebijakan ﬁglmbaggs(n materi
2. Menjelaskan endidikan; ugas. endidikan; Pres- am diskus
kegiétan andlisis | 3. Ere;fektif andlisis | Pembuatan, laporan ?ektif andisis E:. - Testertulis
pendidikan; . Model-model presentas, observasl | odel analisis 2P 3Pt STL=NT
3. Menjelaskan analisis kebijakan | (o studl kasts kebijakan Ket:
presfektif analisis . . 2. Mendiskusikan Pt= Portofolio
. WB, spidol infokus, ' .
kebu_akan LCD, Komputer, d|Ie_rpa analisis Ps= Proses
4. rMnggjelelfnSi(;(?ZI internet, HO, Bahan | Kebijakan T'gc:TTSTU”S
- iar Nf=Nilai Formatif
analisis kebijakan A
Formulasi dan M ahasi swa mampu: . Konsep dasar dan | Strategi: 1. Mengkaji konsep | 100° Teknik dan instru men
Pengesahan 1. Menjelaskan kon- teori  formulas | Ekspositori & inkuiri dasar  formulasi penilaian:
K ebiiakan sep dasar dan teori kebijakan; Metode: ceramah, ta- |  kebijakan; Mo- - Hasil diskus
)¢ formulas  kebi- | 2. Model, tipologi, | Nya jawab, penugasan |  del, tipologi, dan - Keaktifan dan
2. Menjelaskan, formulas Tugas: Pembuatan, le- | kehjjakan;  dan dalam diskusi
model, tipologi, & |  kebijakan: poran buku/babl ma- | formylas  kebi- - Testertulis
proses formulasi | 3. Formulas Ig:jr\?has gessuegﬁalf éSlj)cb' jakan pendidikan. bélétrfgrgf%?tlal_?\lr;
kebijakan; kebijakan ; 7 | 2. Mendiskusikan 0
. At Media WB, spidol i
3. Menjglaskan_,_ for- pendidikan; infokus, LCD, Pr(_)blema formu- Ket: .
mulasi  kebijakan . lasi dan pengesah- Pt= Portofolio
e Komputer, internet, .
pendidikan; HO, Bahan gjar an kebijakan pen- Ps= Proses
didikan Tt=TesTulis
Nf=Nilai Formatif
Soalisasi dan ko- | Mahasiswa mampu: . Sodlisas dan ko- | Strategi: 1.Mengkaji  sodli- | 300° a. Teknik daninstru 2,34,8,9
muikasi Kebi- | 1. Mendefinisikan munikasi  Kebi- | Ekspositori & inkuiri sas dan komuni- men penilaian:
iokan Pendidikan | S°disesi dan ko- | jakan Pendidikan | Metode:  ceramah, | kas Kebijakan - Hasi| diskus
] muikasi Kebijakan | 2. Alasan perlunya | tanya jawab, | pendidikan; Alas- - Kesktifandan
Pendidikan Sosaisas  dan | Penugasan dan diskus an perlunya Sosia sumbangan materi
2. Menjdlaskan alas |  komunikas kebi- gugabsat | lisas dan komu- ga'a't“?iﬁuﬂ'
an perlunya Sosi- jakan pendidikan. | Cemlualan, - 1aporan | pikag  kebijakan - lestertuns
A don komur | 3. Model komunikasi | PUKU Pab’“;aka'ah? pendidikan; Mo b. Kriteria Penilaian
nikas  kebijakan |  kebijakan pendi- g;ﬁnﬁ‘kaﬁc SeVas | gd komunikas 2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf
pendidikan. dikan. N kebijakan  pendi- 10
dikan.

Kebijakan Pendidikan




2 3 4 5 6 7 8 9
3. Menjelaskan mo- | 4. Problema kebijak- | Media: 2. Mendiskusikan Ket:
del  komunikasi an pendidikan WB, spidol infokus, Problema kebijak- Pt= Portofolio
kebijakan LCD, Komputer, an pendidikan Ps= Proses
pendidikan. internet, HO, Bahan Tt=TesTulis
4. Mengidentifikasi aar Nf=Nilai Formatif
problema  kebi-
jakan pendidikan.

6 Implementasi M ahasi swa mampu: . Kosep implemen- | Strategi: | 1. Mengkgji Kosep | 300 a Teknik daninstru 2,34,8,9
K ebijakan 1. Mendefinisikan tasi kebijakan pen | Ekspositori & inkuiri implementasi kebi men penilaian:
Pendidikan implementasi kebi didikan Metode: ceramah, ta- jakan pen didikan; - Hasil diskusi

jakan pendidi-kan | 2. Aktor pelaksana | Nya jawab, penugasan Aktor pelaksana - Kesktifandan
2. Mengidentifikasi Kebijakan pendi- | dan diskus Kebijakan pendi- sumbangan materi
aktor  pelaksana|  dikan. Tugas: Pembuatan, l&- | gikan; Arenakebi- dalam diskusi
Kebijakan pendi- | 3. Arena kebijakan | Poran bukubadl ma- | qan pendidikan; - Testertulis
dikan. pendidikan Kalah; presentasi, 0b- | ‘3enis  kebijakan b. Kriteria Penilaian
3. Menjelasken arena | 4. Jenis kebijakan | 72 ‘\’;‘vg”d' .'(‘jafus pendidikan; Lang- 2Pt+3Ps+ 5Tt =Nf
kebijakan pendi- |  pendidikan. infollﬁ 5 cbspl o kah umum Kebi- _ 10
dikan . Langkah  umum Kom l?ter int,ernet jakan pendidikan. gt(it.P .
4.Menjelaskan jenis kebijakan HO gah T : 2. Mendiskusikan = Portofolio
kebijakan pendidikan. ypahan g problematika 1m- Ps= Proses
pendidikan. plementasi  Kebi- Tt=TesTulis
5.Menjelaskan lang jakan Pendidikan Nf=Nila Formatif
kah-langkah kebi-
jakan pendidikan.

7 Monitoring &eva | Mahasiswa mampu: . Definis Monev | Strategiz 1.Mengkaji monev | 100’ a Teknik daninstru 1,35.7,9
lusi K ebi jakan 1. Mendefinisikan kebijakan pendidi- | Ekspositori & inkuiri Kebijakan Pendidi men pen|_la|an_:
Pendidikan moniev kebijakan kan Metode: ceramah, ta- kan; Bentuk, ka- - Hasil diskusi

pendidikan . Bentuk evaluasi | Nya jawab, penugasan |  rakteristik, faktor - Keaktifandan
2. Menjelaskan kebij akan dan diskus monev  kebijakan sumbangan materi
macam-macam pendidikan Tugas: Pembuatan, la- | pendidikan dalam diskusi
evaluasi kebijakan | 7. Karakteristik poran bukwbab/ ma- | 5 \endiskusikan - Testertulis
pendidikan evaluasi kebijaken | K2 preseniasl, 0b- | propiem  monev b. Kriteria Penilaian
3. Menjelaskan pendidikan Sere‘(’;?‘s'_& studi daslu~ kebijakan pendi- 2Pt+3Ps+ 5Tt =Nf
karakteristik . Faktor-faktor Media: WB, spido dikan 10
evaluas kebijakan |  evaluasi kebijokan | MTOKUS LCD, Ket: _
pendidikan pendidikan Komputer, internet, Pt= Portofolio
4. Menginventarisir . Problem-problem HO, Bahan gar Ps= Proses
faktor-faktor evaluasi kebijakan Tt=TesTulis
evaluas kebijakan |  pendidikan. Nf=Nilai Formatif
pendidikan.
4 | Rencana Pembelgjaran Semester (RPS)




1 2 3 4 5 6 7 8 9
8. Perkembangan Mahasi swa mampui: . Kebijakan pendidi | Strategi: 1. Mengkaji kebijak | 100° a. Teknik dan instru 1,2.37,9
historis kebijakan 1. Mengidentifikasi kan sebelum Prok | Ekspositori & inkuiri an pendidikan se men penilaian:
didik i kebijakan pendidi- lamasi Metode: ceramah, ta- belum prolklama - Hasil diskus
pendicikan Il kan sebelum Prok- | 2. Kebijakan pendidi- | Nya jawab, penugasan | i, pasca kemerde - Keaktifan dan
2. Mengidentifikasi dekaan Tuges: Pembuatan, la- | pary, dan mesa dalam diskusi
kebijakan pendidi- | 3. Kebijakan pendidi | Poran bukubabl ma- | reformag. - Testertulis
kan pasca kemer- kan masa orde l;:lrshas g?ﬂalf ésé)cb_ 2. Mendiskusikan b. Kriteria Penilaian
3 I(\jllelénagindentifikasi . Eaégi jakan pendigi | Media WB, spidol E;cr)g:nﬂ i Eitkoerrug g
kebijakan pendidik |  kan Reformas | fOKuS, LCD, kebijokan pendidi Ket:
Komputer, internet, : ; Pt= Portofolio
an masa orde baru HO, Bahan ajar kan di Indonesa P Proses
4. Mengidentifikasi ' .
kebijakan pendidi Tt=TesTulis
kan Reformasi Nf=Nila Formatif
9-10- Kebijakan pokok | Mahasiswa mampu: - Konsep dasar | Strategi: 1. Mengkaji Konsep | 300 a Teknikdan_in;tru 1,43.7,9
11 | pembangunan | 1. Menjelaskan koK | Exspositori & inkuiri | 920dr - Kevlleken men perilaian
pen(_ildlkan Il<< %U.S:E daksark Pendidikan Metode: ceramah, ta- |  bangunan Pendi - Hsil diskus
Nasiona € IJb an poko nasional: nya jawab, penugasan dikan nasiona: - Kesktifandan
pembangunan dan diskusi Pemerataan  dan sumbangan materi
Pendidikan . Pemerataan dan . dalam diskusi
- . perluasan akses am aiskusl
nasional; perluasan akses | Tugas: Pembuatan, la- . ' _
poran bukuwbab/ ma- |  Peningkatan mutu - Testertulis
2. Menjelaskan . Peningkatan mutu | kalah; presentasi, ob- pendidikan,

pemerataan  dan
perluasan akses

3. Menjelaskan
peningkatan mutu
pendidikan,
relevansi dan
dayasaing

4. Menjelaskan
penguatan  tata
kelola,
akuntabilitas, dan
citra publik.

pendidikan,
relevans & daya
saing

. Penguatan  tata

kelola, akuntabili-
itas, dan citra
publik.

servas & studi kasus

Media: WB, spidol
infokus, LCD,
Komputer, internet,
HO, Bahan gjar

relevansi & daya
saing; penguatan
tata kelola, akunta
bilitas, dan citra
publik.

2. Mendiskusikan
problema kebijak
pokok pembangun
an Pendidikan Na
sional

b. Kriteria Penilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf
10

Ket:

Pt= Portofolio
Ps= Proses
Tt=TesTulis
Nf=Nilai Formatif
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2 3 4 5 6 I 8
12 Kebijakan Makro | Mahasiswa mampu: . Konsep dasar . 1. Mengkaji Konsep | 100 . .
Pembangunan | 1 Menjelaskan kebijakan makro | "9 dasar  kebijakan a Texnik dar Insin
Pendidikan konsep dasar pendidikan; Ekspositori & inkuiri makro pendidikan P '
kebijakan makro | 2. Bentuk/model Metode: ceramah. ta- Bentuk;  Imple- - Hasil diskusi
pendidikan; kebijakan makro nya j awab penugl’asan metasi  kebijakan - Keaktifan dan
2. Menjelaskan pendidikan; dan diskusi makro  pendidi- sumbangan materi
bentuk/model . limplemetasi kan; dalam diskusi
kebijakan makro kebijakan makro | Tugas: Pembuatan, la- | 2. Mendiskusikan .
pendidikan; pendidikan; poran buku/bab/ ma- | proplem & solus - Testertulis
3. Menjelaskan . Permasalah  dan | kélah; presentasi, ob- | yepjjakan makro b. Kriteria Penilaian
implemetas solusi  kebijakan | Servas & studi kas.”; | pendidikan;. L
kebijakan makro makro Mf Ila WB, Slf)ICI(DJ 2P+3Ps+ 5Tt =N
pendidikan; pendidikarn;. '}20 us, . * 10
4. Menjelaskan omputer,  internet, Kt
permasalah  dan HO, Bahan gjar et:
solusi  kebijakan Pt= Portofolio
makro Ps= Proses
pendidikan;.
Tt=TesTulis
Nf=Nilai Formatif
13 Kebijakan Meso Mahass/va mampu: Konsep  dasar | Strategi: 1. Mengkaji Konsep | 100 a. Teknik daninstru
1. Menjelaskan . - o
Pembangunan konsep dasar kebijakan mes0 | gy oogitori &, inkuiri dasar  kebijakan men penilaian:
Pendidikan kebijokan meso |  Pendidikan meso pendidikan . Hasl diskus
endidikan: Bentuk/model Metode: ceramah, ta- Bentuk;  Imple- .
2 pMen'd askan kebiiakan meso nya jawab, penugasan metasi  kebijakan - Keaktifandan
: J jakan dan diskusi meso  pendidi- sumbangan materi
bentuk/model pendidikan; kan: dalam diskusi
kebijakan meso ) . Tugas. Pembuatan, la- an,
pendidikan; :('gﬁ'aek’gﬁtas'm&o Egjr:hn buku/btab/_ mg- 2 Mendiskusikan - Testertulis
3. Menjelaskan idikan: , bressmes 9% | Problem & solusi b. Kriteria Penilaian
kebijakan ~ meso Permasalah dan | Media WB, spidol |  pendidikan;. =
pendidikan; solusi kebijakan | infokus, LCD, 10
4, Menjelaskan meso Komputer, internet, Ket:
permasalah pendiciker: HO. B Pt= Portofolio
dan solusi
kebijakan Ps= Proses
meso Tt=TesTulis
pendidikan;. Nf=Nilai Formatif
6 | Rencana Pembelgjaran Semester (RPS)




2 3 4 5 6 8
14 .. . 1. Menjelaskan Konsep  dasar . .. a Teknik dan instru
Kebijakan Mikro konsep dasar kebijakan mikro Strateg: 1.(I;/Iengkajll(elg_c_>2ksep men penilaian:
Pembangunan kebijakan mikro pendidikan; Ekspositori & inkuiri m??rro oen d;{jikﬁ - Hesil diskusi
idi idikan: - Keaktifan dan
Pendidikan pendidikan; Bentuk/model Metode: ceramah, ta- | Bentuk:  Imple- Keakilenden
2. Menjelaskan kebijakan mikro : ; . gan mate
e nya jawab, penugasan metasi  kebijakan dalam diskusi
bentuk/model pendidikan; dan diskusi mikro ondidi- X
kebijakan mikro limplemetas o P - Testertulis
pendidikan; kebijakan mikro | Tugas: Pembuatan, la- |k b, Kriteria Penilaian
' idikan: oran bukwhab/ ma- et 1 2Pt+3Ps+ STt = Nf
3. Menjelaskan pendidikan; poran : 2. Mendiskusikan 10
implemetasi Permasalah | kaah: presentas ob- | Problem & solus Ket:
kebijoken mikio | gan  solusi | s @ aUIKEE | kebijakan  mikro Pt= Portofolio
pendidikan; . media » SPIGOL T pendidikan:. Ps= Proses
kebijakan infokus, LCD, ~ i
mikro Komputer, internet, Tt; TesTulis
Nf=Nilai Formatif
pendidikan;. | 1O Bahanga
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PERTEMUAN: KE 1

Pengantar Kuliah

- Silabus

- Kerangka Perkuliahan

- Kontrak Kuliah

PERTEMUAN: KE 2

KONSEP DASAR KEBIJAKAN PUBLIK

|. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan.

Mahasiswa memahami pentingnya konsep dasar  kebijakan publik terhadap
pembangunan pendidikan Indonesia.

Il. Bahan Kajian (Materi ajar)
Mahasi swa memiliki pengetahuan tentang Konsep Dasar K ebijakan publik
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:
1. Menjelaskan arti penting mempelgari kebijakan;
2. Menjelaskan kebijakan pendikan sebagai kebijakan publik;
3. Menjelaskan Proses kebijakan.
IV.Materi Ajar
1. Arti penting mempelgari kebijakan;
2. Kebijakan pendikan sebagai kebijakan publik;
3. ProsesKebijakan.
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
VI. Tahap Pembelajaran:
aKegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti:
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar
c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

Lamp. Silabus 1




VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a. Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP- LCD
b. Bahan/Sumber Belgjar:
- Budi Winarno. 2004. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta : Media
Pressindo.
- Lindblom, Charles E, 1986, The Policy-Making Process, New Jersey: Prentice-
Hall Inc,
- Imron, Ali. 1995. Kebijakan Pendiikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Ilamy, Irfan M. 1997. Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta:
Bumi Aksara
- Joko Widodo, 2007. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aolikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia Publishing,
- Peters, B. Guy, 1982, American Public Policy Process and Performance,
Frankiln Watts, New Y ork.
- Pongtuluran, Aris. 1995. Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan
Manajerial. Jakarta: LPMP
- Said Zainal Abidin, 2006. Kebijakan Publik, Jakarta: Suara Bebas,
- Rusdiana A, 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.
VI1II. Penilaian:
a. Teknik dan instrumen penilaian:
1. Hasil diskusi
2. Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3. Testertulis
b. Kriteria Penilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
K eterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nila Formatif

PERTEMUAN: KE 3

FORMULAS DAN PENGESAHAN KEBIJAKAN PENIDIKAN

|. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.

Il. Bahan Kajian (Materi ajar)

Formulasi, dan pengesahan kebijakan pendidikan

[11. Capaian yang dihar apkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-

batasan Formulasi, dan pengesahan kebijakan pendidikan, serta mampu menjawab

pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Menjelaskan tentang konsep dasar dan teori formulasi kebijakan;

2. Menjelaskan, model, tipologi, formulasi kebijakan;

3. Menjelaskan, tentang proses formulas kebijakan pendidikan;
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IV.Materi Ajar
1. Konsep dasar dan teori formulasi kebijakan;
2. Model, tipologi, formulasi kebijakan;
3. Prosesformulas kebijakan;
4. Aplikas Formulasi kebijakan pendidikan;
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
VI. Tahap Pembelajaran:
aKegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar
c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP-LCD
b. Bahan/Sumber Belgjar:
- Sholihin Abdul Wahab,1991, Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke
Impelementasi Kebijakan Negara, Jakarta: Bumi Aksara,
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta:
Gajah Mada University Press
- Amita and Etzioni, Eva.(1964). Social Change, Sources, Patterns and.
Consequences. New Y ork, London: Basic Books
- Ace Suryadi dan HAR Tilaar, 1983, Analiss Kebijakan Pendidikan Suatu
Pengantar, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sutjipto, 1987, Analiss Kebijaksanaan Pendidikan Suatu Pengantar, IKIP
Padang, Padang.
- Checkland, Peter and Scholes, Jm, 1990, Soft Systems Methodology in Action,
John Wiley & Sons, England.
- Rusdiana A, 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.
VI1II. Penilaian:
a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Testertulis
b. Kriteria Penilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilai Formatif
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PERTEMUAN: KE 4
SOSIALISASI DAN KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENIDIKAN

|. Capaian Akhir Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.
Il. Bahan Kajian (Materi ajar)
Sosidlisas Kebijakan pendidikan implikasinya terhadap pembangunan pendidikan
Indonesia
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-
batasan analisis kebijakan, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:
1. Mendefinisikan soalisas dan komunikasi Kebijakan Pendidikan
2. Menjelaskan Alasan-dasan perlunya Sodadisas dan komunikasi  kebijakan

pendidikan.
3. Mengidentifikas problemadalam sosalisas kebijakan pendidikan.
4. Menjelaskan model idel dalam sosialisasi dan komunikas kebijakan pendidikan.
IV.Materi Ajar
1. Definiskan soalisas dan komunikasi K ebijakan Pendidikan
2. Alasan-dasan perlunya Sosdisas dan komunikasi kebijakan pendidikan.
3. Mode komunikas kebijakan pendidikan.
4. ldentifikas problema Sosidisas kebijakan pendidikan.
V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok
VI. Tahap Pembelajaran:

aKegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok

- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok

- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas

- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP-LCD

b. Bahan/Sumber Belgjar:
- Arni Muhammad. 1989. Komunikasi Oganisasi. Jakarta: PT Bumi Aksara.

- Suprapto, Tommy. 2009. Pengantar Teori Komunikasi. Yogyakartas Media
Pressindo (Anggota IKAPI).

- Sherwyn P. Morrede, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge 2007. Human
Communication: Motivation, Knowledge, and ills.
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- Anonimus, 2013. Alasan-Alasan Perlunya Komunikasi Kebijakan Pendidikan,
(Online), (http://ebookbrowse. com/al asan-al asan-perlunya-komunikasi-
kebijakan-pen didikan-pdf-d355894780), diakses 28 Agustus 2014.

- Rusdiana A, 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.

- Rusdiana A, 2017. Komunikasi dan Teknologi Inforgasi Pendidikan: Bandung
Pustaka Setia.

VIII. Penilaian:
a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Testertulis
b. Kriteria Penilaian
2Pt +3Ps+ 5Tt = Nf

10
K eterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nila Formatif

PERTEMUAN: KE 5
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENIDIKAN
|. Capaian Akhir Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.
Il. Bahan Kajian (Materi ajar)
Imlementasi kebijakan pendidikan.
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-
batasan analisis kebijakan, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:
1. Mendefinisikan implementasi kebijakan pendidikan
2. Mengidentifikasi aktor-aktor pelaksana Kebijakan pendidikan.
3. Menjelaskan arena kebijakan pendidikan
4. Menjelaskan jenigenis kebijakan pendidikan.
5. Menjelaskan langkah umum kebijakan pendidikan.
V. Materi Ajar
1. Definisikan implementasi kebijakan pendidikan
2. ldentifikas aktor-aktor pelaksana kebijakan pendidikan.
3. Arenakebijakan pendidikan
4. Langkah umum kebijakan pendidikan.
V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok
V1. Tahap Pembelajaran:

aKegiatan Awal: Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah

Lamp. Silabus 5



b.Kegiatan Inti
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok

- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok

- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas

- Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP- LCD

b. Bahan/Sumber Belgjar:

- Anderson James E, 1979. Public Policy Making, New Y ork, Holt, Rinehart and
Wiston,.

- Ali Imron, 1995. Kebijakan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara,

- Said Zaina Abidin, 2006. Kebijakan Publik, Jakarta: Suara Bebas,

- Joko Widodo, 2007. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aolikasi Analisis
Proses Kebijakan Publik, Malang: Bayumedia Publishing,

- Abdulsyani, 2007. Sosiologi “ skematika, teori, dan terapan”’. Jakarta: Bumi
aksara.

- H.A.R. Tilaar& Riant Nugroho. 2008. Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk
memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan
public, Y ogyakarta: Pustaka Pelgjar.

- Supriadi, Dedi, dan Hoogenboom, Ireene. 2003. Guru di Indonesia Dari Masa
KeMasa. Jakarta: Depdikbud.

- Nugroho, Riant, 2006, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang,
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

- Yoyon Bahtiar Irianto, 2011. Kebijakan Pendidikan Dalam Konteks
Desentralisasi Pembangunan Manusia, Bandung: PDF/UPI.

- Rusdiana A, 2014. linovas Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.

- Rusdiana A, 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.

- Rusdiana A, 2017. Sstem Pemikiran Manajemen Pendidikan.Bandung Pustaka
Setia

VI1II. Penilaian:
a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Testertulis
b. Kriteria Penilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilal Formatif

K ebijakan Pendidikan 6|



PERTEMUAN: KE 6
STUDI DAN ANALISISKEBIJAKAN
|. Capaian Akhir Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.
Il. Bahan Kajian (Materi ajar)
Mahasiswa memiliki pengetahuan tentang studi dan analisis kebijakan pendidikan
pembangunan pendidikan Indonesia.
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:
2. Menjelaskan karakteristik studi analisis kebijakan,
3. Menjelaskan pendekatan dan model analisis kebijakan;
4. Menjelaskan keterbatasan dan skenario analisis kebijakan
V. Materi Ajar
1. Karakteristik studi analisis kebijakan;
2. Pendekatan dan model analisis kebijakan;
3. Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
V1. Tahap Pembelajaran:
aKegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
Dosen memberi komentar
c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
c. Ala/Media: OHP-OHT, LAPTOP-LCD
d. Bahan/Sumber Belgar:
- Dunn, William N, 1981, An Introduction to Public Policy Analysis, Prentice
Hall: Englewood Cliff, NJ.
- Amita Etzioni, (1980) A Compar ative Analysis of Complex Organizations, New
York , Free Press.
- Sholihin Abdul Wahab, 1998, Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya,
Malang: Fakultas IImu Administrasi Universitas Brawijaya,
- Rusdiana A, 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.
VIII. Penilaian:
a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
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3) Testertulis
b. KriteriaPenilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 7
MODEL ANALISISKEBIJAKAN PENDIDIKAN
|. Capaian Akhir Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.
Il. Bahan Kajian (Materi ajar)
Model analisis kebijakan pendidikan
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-
batasan studi analisis kebijakan pendikan, serta mampu menjawab pertanyaan-
pertanyan berikut:
5. Menjelaskan kerangka berfikir analisis kebijakan pendidikan;
6. Menjelaskan kegiatan andlisis kebijakan pendidikan;
7. Menjelaskan presfektif analisis kebijakan
8. Menjelaskan model-model analisis kebijakan
IV.Materi Ajar
1. Kerangkaberfikir analisis kebijakan pendidikan;
2. Kegiatan analisis kebijakan pendidikan;
3. Presfektif analisis kebijakan
4. model-model analisis kebijakan
V. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok
V1. Tahap Pembelajaran:

aKegiatan Awal:

Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok

- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok

Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas

Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP-LCD

b. Bahan/Sumber Belgar:

K ebijakan Pendidikan 8 |



VI1II. Penilaian:
b. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Testertulis
b. KriteriaPenilaian
2Pt +3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilal Formatif

PERTEMUAN: KE 8
MONITORING EVALUASI KEBIJAKAN PENIDIKAN

|. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penélitian.

[1. Bahan Kajian (Materi ajar)

Monitoring dan mengevaluasi kebijakan pendidikan

[11. Capaian yang dihar apkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-

batasan monitoring dan mengevaluasi, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan

berikut:

Mendefinisikan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan

Menjelaskan macam-macam evaluas kebijakan pendidikan

Menjelaskan karakteristik evaluasi kebijakan pendidikan

Menginventarisir faktor-faktor evaluasi kebijakan pendidikan

Mengidentifikasi problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan.

agrwNE

<

.Materi Ajar
Definisikan monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
Karakteristik monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
Macam-macam monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
Faktor-faktor monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan
Problem-problem evaluasi kebijakan pendidikan.

. Metode/Strategi Pembelajaran:

Ceramah/Diskusi kelompok

V1. Tahap Pembelajaran:
aKegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok

- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan

<uopwhPE
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Mahasi swa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP- LCD
b. Bahan/Sumber Belgjar:

VIII.

Anderson James E, 1979. Public Policy Making, New York, Holt, Rinehart and
Wiston,.

Ali Imron, 1995. Kebijakan Pendidikan Indonesia, Jakarta: Bumi Aksara,

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakartas Gajah
Mada University Press

Dwidjowijoto dan Wrihatnolo, 2007, Analisis Kebijakan, Jakarta: Elexmedia.
Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2004. Evaluasi Program
Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

Arif Rohman, 2009. Politik Ideologi Pendidikan. Yogyakarta: Laksbang.
Mediatama.

Nugroho, Riant, 2006, Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang,
Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Austin, N., & Peters, T. (1985). A Passion for Excellence. Glasgow:
Fontana/Collins.

Ripley, Randal B. 1985. Policy Analysis in Political Science. Chicago: Nelson-Hall
Publisher

Parsons, Wayne. 2001. Public Policy. Edward Elgar Publishing Ltd.

Suhardan, Dadang, dkk. 2011. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta.
Rusdiana A, 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.

Rusdiana, A. 2017. Manajemen Evaluasi Program Pendidikan. Bandung: Pustaka
Setia

Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Testertulis
b. KriteriaPenilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilal Formatif
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PERTEMUAN: KE 9
PERKEMBANGAN HISTORISKEBIJAKAN PENIDIKAN DI INDONESIA

|. Capaian Akhir Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.
1. Bahan Kajian (Materi ajar)
Ferkembangan histories kebijakan pendidikan di Indonesia
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-
batasan perkembangan histories, serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan
berikut:
1. Mengidentifikas kebijakan pendidikan sebelum Proklamas
2. Mengidentifikas kebijakan pendidikan pasca kemerdekaan
3. Mengidentifikas kebijakan pendidikan masa orde baru
4. Mengidentifikas kebijakan pendidikan zaman Reformasi
IV.Materi Ajar
1. Kebijakan pendidikan sebelum Proklamasi
2. Kehijakan pendidikan pasca kemerdekaan
3. Kebhijakan pendidikan masa orde baru
4. Kebijakan pendidikan zaman Reformasi
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
VI. Tahap Pembelajaran:
a.Kegiatan Awal: Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti:
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskus kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar
c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP- LCD
b. Bahan/Sumber Belgjar:
- Nasution, 1994. Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia, Bandung: Dinas
Sejarah TNI AD dan Penerbit Angkasa Bandung,
- Gunawan, Ari, 1986, Kebijakan-kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT. Bina
Aksara.
- Arif Rohman, 2009. Politik Ideologi Pendidikan, Yogyakarta: LaksBang
Mediatama..
- Patriana, Uwe Schippers Djadjang Madya, Pendidikan Kegjuruan di Indonesia,
Bandung: Angkasa. 1994, him. 7
- Sam M.Chan dan Tuti T.Sam, 2007, Analisis Svot Kebijakan Pendidikan Era
Otonomi Daerah, Jakarta: Grafindo.
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- Mustafa dan abdulloh, 1998. Sgjarah Pendidikan Islam di Indonesia, Bandung
Pustaka setia.

- Anam, S, 2010. Sekolah dasar, pergulatan mengejar ketertinggalan, Solo:
Wijatri,

- Zuhairini dkk, 1986, Sgarah Pendidikan Islam, Proyek Pembinaan Prasarana
Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, Jakarta,

- Soenarto, N., Biaya Pendidikan di Indonesia: Perbandingan pada Zaman
Kolonial Belanda dan NKRI, acses, http://www.kompas.com,

- Sanjaya, W. Kajian Kurikulum dan Pembelajaran, Bandung: Sekolah Pasca
Sarjana UPI, 2007

- Assegaf, Abd. Rachman. 2005 . Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran
Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamas ke Reformas.
Y ogyakarta: Kurnia Kalam.

- Rusdiana A, 2015. Kebijakan Pendidikan: dari Filosofi ke imlentasi. Bandung
Pustaka Setia.

- Rusdiana A, 2017. Sstem Pemikiran Manajemen Pendidikan.Bandung Pustaka
Setia.

VI1II. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Testertulis
b. KriteriaPenilaian
2Pt +3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilal Formatif

PERTEMUAN: KE 10
KEBIJAKAN POKOK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NASIONAL DAN
ANALISISKEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL

|. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi kebijakan

pokok pembangunan Pendidikan nasional (tiga pilar tiga pilar kebijakan pokok

pembangunan pendidikan nasional);

1. Bahan Kajian (Materi ajar)

K ehijakan pokok pembangunan Pendidikan nasiona

[11. Capaian yang dihar apkan

Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-

batasan kebijakan pokok pembangunan nasional, menerapkannya, serta mampu

menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:

1. Menjelaskan Konsep dasar kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional
(tigapilar tigapilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasiona);
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2. Menjelaskan pemerataan dan perluasan akses
3. Menjelaskan peningkatan mutu pendidikan, relevans dan daya saing
4. Menjelaskan penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.
IV.Materi Ajar
1. Konsep dasar kebijakan pokok pembangunan Pendidikan nasional (tiga pilar tiga
pilar kebijakan pokok pembangunan pendidikan nasiona);
2. Pemerataan dan perluasan akses
3. Peningkatan mutu pendidikan, relevansi dan daya saing
4. Penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan citra publik.
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
VI. Tahap Pembelajaran:
a.Kegiatan Awal: Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti:

Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok

masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
M ahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok

Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas

Dosen memberi komentar

c.Kegiatan Akhir:
Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media OHP-OHT, LAPTOP - LCD
b. Bahan/Sumber Belgjar:

Armida S. Aligahbana, 2000. Otonomi Daerah dan Desentralisasi Pendidikan,
Bandung: Universitas Padjgaran.

Hasbullah, 2007. Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan
Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Pustaka Mandiri
H.A.R Tilaar, 2004. Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta, Rineka
Cipta.

Suwendi, 2004. Sgarah dan pemikiran pendidikan Islam, Jakartaa PT Raa
Grafindo Persada.

Adi Suryanto, et al. 2010. Evaluasi Pembelgjaran di SD. Jakarta: Universitas
Terbuka

Syarif Hidayat, 2012. Profesi Kependidikan. Jakarta: Pustaka Mandiri

Keputusan BSNP tentang Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan UN Tahun
2014

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasiona
Pendidikan

Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian

Renatra Kemediknas 2015-2020

Rusdiana, 2015. Pengembangan Orgnaisasi Lembaga Pendidikan: Bandung;
Pustaka Setia.

VI1II. Penilaian:

a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
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3) Testertulis
b. KriteriaPenilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 11
KEBIJAKAN MAKRO PEMBANGUNAN PENDIDIKAN /TK NASINAL
|. Capaian Akhir Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.
1. Bahan Kajian (Materi ajar)
K ebijakan makro pembangunan pendidikan.
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-
batasan kebijakan pembangunan pendidikan makro, (level nasional); serta mampu
menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:
1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan makro pendidikan;
2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan makro pendidikan;
3. Menjelaskan implemetas kebijakan makro pendidikan;
4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.
IV.Materi Ajar
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:
1. Konsep dasar kebijakan makro pendidikan;
2. Bentuk/model kebijakan makro pendidikan
3. Iplemetas kebijakan makro pendidikan;
4. Permasalah dan solusi kebijakan makro pendidikan;.
IV.Materi Ajar
1. Konsep dasar Motivas
2. Model, teknik dan usaha untuk membangkikan Motivasi
3. Model strategi penerapan teori motivas di lembaga pendidikan
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
V1. Tahap Pembelajaran:
aKegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar
c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
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VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP- LCD
b. Bahan/Sumber Belgjar:
- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas
- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Jogjakarta. Gajah
Mada University Press
- Imron, Ali. 1995. Kebijakan Pendiikan Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara
- Muhdi, Ali. 2007. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Y ogyakarta
Pustaka Fahima.
- Pongtuluran, Aris. 1995. Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan
Manajerial. Jakarta. LPMP
- Keputusan BSNP tentang Prosedur Operasi Standar Pelaksanaan UN Tahun
2014
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan
- Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
- Renatra Kemediknas 2015-2020
- Rusdiana, 2015. Pengembangan Orgnaisasi Lembaga Pendidikan: Bandung;
Pustaka Setia.
- Yaya S & Rusdiana, 2015. Pendidikan Multi Kultural: Upaya Penguatan Jatidiri
Bangsa. Bandung; Pustaka Setia.
VI1II. Penilaian:
c. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
3) Testertulis
d. KriteriaPenilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilal Formatif

PERTEMUAN: KE 12

KEBIJAKAN MESO PEMBANGUNAN PENDIDIKAN TK DAERAH

|. Capaian Akhir Mata Kuliah

Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.

1. Bahan Kajian (Materi ajar)

K ehijakan pembangunan pendidikan meso

[11. Capaian yang dihar apkan
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Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-
batasan kebijakan pembangunan pendidikan meso, (level regional.daerah); serta mampu
menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:
1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan meso pendidikan;
2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan meso pendidikan;
3. Menjelaskan implemetasi kebijakan meso pendidikan;
4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.
V. Materi Ajar
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:
1. Konsep dasar kebijakan meso pendidikan;
2. Bentuk/model kebijakan meso pendidikan
3. Iplemetas kebijakan meso pendidikan;
4. Permasalah dan solusi kebijakan meso pendidikan;.
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
VI. Tahap Pembelajaran:
aKegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti:
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar
c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi

VII. Alat/Bahan/Sumber Belajar:

a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP-LCD

b. Bahan/Sumber Belgjar:
- Abdurrahman. 1987. Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah. Jakarta : Media
Sarana Press

- Danuredjo. 1977. Otonomi Indonesia Ditinjau dalam Rangka Kedaulatan. Jakarta :
Penerbit Laras

- Hasbullah, 2006. Otonomi Pendidikan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Koespemahatmadja. 1979. Pengantar ke Arah Sstem Pemerintahan di Daerah di
Indonesia. Bandung : Binacipta

- Nugroho, D. Riant. 2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi. Jakarta: PT
Elex Media Computindo

- Saleh, Syarif. 1963. Otonomi dan Daerah Otonom. Jakarta : Penerbit Endang

- Wayong J. 1979. Asas dan Tujuan Pemerintahan Daerah. Jakarta: Penerbit Djambatan

- Muhdi, Ali. 2007. Konfiguras Politik Pendidikan Nasional. Yogyakarta. Pustaka
Fahima

- Rusdiana, 2015. Pengel olaan Pendidikan: Bandung; Pustaka Setia

- Rusdiana, 2015. Pengembangan Orgnaisasi Lembaga Pendidikan: Bandung; Pustaka
Setia.

VI1II. Penilaian:
a. Teknik dan instrumen penilaian:
1) Hasil diskusi
2) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi
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3) Testertulis
b. KriteriaPenilaian
2Pt+3Ps+ 5Tt = Nf

10
Keterangan:
Pt = Portofolio
Ps = Proses
Tt =TesTulis
Nf = Nilai Formatif

PERTEMUAN: KE 13
KEBIJAKAN MIKRO PEMBANGUNAN PENDIDIKAN
I. Capaian Akhir Mata Kuliah
Mahasiswa memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menerapkan konsep
kebijakan pendidikan secara komprehensip  untuk kepentingan pengembangan
pendidikan dan penelitian.
[I. Bahan Kajian (Materi ajar)
K ehijakan pembangunan pendidikan mikro
[11. Capaian yang dihar apkan
Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui batasan-
batasan kebijakan pembangunan pendidikan mikro, (level institusional/lembaga
pendidikan); serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyan berikut:
1. Menjelaskan konsep dasar kebijakan mikro pendidikan;
2. Menjelaskan bentuk/model kebijakan mikro pendidikan;
3. Menjelaskan implemetas kebijakan mikro pendidikan;
4. Menjelaskan permasalah dan solusi kebijakan mikro pendidikan;.
V. Materi Ajar
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa memiliki kempuan untuk:
1. Konsep dasar kebijakan mikro pendidikan;
2. Bentuk/model kebijakan mikro pendidikan;
3. Implemetas kebijakan mikro pendidikan;
4. Permasalah dan solusi kebijakan mikro pendidikan;.
V. Metode/Strategi Pembelajaran:
Ceramah/Diskusi kelompok
V1. Tahap Pembelajaran:
aKegiatan Awal:
Dosen membuka kuliah dan menjelaskan materi kuliah
b.Kegiatan Inti:
- Dosen membagi mahasiswa menjadi kelompok-kelompok
- masing-masing kelompok diminta mendiskusikan materi yang telah ditentukan
- Mahasiswa menyusun laporan hasil diskusi kelompok
- Tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi keompok dalam kelas
- Dosen memberi komentar
c.Kegiatan Akhir: Dosen menyusun rangkuman hasil diskusi
VI1I. Alat/Bahan/Sumber Belajar:
a Alat/Media: OHP-OHT, LAPTOP - LCD
b. Bahan/Sumber Belgjar:
- Abidin, Said Zainal. 2006. Kebijakan Publik. Jakarta. Suara Bebas
- Hasbullah, 2006. Otonomi Pendidikan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
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- Muhdi, Ali. 2007. Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional. Y ogyakarta.

Pustaka Fahima.

- Nugroho, D. Riant. 2000. Otonomi Daerah, Desentralisasi Tanpa Revolusi.

Jakarta: PT Elex Media Computindo

- Pongtuluran, Aris. 1995. Kebijakan Organisas dan Pengambilan Keputusan

Manajerial. Jakarta. LPMP

- Saleh, Syarif. 1963. Otonomi dan Daerah Otonom. Jakarta : Penerbit Endang

- Suryono, Yoyon. 2000. Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks

Otonomi Daerah. Y ogyakarta. FIP UNY

- Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta. Rineka Cipta

VI1II. Penilaian:
a. Teknik dan instrumen penilaian:
4) Hasil diskusi

5) Keaktifan dan sumbangan materi dalam diskusi

6) Testertulis
b. KriteriaPenilaian
2Pt +3Ps+ 5Tt = Nf

10

Keterangan:

Pt = Portofolio

Ps = Proses

Tt =TesTulis

Nf = Nilal Formatif
Mengetahui
Ketua Jurusan/Prodi,

Dr. Irawan, S.Pd., M.Hum
NIP.19720822199901000

Bandung, 05 Maret 2020

Dosen Pengampu Mata Kuliah,

Dr.H. A. Rusdiana, Drs., M.M.
NIP:194612161965041001

Kebijakan Pendidikan
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AGENDA PERKULIAHAN
| dentitas Mata Kuliah:

1. MataKuliah

2. Kode MataKuliah
3. Bobot SKS

4. Jurusan

6. Semester

6. Kelas

6. Dosen/Pengampu

. Kebijakan Pendidikan

: KP20103

: 3SKS

: Manajemen Pendidikan Islam
: 4 (tujuh)

: VI/A-B)*

: Dr. H. Rusdiana, MM.

AGENDA DAN KONTRAK PERKULIAHAN

MK. Kebijakan Pendidikan*)

PERT/ MATERI/
KE- HARI/ TANGGAL POKOK BAHASAN KET.
01 Kamis Penngantar: DT
05-03-020 | - Silabus paing
- Kerangka Perkuliahan (5W+1H)
- Kesepakatan Perkuliahan/berbagai aturan dan tugas-tugas perkuliahan
.. . /
02 12-03020 | Konsep Dasar Kebijakan Publik ey
03 19-03-020 | Perkembangan Historis K ebijakan Penidikan Di Indonesia g
04 26-03-020 K ebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional Dan Analisis Cg;{,ﬁ‘ap
K ebijakan Pendidikan Nasional
05 02-04-020 | Formulas Dan Pengesahan/L egitimasi Kebijakan Penidikan Do
06 09-04-020 | Sosialisas Dan Komunikasi K ebijakan Penidikan Darine
07 16-04-020 | Implementasi K ebijakan Penidikan oK
08 23-04-020 UTs Daring
07-05-020 Libur Hari Raya Waisak
09 14-05020 | Analisis Kebijakan oo
21-05-020 Libur Kenaikan Isa Almasih
10 28-05-020 | Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan Dasin
11 04-06-020 K ebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan Dy
12 11-06-020 | Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan Dasivg
13 18-06-020 K ebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan Denng
22-27-020 Cuti bersama Hari Raya ledul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020
14 06 sd. 11-07-020 | UAS/Analisis Daring
Catatan:

*) Disesukan SE Rektor UIN SGD No. B-392/Un. 05/11/.04/HM/01/03/2020 Tgl 26 Maret 2020

Kosma, Kls

Bandung, 05 Maet 2020
Dosen Pengampu MK,

Dr. H. A. Rusdiana, Drs., MM

NIP. 196104211986021001

Lamp. Silabus
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SK/KD

4 )
KEBIJAKAN
PENDIDIKAN

Mahasiswa memiliki
pengetahuan dan
keterampilan  dalam
menerapkan  konsep
kebijakan pendidikan
secara komprehensip
untuk  kepentingan
pengembangan
pendidikan

KERANGKA KERJA TUGAS
(bahan tugas terstruktur dan mandiri)

TUGASTERSTRUKTUR TUGASMANDIRI
Kerjakelompok 1-8 Riset Kebijakan
LFormulas Dan Pengesahan K ebijakan Penidikan E ; :
- Konsep dasar formulasi kebijakan; >3
- Teori, Model, tipologi, formulasi kebijakan; I [
Proses formulasi kebijakan; g 2'
- Aplikas Formulasi kebijakan pendidikan; 7
8.
2.Sodalisad Dan Komunikas K ebijakan Penidikan N
- Konsep Dasar sodlisasi dan komunikasi Kebijakan q ;
Pendidikan 3
- Alasan-alasan perlunya Sosialisasi dan komunikasi NS
1 —3 kebijakan pendri)dikan)./ 5. .
- Modd komunikas kebijakan pendidikan. » g-
- ldentifikes problema  Soddisas kebijakan 8 .
pendidikan. >
3. Implementasi K ebijakan Penidikan oo
- Konsep Dasar implementas kebijakan P 3 .
pendidikan —— ;"- -
- ldentifikasi aktor-aktor pelaksana kebijakan >
pendidikan. a
- Arenakebijakan pendidikan 8.
- Langkah umum kebijakan pendidikan.

4. AnalissKebijakan
- Konsep Dasar AndisisKebijakan

- Karakteristik studi analisis kebijakan;
- Pendekatan dan model analisis kebijakan;
- Keterbatasan dan skenario analisis kebijakan

XN AWN P

5.Monitoring Evaluas K ebijakan Penidikan

- Konsep Dasar monitoring dan evaluasi kebijakan
pendidikan

A )

- Karakteristik monitoring dan evaluasi kebijakan
pendidikan

- Macam-macam monitoring dan evaluasi kebijakan
pendidikan

6. Kebijakan Makro Pengemb Penidikan
- Konsep dasar kebijakan makro pendidikan;
- Bentuk/model kebijakan makro pendidikan

\ 4

- Iplemetas kebijakan makro pendidikan;

- Permasalah dan solus kebijakan makro
pendidikan;.

PN AWN P

~

. Kebijakan M eso Pengemb Penidikan
Konsep dasar kebijakan meso pendidikan;
Bentuk/model kebijakan meso pendidikan

vyVYY VVY iwrv y rrivvv y yi Y v
O~NOOUTNOWNERE

A 4

Iplemetas kebijakan meso pendidikan;

- Permasalah dan <solusi kebijakan meso
pendidikan;.

O~NO U WNE

8.K ebijakan Mikro Pengemb Pendidikan

- Konsep dasar kebijakan mikro pendidikan; > ;
»| - Bentuk/model kebijakan mikro pendidikan; > 2
- Implemetasi kebijakan mikro pendidikan; E 2
- Permasdlah dan solus kebijakan mikro =17

pendidikan;. 8.

Kebijakan Pendidikan
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SISTIMATIKA PENULISAN TUGAS KELOMPOK

Sampul Depan

K ata Pengantar

Daftar Is

BAB | PENDAHULUAN
a. Latar Belakang

b. Rumusan Masalah

c. Maksud dan Tujuan
BAB || PEMBAHASAN

Tugas Terstruktur (TT)

Bagi SUB Judul Tunggal*) Bagi SUB Judul Jamak*)
A, e,
A i, Lo
7
= R
= J
Cos Lo e
2. e
D 2, 3 e
E e, Coi,
5
F. ds............. y 2
3. St

*) Sub Pokok bahasan: lihat point IV, pada Rencana Mutu Pembelgaran (RPM)
BAB Il PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Cara Penulisan:

Aswab Mahasin, 2015. Masyarakat Madani dan Lawan-lawannya: Sebuah Mukadimah”,
Pengantar untuk Ernest Gellner, Membangun Masyarakat Spil Prasyarat Menuju
Kebebasan, Terjemahan |lyas Hasan, Bandung, Mizan.

Bagir Manan, 2016. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan,

Cogan, John J. and Ray Derricott. 2018. Citizenship Education For the 21 st Century: Setting
the Context .London: Kogan Page

Din Syamsuddin, 2019. Etika Agama dalam membangun Masyarakat Madani, Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama.

Takizudin E, 2015. "Kebijakan pendidikan Inklusif” Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan
(JAMP), Vol 2. No.1 (Jannuari 2015): 51-77

Uswatun Hasanah, 2016. "Implentasi Kebijakan Biaya Operasiona Sekolah/Madrasah” Jurnal
Manajemen Pendidikan Islam, Vol 5. No.2 (Juli 2016): 131-143

Zaki Nurzaman M, 2017. "Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Perguruan Tinggi” Jurnal
Wawan Pendidikan, Vol 5. No.2 (Mei, 2017): 135-149.

Catatan:

Setigp Makalah Kelompok menggunakan Referen, minimal 3 referen (1 Referen Buku dan 2
refereen Jurnal) dalam liama tahun terakhir (2015-2020).
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Mata Kuliah
Kompetens Dasar

PENILAIAN KELOM POK

Indikator/Sub. KD

Kelompok:............ /Keag............. [dur. ...

No

NIM Nama Faraf | No | NIM

M ahasiaswa

Nama Far af
M ahasiaswa

zgmbwl\nn—\

= 0

LAIAN
akalah

o

Aspek Penilaian

Skala Penilaian

2 3 4

Perumusan masalah

Pembahasan masa ah

Kajian teori

Pemecahan masalah

gl w| N Z

Sistematika pembahasan

Jumlah Total

Keterangan :

1=
2=
3=
4 =

Sangat tepat

Tepat N2 =Totd nilai x 10
Kurang tepat 5

Tidak tepat

2. Presentas dan Dikus

Hari/Tgl. ............ [,

No

Aspek Penilaian

Skala Penilaian

1

2 3 4

1

Penyampaian ide pokok makalah

Penguasaan materi

Wl N

Penggunaan media

D

Menjawab pertanyaan

ol

Kerja sama kelompok

Jumlah Total

Keterangan :

1 = Sangat baik N3 =Total nilai x 10
2 =Baik 5

3 =Kurang

baik

4 =Tidak baik

Dr.H. A. Rusdiana, MM
NIP. 196104211986021001

Kebijakan Pendidikan
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PORTOPOLIO
|. PORTOPOLI0O KELOMPOK (TUGAS KEL OMPOK/TERSTRUKTUR)

SAMPUL
PORTO POLIOKLP
Logo
MATA KULIAH
Kelompok:..........
SMT/Kdas............
NamaMhs............. INIM
Nama Mhs............. INIM
Nama Prodi............
Fak...o.ooovveiieinn,
UIN. .
TH.....
Uraian ISl per kelompok Cekclist
Makalah Final Hasil Diskusi dilengkapi dengan Poster

Notula Diskusi

Makalah yang didiskusikan....mak ke....

Makalah Hasil Revisi/Masukan Kelompok Diskusi

Makalah Hasil Revisi/Masukan Kelompok Diskusi

o0 AW N

Makalah Sebelum didiskusikan....mak ke....sd. ...ke.....

Kebijakan Pendidikan



NOTULEN DISKUSI

Tanggal diskusi e

Tempat diskusi "Ruang ...

Waktu diskusi : 10.00-10.45 WIB

Temadiskusi : Pemanasan Global (Global Warming)
Moderator : Ravika Wulandari

Panelis/Pembicara : AzliaPrihars

Peserta s Mahasiswa........cccceeveveeeennenee,

Jumlah D orang

Uraian Pelaksanaan Diskus :

1
2.
3.

4.

5.

Diskusi dipimpin dan dibuka oleh moderator (Ravika Wulandari) pada pukul 10.00 WIB.

Setelah diskusi dibuka, moderator mulai memperkenalkan anggota kelompok satu persatu.
Kemudian dilanjutkan oleh narasumber yang menyampaikan materi diskusi pada pukul 10.05 -
10.25 WIB.

Ketika narasumber selesai menyampaikan materi, moderator membuka kesempatan kepada para
peserta diskusi untuk mengajukan pertanyaan. Setiap kelompok mengajukan pertanyaan kepada
kelompok penyaji dan terjadi interaksi yang baik saat sesi tanya jawab. Secara umum, diskusi
berjalan dengan lancar selama 45 menit. Para peserta mengikuti diskusi yang berlangsung dengan
tenang, serius, dan antusias. Jika melihat jalannya diskusi, tampaknya para peserta tertarik dengan
tema diskusi. Apalagi permasalahan yang disampaikan oleh panelis berhubungan langsung dengan
kehidupan dan masa depan bumi ini.

Setelah selesal menjawab semua pertanyaan dari peserta diskusi, moderator menutup diskusi pada
pukul 10.45 WIB.

PAPARAN MATERI

Uraian singkat pemeparan

PERTANYAAN/MASUKAN

Pertanyaan 1.

Diketahui bahwa salah satu upaya mengatasi global warming adalah dengan mengurangi penggunaan
kendaraan bermotor dan menggantinya dengan bersepeda atau berjalan kaki. Namun, tingginya tingkat
kgahatan yang terjadi membuat bersepeda dan berjalan kaki menjadi tidak efektif untuk dilakukan.
Menurut pendapat kalian, apa solusi dari permasal ahan tersebut?

K ebijakan Pendidikan 18 |



Pertanyaan 2 :
Bagaimana cara memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat global warming?

Pertanyaan 3:

Diketahui bahwa tidak menyalakan lampu pada siang hari merupakan salah satu upaya menanggulangi
global warming, lalu bagaimana pendapat kalian tentang peraturan yang mewajibkan pengendara
untuk menghidupkan lampu kendaraan bermotor pada siang hari?

Pertanyaan 4 :

Pada umumnya masyarakat telah mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi global
warming. Namun, sebagian besar dari masyarakat tidak merealisasikannya di dalam kehidupan sehari-
hari. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat dan kurangnya penyadaran yang
diberikan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, apakah ada lembaga yang bergerak untuk
menyadarkan masyarakat agar mau meredisasikan upaya mengatasi global warming? Jika ada,
sebutkan nama lembaganya dan apa saja usaha yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat?

Pertanyaan 5 :

Pertanyaan 6 :

Pertanyaan 7 :

JAWABAN ATASPERTANYAAN/MASUKAN

Jawaban pertanyaan 1:

Menurut pendapat kami, solusi permasalahan tersebut tergantung pada kondis keamanan suatu
wilayah. Karena kondis keamanan tiap wilayah itu berbeda-beda. Untuk wilayah yang memiliki
tingkat kejahatan yang tinggi, bisa mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan penggunaan
angkutan umum yang disediakan oleh pemerintah setempat. Sedangkan untuk wilayah yang memiliki
tingkat kejahatan yang rendah, bisa mengganti penggunaan kendaraan bermotor dengan bersepeda atau
berjalan kaki sga. Selain itu, ada alternatif lain yang bisa digunakan, yaitu dengan menggunakan
kendaraan ramah lingkungan. Selain dapat mempercepat pengendara sampai ke tujuan, kendaraan
ramah lingkungan ini juga dapat mengatasi permasalahan globa warming.

Jawaban pertanyaan 2 :
Untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat global warming membutuhkan waktu
yang sangat lama. Bahkan ada kerusakan yang tidak dapat lagi untuk diperbaiki, seperti mencairnya es
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di kutub. Namun ada beberapa kerusakan yang masih bisa diperbaiki, seperti efek rumah kaca. Hal
tersebut bisa diperbaiki dengan memperbanyak penanaman pohon. Dengan banyaknya penanaman
pohon, maka gas-gas yang menghambat sinar matahari untuk keluar dari bumi dapat berkurang. Hal ini
disebabkan gas-gas tersebut akan diserap oleh pohon untuk dijadikan bahan dalam proses fotosintesis.
Dengan demikian, semakin banyak pohon yang ditanam, maka semakin banyak pula gas-gas
penghambat sinar matahari yang terserap dan semakin berkuranglah pemanasan global yang terjadi.
Jawaban pertanyaan 3 :

Menurut pendapat kelompok kami, peraturan tersebut ada baiknya diberlakukan. Karena peraturan
tersebut berlaku untuk meningkatkan keselamatan pengendara. Walaupun sebenarnya lampu pada
kendaraan bermotor merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Namun jika kalian
merasa khawatir dengan global warming yang disebabkan oleh lampu kendaraan bemotor. Ada
baiknya kalian menggunakan sepeda atau berjalan kaki sgja.

Jawaban pertanyaan 4 :

Ya, ada lembaga yang bergerak untuk menyadarkan masyarakat agar mau merealisasikan upaya
mengatas global warming. Lembaga tersebut adalah United Nations Enveironmental Programme
(UNEP) yang bertugas untuk menangani masalah lingkungan hidup. Ada berbagai usaha yang
dilakukan untuk menyadarkan masyarakat agar mau meredisasikan upaya untuk mengatas
permasalahan global worming. Salah satunya adalah dengan memperingati hari lingkungan hidup
sedunia. Hari lingkungan hidup sedunia ini diperingati pada tanggal 5 juni demi meningkatkan
kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi
perlindungan alam dan planet bumi. Pada peringatan ini akan diadakan kegiatan menanam seribu
pohon yang dimaksudkan untuk membiasakan masyarakat untuk senantiasa peduli dan menjaga
lingkungan sekitarnya.

Jawaban pertanyaan 5 :

Jawaban pertanyaan 6 :

Jawaban pertanyaan 7 :

KESIMPULAN:

Pemanasan global (bahasa Inggris: Global warming) merupakan suatu proses meningkatnya suhu rata-
rata atmosfer, laut, dan daratan Bumi yang disebabkan oleh polus karbondioksida yang berasal dari
pembangkit listrik bahan bakar fosil dan pembakaran bensin untuk transportasi, gas metana dari
peternakan dan pertanian, aktivitas penebangan liar pohon, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan,
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dan efek rumah kaca. Ha ini akan berdampak pada kehidupan makhluk di bumi dan bahkan
menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Seperti adanya kenaikan permukaan air laut seluruh
dunia, meningkatkan intensitas terjadinya badai, menurunnya produksi bidang pertanian akibat gagal
panen, terjadi bencana kelaparan dan kekeringan dimuka bumi, munculnya berbagai macam penyakit,
dan terjadinya kepunahan beberapa species mahluk hidup.

Namun, hal tersebut dapat diatas dengan melakukan beberapa kegiatan, seperti tidak menebang hutan
sembarangan, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mengurangi atau jangan menyalakan
lampu di siang hari, meningkatkan penggunaan transportasi umum, dan menanam pohon.

Daftar Hadir

No Nama Tandatangan No | Nama Tandatangan
1. 2.
3. 4,
5 6.
7 8.
9 10.
11. 12.
13. 14.
15. 16.
17. 18.
19. 20.
Bandung, ...........ccovuennns
Piminan M oder ator Notulis,
Nasikin Ravika Wulandari Tifany Putri Sahara
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II. UASINDIVIDU

RISET MINI

PANDUAN UJIAN SEMESTER
MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

. UJIAN TENGAN SEMESTER
LAPORAN STUDI KASUS

KEBIJAKAN PENDIDIKAN

Sampul

Judul : sesuai RPS dan Kelompok

Kata Pengantar

Daftar |si
BAB |

BAB I1

BAB I11

BAB IV

BABV

PENDAHULUAN

Bagian ini berisi atau menyajikan:

A. Latar belakang masalah

B. Perumusan masalah,

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.

KAJIAN PUSTAKA

Bagian ini beris atau menyajikan, sgjumlah terori, konsep, peraturan yang relevan dengan

penelitian yang akan dilakukan.

METODOLOGI PENELITIAN

Bagian ini berisi atau menyajikan, Uraian tentang:

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

B. Datadan Sumber Data

C. Prosedur dan Teknik Pengumpulan Data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi atau menyajikan, Uraian tentang:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian (paparan)

B. Temuan Penelitian; Paparan mengenai data dan temuan data yang diperoleh dari lapangan
terkait dengan Judul, Perumusan masal ah, dan tujuan penelitian

PENUTUP

Bagian ini berisi atau menyajikan, Uraian tentang:

A. Simpulan

B. Rekomensasi/saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN
Keterangan:

1) Topik harus sesuai dengan tema MANJEMEN KANTOR (Madrasah)”

2) Cakupan dan setting dapat mengambil yang kecil tetapi dibahas secara mendalam;

3) Laporan terdiri dari 15-20 halaman A-4, ketikan 1,5 spasi; Times New Roman

4) Keterangan telah melakuka studi/observasi dari pimpinan lembaga

5) Laporan diserahkan pada saat ujian tengah semester. (selmbat-lambatnya tanggal 13 M ei 2019). Sudah dalam bentuk

Bundel
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[11.PORTOPOLIO INDIVIDU (TUGASINDIVIDU)

Uraian Cekclist
1. Catatan Kuliah
2. UTS
3. UAS/RISET MINI dg Poster
CATATAN KULIAH Tl UuTs UAS
Logo Hai/Tgl o Hari/Tgl =~ feoe. Logo
PORTO POLIO mgce:(’jleKullah:' ......... mgggeKu“ah' : Judul
MATA KULIAH R Oleh R I
Oeh Din
NamaMhs................ Ringkasan Materi :
NIM........... Nama
SMT/Kdas............ Mhs.....coveenne
NIM..........
SMT/Kdas............
NamaProdi............
FaK.......oooovvevennnnn. oo
UIN.......ooeee e rodi............
TH. " ﬁgg’ ----------------------- FaK...ooo oo,
: : UIN. oo,
Dosen, Mhs TH.
K ebijakan Pendidikan



AGENDA DAN KONTRAK PERKULIAHAN
MK . K ebijakan Pendidikan*)

PERT/ MATERI/
KE- HARI/ TANGGAL POKOK BAHASAN KET.
01 Kamis Penngantar: DcpT

0503020 | - Silabus e
- Kerangka Perkuliahan (5W+1H)
- Kesepakatan Perkuliahan/berbagai aturan dan tugas-tugas perkuliahan
02 12-03-020 | Konsep Dasar Kebijakan Publik Do
03 19-03-020 Perkembangan Historis K ebijakan Penidikan Di Indonesia ey
04 26-03-020 | Kebijakan Pokok Pembangunan Pendidikan Nasional Dan Analisis Do
Kebijakan Pendidikan Nasional
05 02-04-020 Formulasi Dan Pengesahan/L egitimasi Kebijakan Penidikan DDa'fi'nlg
06 09-04-020 Sosidlisas Dan Komunikas K ebijakan Penidikan gaﬁhzg
07 16-04-020 | Implementasi Kebijakan Penidikan Doty
08 23-04-020 UTS Daring
07-05-020 Libur Hari Raya Waisak
09 14-05020 | Analisis Kebijakan i
21-05-020 Libur Kenaikan Isa Almasih
10 28-05-020 Monitoring Evaluasi K ebijakan Penidikan Doy
1 04-06-020 | Kebijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan Dot
12 11-06-020 K ebijakan Messo/Dagerah Pengemb Penidikan D
13 18-06-020 | Kebijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan Doy
22-27-020 Cuti bersama Hari Raya | edul Fitri tgl 22 sd. 27 Juni 2020
14 06 =d. 11-07-020 | UAS/Analisis Daring
Catatan:
*) Disesukan SE Rektor UIN SGD No. B-392/Un. 05/11/.04/HM/01/03/2020 Tgl 26 Maret 2020
AGENDA DISKUSI KELOMPOK
MK. Kebijakan Pendidikan
DISPOK HARI KAMIS MATERI/
KE- TANGGAL POK OK BAHASAN PELAKSANA
01 04-06-020 | Formulas Dan Pengesahan/L egitimas Kebijakan Penidikan KELOMPOK-1 Daring
02 04-06-020 | Sosalisas Dan Komunikasi Kebijakan Penidikan KELOMPOK-2 Daring
03 04-06-020 | Implementas Kebijakan Penidikan KELOMPOK-3 Daring
04 04-06-020 | Analisis Kebijakan KELOMPOK-4 Daring
05 11-06-020 | Monitoring Evaluasi Kebijakan Penidikan KELOMPOK-5 Daring
06 11-06-020 | Kehijakan Makro/Nasional Pengemb Penidikan KELOMPOK-6 Daring
07 11-06-020 | Kebijakan Messo/Daerah Pengemb Penidikan KELOMPOK-7 Daring
08 11-06-020 | Kehijakan Mikro/Sekolah Pengemb Penidikan KELOMPOK-8 Daring
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Kebijakan pendidikan merupakan penjabaran visi dan mis dari pendidikan l;lala-m
masyamitat terterrruyangdliahlrkan dari |Imu F-endldlkan mmgm ||m|_| praktic_ussk oy
nlo

J e evsedianya dan;‘i pelaksanaan yang bertahap, serta
Leftempuan riset dan pengembangan merupakan syarat bagl kehijakan
pmdldltan yang efisien,

Buky Kebijakan Pendidikan -Dari Filosofi ke Implementasi- ini merupakan altermatif
bacaan dan rujukan bagi para manajer/birokrat dalam upaya mengembangkan kemarmpuan
mengelola kebijskan. Buku ini menyajikan pokok bahasan filosofi dan konsep dasar
merrahami teori ataupun formulasl kebijakan pendidikan dan ruang lingkupnya, memahami
perkernbangan paradigma kebijakan pendidikan kentemporer, mengetahui apek-aspek yang
memengarchi kebijakan pendidikan, mengenali komponen, faktorfaktor, dan faktor
kebijakan pendidikan yang memengarubi dalam memformulasikan, mengiplernentasikan,
serta melakulan evaluasi kebijakan pendidikan.

reNerBIT PUSTAKA SETIA

www.pustakasetia.com

L

Dr. H. A. Rusdiana, M.M.

KEBIJAKAN
PENDIDIKAN

DARI FILOSOFI KE IMPLEMENTASI

| Pengantar Prof. Dr. H. lim Wasliman, M.Si.
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Kebijakan vs Kebijaksanaan

bijak/bi-jak/ a 1 selalu menggunakan akal budinya; pandai; mahir

kebijakan/ke-bi-jak-an/ n 1 kepandaian; kemahiran;
kebijaksanaan; 2 rangkaian konsep dan asas yang menjadi
garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu
pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang
pemerintahan, organisasi, dan sebagainya); pernyataan
cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis
pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai
sasaran; garis haluan

Definisi atau arti kata kebijaksanaan berdasarkan KBBI:

bijaksana /bi-jak-sa-na/ a 1 selalu menggunakan akal budinya
(pengalaman dan pengetahuannya); arif; tajam pikiran; 2 pandai dan hati-
hati (cermat, teliti, dsb) apabila menghadapi kesulitan dsb: dng bijaksana ia
menjawab pertanyaan yg bersifat menjerat;

kebijaksanaan /ke-bi-jak-sa-na-an/ n 1 kepandaian menggunakan akal
budinya (pengalaman dan pengetahuannya): berkat - beliau, terlepaslah
kita dr bahaya besar; 2 kecakapan bertindak apabila menghadapi kesulitan
dsb: perkara ini terserah kpd - orang tua si anak




KONSEP DASAR KEBIJAKAN




Kebijakan

= = policy, # wisdom

= Ealau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah
ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku
yang konsisten dan berulang, baik dari yang
membuatnya maupun yang mentaatinya (yang
terkena kebijakan itu).

memberi pengertian kebijakan
sebagai prinsip atau cara bertindak yang dipilin
untuk mengarahkan pengambilan keputusan




= Titmuss mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-
prinsip yang mengatur tindakan yang diarahkan
kepada tujuan-tujuan tertentu=» problem-oriented
& action-oriented

behavioral consistency and
repeatitiveness associated with efforts in and
through government to resolve public problems”

H. Hugh Heqglo: “a course of action intended to
accomplish some end,” (suatu tindakan yang
bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu).




Pengertian Kebijakan mempunyai
beberapa implikasi:

1. Bahwa kebijaksanaan Negara itu dalam bentuk
perdananya berupa penetapan tindakan-tindakan
dari pemerintah

bahwa kebijaksanaan Negara itu tidak cukup hanya
dinyatakan, tetapi dilaksanana dalam bentuk yang

nyata

bahwa kebijaksanaan Negara itu, baik untuk
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatuy,
itu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan
tujuan tertentu

bahwa kebijaksanaan itu harus senantiasa ditujukan
bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat




Sebuah kebijakan
merupakan produk
dari sebuah

keputusan_ UNDANE - UNDANG DASAR

NEGARA NEPUFOLIK INDONESIR TAHON 1945




Tujuan Kebijakan

. untuk menjamin kepentingan umum
semaksimal mungkin

. ditetapkan berdasarkan prosedur yang
berlaku

. didorong oleh keinginan untuk menghindari
pertentangan yang destruktif




Kategorisasi Kebijakan:
1.

= tentang pengenaan pembatasan atau
larangan-larangan perbuatan atau tindakan-
tindakan perilaku bagi seseorang atau

sekelompok orang
2. Kebijakan self-requlatory

= tentang pembatasan-pembatasan atau
pengawasan perbuatan pada masalah-
masalah tertentu bagi seklompok orang




tentang pemberian pelayanan dan berbagai
keuntungan bagi sejumlah khusus
penduduk, individu, kelompok, perusahaan
dan masyarakat tertentu.

. Kebijakan redistributive

kebijakan yang sengaja dikeluarkan
pemerintah untuk memindahkan
pengelolaan kekayaan, pendpatan,
pemilikan atau hak milik di antara kelas-
kelas dan kelompok penduduk. EX:
Kebijakan pengentasan masyarakat miskin




Yaitu kebijakan-kebijakan tentang apa
yang akan atau ingin dilakukan oleh
pemerintah, penekanannya terletak pada
subject-matternya

= Adalah kebijakan-kebijakan tentang siapa
atau pihak mana saja yang terlibat dalam
perumusan kebijakan, serta cara
bagaimana perumusan kebijakan
dilaksanakan




Merupakan kebijakan tentang
pengalokasian atau penyediaan
sumber-sumber material yang nyata
atau kekuasaan yang hakiki bagi para
penerimanya atau pengenaan beban

bagl yang harus mengalokasikannya
8.

= Adalah kebijakan-kebijakan yang
memaksa, karena kebijakan tersebut
akan memberikan keuntungan atau
kerugian yang hanya relative kecil bagi
masyarakat




9. Collective goods policies

Yaitu kebijakan-kebijakan tentang penyediaan
barang-barang dan pelayanan keperluan orang
banyak

Adalah kebijakan tentang penyediaan barang-

barang atau pelayanan bagi kepentingan orang
tertentu atau untuk kepentingan orang tertentu
atau untuk kepentingan perseorangan yang
tersedia di pasaran bebas dan orang yang
memerlukannya harus membayar dengan biaya
tertentu




11. Liberal policies

= Adalah jenis kebijakan yang menganjurkan
pemerintah untuk mengadakan perubahan-
perubahan social, terutama yang diarahkan untuk
memperbesar hak-hak persamaan

12.

= Adalah lawan dari kebijakan liberal, jadi kebijakan
ini menganggap bahwa yang ada sudah
merupakan hal yang cukup baik, sehingga tidak
perlu adanya perubahan social atau kalau
perubahan social diperlukan harus diperlambat
dan berjalan alamiah




13. Capitalizations policies

Kebijakan ini terutama dikeluarkan untuk meningkatkan
kapasitas produksi, untuk kemudian didistribusikan
kepada masyarakat. Upaya yang dapat dilakukan adalah
dengan pemberian bantuan kepada petani untuk
meningkatkan industri pertanian, pemberia subsidi pada
perusahaan untuk mengekplorasi dan memproduksi
usaha serta pemberian subsidi pinjaman

14. Ethical policies

Bahwa kebijakan dapat diterapkan pada upaya
mewujudkan isu-isu moral yang berada dalam
masyarakat. Dengan kata lain, perhatian terhadap isu-
isu yang berkembang untuk dapat diwujudkan dalam
kenyataan.




sebuah kebijakan
akan selalu
mempunyai arahan

atau sasaran
tertentu, berkaitan
dengan tujuan dari
kebijakan yang
dikeluarkan.




| 3 aktivitas utama yang penting
dalam implementasi kebijakan

: : e Merupakan pembentukan atau penataan
O rg aNnisasl kembali sumber daya, unit-unit serta metode

untuk menjadikan program berjalan

e Menafsirkan agar program menjadirencana
dan pengarahanyang tepat dan dapat
diterima serta dilaksanakan

e Kebutuhanrutin dari pelayanan pembayaran

Penera pa N atau lainnya, yang disesuaikan dengan tujuan
atau perlengkapan program




Proses

PERUMUSAN
MASALAH
KEBIJAKAN

PENILAIAN
KEBIJAKAN

Kebijakan

PENYUSUNAN
AGENDA

PELAKSANAAN
KEBIJAKAN

PERUMUSAN
USULAN
KEBIJAKAN

PENGESAHAN
KEBIJAKAN




Tahapan formulasi
kebijakan:

. Identifikasi dalam pemahaman masalah

. Penyusunan agenda =» Formulasi masalah
cebijakan

. Mendesain kebijakan
. Adopsi kebijakan




» perumusan masalah adalah _
proses memberikan Identifikasi Masalah
pengetahuan yang relevan
dengan kebijakan dengan Mencari penyebab utama masalah

mempersoalkan asumsi ® Mencari penyebab yg bisa diteliti
yang mendasari definisi IMlencari alternatif pemecahan masalah
masalah dan memasuki Mencari pemecahan yg bisa diteliti
proses pembuatan :
kebijakan melalui

penyusunan agenda




agenda setting, actor 3By el
kebijakan
melakukan kegiatan
mempersepsi
masalah,
mendefinisikan

masalah,
memobilisasi
dukungan termasuk
agenda problem.




desain kebijakan
seharusnya
mencerminkan
antara kebutuhan
dan keinginan
warga Negara dan
diaplikasikan

berdasarkan saran
ahli dan skill
teknikal dalam
memenuhi aspirasi
masyarakat.




1

ERADICATE EXTREME ACHIEVE UNIVERSAL REDUCE
POVERTY AND HUNGER PRIMARY EDUCATION Al E CHILD MORTALITY

59 5 m[m 8

IMPROVE MATERMNAL PARTNERSHIP FOR
HEALTH DEVELOPMENT

adopsi kebijakan melalui rekomendasi. Rekomendasi
membuahkan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan
tentang manfaat atau biaya dari berbagai alternative yang
akibatnya di masa mendatang telah diestimasikan melalui
peramalan seperti: tingkat risiko dan ketidakpastian, mengenali
eksternalitas dan akibat ganda, menentukan criteria dalam
pembuatan pilihan dan menentukan tanggung jawab
administrative dalam implementasi kebijakan




Analisis Kebijakan

= usaha terencanayang berkaitan dengan
pemberian penjelasan (explanation) dan
preskripsi atau rekomendasi (prescription or
recommendation) terhadap konsekuensi-
konsekuensi kebijakan sosial yang telah
diterapkan.

= Multidisiplin




Penelaahan terhadap kebijakan
sosial

1.

Penelitian dan rasionalisasi yang dilakukan
untuk menjamin keilmiahan dari analisis
yang dilakukan.

. 2. Orientasi nilai yang dijadikan patokan
atau kriteria untuk menilai kebijakan
tersebut berdasarkan nilai benar dan salah.

. 3. Pertimbangan politik yang umumnya

dijadikan landasan untuk menjamin
keamanan dan stabilitas.




Aspek Kebijakan Penelitian dan

Rasionalitas

Pernyataan masalah

Pernyataan mengenai cara

atau metode penerapan

kebijakan

Konsekuensi-konsekuensi

kebijakan

Orientasi

Nilai

Pertimbangan

Politik




Hirarki Peraturan Perundangan

Undang-undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945

(UUD 1945) uuD
Undang-undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti 1945
Undang-undang M
Peraturan Pemerintah (Perpu)

Peraturan Presiden
/ Peraturan Pemerintah
Peraturan Daerah (PP)

Peraturan Presiden
(Perpres)

Peraturan Daerah (Perda)

“termasuk Qanun di Prov. Aceh, Perda Khusus dan
Perda Provinsi di Prov. Papua

- Perda Provinsi

« Perda Kab/Kota

- Per. desa/yang setingkat
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PERKEMBANGAN HISTORIS

KEBIJAKAN PENIDIKAN DI
INDONESIA

(LJ-Materi-1)

26 Maret 2020




Periodisasi Pengembangan
Kebijakan Pendidikan di
Indonesia

2. Pasca Kemerdekaan (Orde
Lama)

3. Periode 1966-1998 (Orde Baru)

4. Masa Reformasi (1998-Sekarang)



Feliiovucodos! DEIILUKN Aladau 1Iviuu i I’\UUIJCU\C{II FCliuiuilkall 4Aadlilidll
Sebelum Proklamasi Kemerdekaan

Perioolsasi Babul: akanm hModd | Tuyuwan atau Arah FPoliohk
Foabhy akan Fevdi-dican Edhajalk:an PFandidilan
Arrsmed: | Pexdidikan bdalk ter- | Tiguan pendidikzan sangzatlah
d 1narrus e leryb azakan dann ber | prkhs 11 rhal: Mermasa
(sebebim M) | lavgsanz  secara  tarim | keberlangsangzan hidup
terruiran mermnat adat ;aloa | mndieda meamapan kelompolk.
ata kelompok mas varakat.
& 1nkrehs me Ferdidikan wang betbasis | Tiyguan  perdidikan vwanes
Eudla dz | keazamaan 1M1 | diadakan hanva bam kasta
Hinda- dis elenzzarakan oleh kaam | tertertn 1m adalah unhak
S WTara Bralimana dan  hanva | melanzgengzkan kelasaan
(1M- 15000 dipernintakkan bazgi | kaam  eht lerajaan dan
kalangan  kerajaan dan | bangsawran agar ralorat dapat
hangs aawran dengan model | dibegemom melabii
perigajaran di1 Jail-loail, | petbudalkan
pordok, maapuan  secara
privat. Fasta rendah tdalk
dib erilan kesempatan
unbik berperdid ikan




Islam (120

Perdidilan berhasis
keazathaan 111
diperantakkan bazm semma
zolonzan masyaralat
secara ftradisiomal  dan
melabin jalan dama,
Penzajaran  dilalikan da
lanezar, sutm, pesantren,
maipin model penalanan
daloarah melabii waliarals,

Permiasa kerajaan memehik
Islam dan memb arta
peltreh ararmiya unhik
mernpernidah hibungzan
denzan

pedagang-pedagang  bangsa
asing petrelak agama [lam

[1aM)

Perdidikan dilalmkan 4z
sekolah  formal  seperh
serinarl  dan  sejerisnya,
diperantaklan baz senma
golonzan

Pendidilan beth asis
keagamaan nu mengandung
mis1  permyebaran agama
Eathohk melalm sekolale
sekolah formal.




A
[159&8- 1735

Eebiyalan dann VOO vans
bekenasama denzan pihak

Pendidilkan diselengzarakan
dernzan mnus1 Ernsterisas:
untik menghalay pensarmh
Eathohlkisasi Portogzis, dan
untak rmendasilitasi anal-
atak pegaara VOO vans
hhg=zal d1 negenn jajahan
bemsama orang taarora, serta
untik merdapatkan pegzaara
rerdahan  darnn golongan
pPHyayl pribnam.

Hindia
Eelanda
(172312811

marding (M=)
Peratiran 11101
pendidikan dan penzajaran

Tiguan peryeletizzaraan
perdidikan adalah uantak
mentdasilitasi arak-anak
pegavwral VOO vans hngzal
d1 negern jajahan bersama
orang  tlanya, serta unhak
mend apathkan pegaaral
retdahan  darni golongan
pPHyayl pribnam.




Inz=zns
[1211-121&)

FPerdidikan hdak diperha-
tkan selinzs-a mengalamm
lenminduran.

Hindia Fegeringsreglement 1845 | Pendidikan diselengzarakan
Belanda Delaat Eerajaan, dan | untak mendasilitasi  anal-
(1215615421 | perathimn-perabizan me- | anak pegaara VOO ywans
nzenal pendidikan dan | ingzal A1 negernn jajahan
pengZajaran yvarye dikehiar- | bersarma orang tiarora, serta
kan oleh (rubermir Jernderal | unbik merdapatlzan pegaaral
dan peranz kat-perangkat | rexdahan dar zolonzan

dib anar ahinra. pHyayl pribii.
Jepangz Dzarntma Sue1 Mol dam | Taguan permrelenszaraan
(12942-12457 | Makbimat-makbimat ten- | perdidikan  adalalhh  untak
tarez syvstem persekolahan etz lnlanskan penzanih
EBelanda dan menanamkan
1mdoltbinas Mipporns asi,
mermperkaat kepenhnzan
pemEns Jepanz, serta
rrelubizlan tetaza
kepezavraan unbailk

pernzelolaan pemernirtahan.




1. Zaman Permulaan Kebudayaan Indonesia (Sebelum 1 M)

Sebelum masuknya agama Hindu dan Budha yang disebarkan
melalui pedagang-pedagang dari India, penduduk yang tinggal
(terutama) di pulau Jawa masih menganut paham animisme dan
dinamisme. Dapat diperkirakan bahwa proses pendidikan yang
berlangsung pada masa tersebut masih berkisar pada pengajaran life
skill, seperti bagaimana caranya melangsungkan kehidupan dan
bertahan hidup, yang diajarkan turun-temurun melalui keluarga-
keluarga yang hidup secara berkelompok. Hal tersebut sejalan
dengan pendapat yang dikutip berikut ini, bahwa “...keterampilan
yang perlu sebagai senjata mencari penghldupannya kelak dipelajari
dengan langsung dari praktek sehari-hari, tidak berurutan dan
beraturan sehingga tidak canggung lagi menghadapl kesulitan hidup”
(Said dan Affan, 1987). Ditambahkan pula, bahwa sistem pendidikan
tersebut sangat bergantung dengan sistem perkawinan, apakah
patrilineal atau matrilineal, seperti halnya pendidikan pada suku
Batak yang patrilineal tentunya sangat berbeda dengan suku
Minangkabau yang matrilineal, dan seterusnya.



2. Zaman Dicernakannya Unsur-Unsur Kebudayaan Hindu Dan Budha
(Abad 1 M -15 M)

 Pendidikan pada zaman tersebut masih Dbersifat sangat
individualistis, hanya mementingkan kesejahteraan dan keselamatan
diri sendiri atau golongan tertentu. Hal inl menjadi salah satu faktor
pendukung dalam kemunduran kerajaan Sriwijaya yang akhirnya
tergantikan dengan kerajaan agraris pedalaman seperti kerajaan
Majapahit yang besar dengan percampuran agama Budha dengan
Hindu Syiwa (Said dan Affan, 1987).

Ajaran Hindu yang menganut sistem kasta membuka celah yang
sangat lebar dalam munculnya perbudakan. Secara otomatis, kasta
yang lebih tinggi akan melakukan hegemoni terhadap kasta yang
lebih rendah karena kastanisasi dalam ajaran Hindu sangatlah
tertutup (tidak memungkinkan adanya percampuran antar kasta).
Sebab itulah, hanya golongan kasta menengah keatas saja yang
mendapatkan pengajaran budi pekerti untuk kesempurnaan pribadi
dalam hal agama, kekebalan dan kekuatan fisik, keterampilan
menggunakan senjata tajam, dan menunggang kuda. Secara politis,
minimnya distribusi ilmu pengetahuan menjadi salah satu upaya
golongan yang memiliki kasta tertinggi, yaitu raja dan keturunannya,
untuk melanggengkan hegemoni terhadap kasta-kasta yang lebih
rendah darinya. Sehingga rakyat jelata yang berada pada golongan
kasta terendah tetap saja buta huruf, tidak berilmu pengetahuan, dan
tetap terhegemoni dalam lestarinya budaya bisu.



3. Zaman Dicernakannya Unsur-Unsur Kebudayaan Islam Pada
Awal Penyebarannya (Abad 12 M)

« Agama Islam mulai masuk dan berkembang secara
perlahan-lahan di daerah pesisir pantai pulau Jawa
diperkirakan mulai abad 12 hingga abad 13. Kerajaan
Majapahit sebagal kerajaan Hindu terbesar yang mulai
mengalami keruntuhan pada masa itu juga sangat
mempermudah penyebaran Islam. Pasalnya, disintegrasi
politik dan degenerasi kultural tersebut menjadi kondisi
yang sangat optimal untuk sebuah perubahan dalam hal
penerimaan nilai-nilai  baru seperti nilai Islam
(Kartodirdjo, 1987).

e Agama Islam yang menjadi jalan masuk bagi ilmu
pengetahuan di bumi nusantara berkembang melalui
sebuah model lembaga pendidikan tradisional yang
disebut dengan pesantren.



1)

2)

Klasifikasi model Pendidikan

Karel Steenbrink bahkan membuat klasifikasi terhadap model pengajaran agama
Islam menjadi dua bentuk, yang adalah sebagai berikut:

Model pertama adalah pengajaran Al-Qur'an sebagai model pendidikan Islam yang
paling sederhana dan dapat ditemukan di langgar, surau, maupun di rumah guru
mengaji; yang kedua adalah pendidikan lanjutan berupa pengajian kitab-kitab selain
Al-Qur'an dan ilmu figh, ushuluddin, tafsir Al-Qur'an, bahasa Arab dan sejenisnya
pada sebuah lembaga pendidikan tradisional yang disebut dengan pesantren. Pada
model pertama, pengajian Al-Qur'an diberikan secara individual sehingga lama
pendidikan setiap santri akan berbeda-beda sesuai dengan daya tangkapnya
masing-masing.

Model kedua, santri belajar dengan sistem halagah (pengajaran diberikan pada santri
secara berkelompok oleh seorang kiai) dan juga model asistensi (santri yang lebih
lama dan memiliki pengetahuan lebih dahulu menjadi pembimbing bagi santri yang
baru masuk). Selain perbedaan akan apa yang dipelajari, santri yang belajar di
pesantren diharuskan menginap dalam pondok-pondok yang biasanya berada di
sekitar rumah kiai pemilik pesantren, berbeda dengan model pengajian Al-Qur’an di
langgar atau surau yang tidak menginapkan santri. Kesemua model pendidikan Islam
ini tidaklah memungut biaya karena dalam agama Islam tidak diperkenankan untuk
meminta bayaran atas penyebaran agama Islam. Sehingga para kiai pemilik
pesantren mendapat bayaran dari statusnya sebagai daerah perdikan atau wagaf
dan juga mendapatkan hadiah berupa hasil panen dari orang tua santri maupun
zakat yang dibayarkan pada kiai tersebut (Steenbrink, 1986).



Tantangan Pendidikan Islam

Pendidikan agama Islam dilakukan secara damai sebelum
kedatangan bangsa Eropa yang tidak murni berdagang
melainkan juga melakukan politik ekspansi yang pada
akhirnya mengarah pada kolonisasi. Tentunya model
pendidikan Islam mulai banyak mendapatkan tantangan yang
cukup Dberartti pada masa tersebut. Semisal setelah
kedatangan Portugis  yang begitu masif  upaya
Katholikisasinya, membuat penyebaran agama Islam di
wilayah Timur nusantara terhenti. Demikian halnya dengan
kedatangan bangsa Belanda yang cukup membuat
penyebaran agama Islam melalui lembaga pendidikan
tradisional seperti pesantren semakin terdesak ke desa-desa
terpencil di pedalaman. Berbeda dengan kedatangan Jepang
yang justru semakin memasifkan kegiatan pendidikan ke-
Islam-an di Indonesia meskipun tetap melanjutkan kebijakan
yang dualistis warisan Belanda yang sampail saat ini masih
diberlakukan dalam sistem pendidikan nasional.



4. Pengaruh Kedatangan Portugis (Awal Abad 16 M
Hingga Menjelang Akhir Abad 16 M)

e Perjanjian Tordessilas (1494 M) berisi hak istimewa dari
Bulla Paus untuk bangsa Portugis dan Spanyol dalam
hal pembagian wilayah daratan untuk dikuasai.
Perjanjian tersebut menjadi dasar perjalanan mereka
untuk melakukan politik ekspansi ke daratan Asia dan
Afrika.

 Tujuan tersebut jelas karena pada dasarnya, bangsa
Eropa menganggap diri mereka sebagai orang-orang
yang mendapatkan tugas suci dari Tuhan untuk
menyelamatkan penduduk selain bangsa mereka ke
jalan yang benar. Akhirnya Portugis menginjakkan
kakinya untuk pertama kali di daratan Malaka pada
tahun 1509 M.



Portugis di Malaka

« Kedatangan mereka yang selalu dibarengi dengan
para misionaris Roma Katholik, membuat setiap
daerah yang mereka datang menjadl memiliki gereja
dan sekolah. Sekolah pertama yang didirikan oleh
orang-orang Portugis adalah di pulau Ambon pada
tahun 1536 (Supriadi, 2003).

« Pada masa kepemimpinan Antonio Galvao waktu Iitu,
yang didirikkan adalah sekolah seminari untuk anak-
anak pribumi. Tentunya selain mengajarkan agama
Katholilk, mereka juga mengajarkan pelajaran
calistung.

 Sekolah sejenis juga dibuka di daerah kepulauan
Solor tetapi dengan menambahkan bahasa Latin
dalam mata pelajarannya. Sekolah keguruan pertama
didirikan beberapa saat setelahnya di daerah Ternate
oleh kaum pendeta Portugis.



Portugis di Maluku

o Ketlka Portugis menjejakkan kakinya di
Maluku, seperti diutarakan oleh Russell
Jones, Islam telah mengakar di kalangan
penduduk setempat sekitar 80 tahun. Di
daerah ini khususnya Ambon, melalul
peran ordo Jesuit hingga tahun 1560 M,
tercatat ada sekitar 10.000 orang yang
memeluk Roma Katholik dan bertambah
menjadi 50.000 hingga 60.000 pada tahun
1590 M.



Belanda di bumi nusantara berhasil menghalau Portugis
hingga ke wilayah Timor Timur pada tahun 1641.

« Kedatangan bangsa Belanda di bumi nusantara
berhasil menghalau Portugis hingga ke wilayah
Timor Timur pada tahun 1641. Seluruh gereja
dan sekolah yang telah dibangun oleh Portugis,
diambil alih sepenuhnya oleh Belanda.

« Berbagali upaya bahkan dilakukan untuk
menghilangkan pengaruh Portugis di bumi
Nusantara, seperti dengan mengajarkan agama
Kristen di sekolah-sekolah dan mengganti
penggunaan bahasa Portugis dengan bahasa
Belanda yang juga diajarkan di sekolah-sekolah
(Said dan Affan, 1987).



5. Zaman Penjajahan Belanda (Akhir Abad 16 M Hingga
Pertengahan Abad 20 M)

 Pendidikan dilakukan tidak semata untuk mencapai kesejahteraan
pengetahuan peserta didik, apalagi kedatangan Belanda juga dibarengi
dengan Nederlands Zendelingen Genootschap (NZG), gereja Kristen dari
Belanda yang akhirnya menangani pendidikan di bumi nusantara. Sehingga
tidaklah mengherankan bila pendidikan pada masa itu termasuk dalam
usaha-usaha Kristenisasi, terlebih lagi dengan motto Gold-Glory-Gospel yang
diusung oleh bangsa-bangsa Eropa.

 Pendidikan Dberbasis agama Islam tidak disentuh secara kasar oleh
pemerintah Belanda pada masa itu (der Wal, 1977). Karena memang
kebijakan yang diambil adalah untuk mengambil hati penduduk jajahan
sehingga mereka tidak ingin secara terang-terangan terlihat memusuhi
pemeluk agama Islam walaupun sebenarnya memang demikian.

*|J Brugmans menjelaskan, bahwa secara yuridis formal, tujuan pendidikan
dalam peraturan persekolahan yang dikeluarkan pada tahun 1684
menetapkan bahwa “...murid-murid kelas satu sanggup dipekerjakan pada
pemerintahan dan gereja” Meskipun tujuan pendidikan pada masa itu adalah
untuk mencetak pegawai pemerintahan dan misi Kristenisasi, sifat umum dari
pengajaran tetaplah diutamakan. Dan hal tersebut menjadi ciri khas dari
pengajaran di zaman pendudukan Belanda. (Said dan Affan, 1987),



Zaman Pemerintahan Hindia Belanda (1799-1811)

Masa pemerintahan Hindia Belanda yang
menggantikan VOC vyang tumbang karena
kebangkrutannya; Setelah Portugis dihalau oleh
Belanda, tidak ada dorongan yang mendesak

untuk meluaskan Kristenisasi (Said dan Affan,
1987).

Sehingga  pendidikan yang  berlandaskan
Kristenisasi pada masa tersebut adalah untuk
memberangus pengaruh Portugis semata.



 Gubernur Jenderal Dirk van Hogendorp (1799-1808)

Pada masa ini, aktivitas pemerintahan yang dilakukan lebih kepada upaya-
upaya normalisasi keadaan sepeninggal VOC vyang kebangkrutannya
mewarisi banyak hutang (Kartodirdjo, 1987). Tidak ada kebijakan yang
cukup berarti dalam bidang pendidikan pada masa Gubernur Jenderal Dirk
van Hogendorp. Hal tersebut dapat diasumsikan sedemikian rupa karena
dari sekian banyak literatur yang ditemui oleh penulis, belum ditemukan satu
pun yang membahas permasalahan pendidikan pada masa itu. Aktivitas
yang dilakukan malah lebinh banyak menekankan pada upaya normalisasi
pemerintahan sepeninggal kebangkrutan VOC yang salah satunya adalah
mengusahakan model desentralisasi pemerintahan untuk memotong jalur
korupsi pada model sentralisasi yang telah diberlakukan sebelumnya.

 Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811)

Gubernur Jenderal HW Daendels mendapatkan tugas dari Ratu untuk
meringankan nasib rakyat jajahan dan mengurangi perbudakan, meski pada
akhirnya malah menambah beban rakyat dengan kerja rodi proyek raksasa
pembangunan jalan Anyer-Panarukan sepanjang 1000 km. Di bidang
pendidikan, ia memiliki ide baru untuk memberikan pendidikan yang tidak
terbatas pada golongan bangsa Eropa dan pemeluk Kristen saja seperti
yang telah terjadi sebelumnya. Pada masa ini, la menugaskan para Bupati di
Jawa untuk mendirikan sekolah-sekolah rendah di tiap-tiap kabupaten yang
memberikan pendidikan berdasarkan adat istiadat, undang-undang, dan
agama Islam. Sekolah angkatan laut sempat didirikan di Semarang,
demikian pula dengan sekolah kejuruan bidan dan sekolah ronggeng.
Sayangnya semua usaha tersebut gagal karena pembiayaan yang sangat
minim (Said dan Affan, 1987), disamping ia sudah terlanjur dipanggil pulang
sebelum sempat merealisasikan semua ide- idenya (Najamuddin, 2005).



6.Zaman Pendudukan Inggris (1811-1816)

* Periode yang ketiga adalah masa pemerintahan Inggris
yang berlangsung sangat singkat tetapi berandil besar
dalam kemunduran pendidikan di bumi nusantara,

» Akibat kekalahan Belanda dalam Revolusi Perancis
melawan Inggris, dimana Belanda bersekutu dengan
Perancis, tanah Nederland diduduki oleh Inggris, berikut
daerah jajahannya termasuk Hindia Belanda. Namun
demikian, Belanda masih dapat mengakses daerah
jajahannya meski dibawah pemerintahan Inggris. Thomas
Stamford Raffles ditugaskan untuk menjadi Gubernur
Jendral di Hindia Belanda untuk mewakili pendudukan
Inggris.

e Dibawah pemerintahan Raffles, kekuasaan Bupati dan
segala kalangan elit priyayi berusaha dipangkas dengan
model pemerintahan langsung meski mendapatkan banyak
;ekal)i tentangan (Kartodirdjo, 1987 dan Najamuddin,

005).



Kerja rodi dan perbudakan digantikan dengan pajak
penyewaan tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat
kepada pemerintah.

Keadaan ekonomi yang sudah sangat sulit pada masa
itu, malah semakin dipertajam dengan kewajiban untuk
membayar pajak land rent, sehingga rakyat harus
bekerja lebih ekstra lagi agar kewajibannya dapat
dipenuhi.

Raffles lebih berminat dalam mengadakan penelitian
untuk  menelusuri  kebudayaan Jawa dibanding
meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan.

Selama pemerintahan Raffles, sekolah-sekolah banyak
yang tak terurus dan mati dengan sendirinya karena
pemerintahan pada masa itu tidak menganggarkan dana
untuk pendidikan rakyat jajahan.



1) Serah Terima Komisaris Jenderal Belanda dari pihak
Inggris (1816-1818)

« Komisaris Jenderal pada masa tersebut cukup menaruh
perhatian di bidang pendidikan. Terbukti setelah beberapa
waktu berselang dari proses serah terima daerah jajahan
dari pihak Inggris ke pihak Belanda, ia menunjuk CGC
Reinwardt sebagai Direktur Pengajaran (Najamuddin, 2005).

 Pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya, dikeluarkan
peraturan persekolahan yang berisi ketentuan-ketentuan
mengenai pengawasan dan penyelenggaraan pengajaran.

« Sayangnya, ide-ide Daendels pada masa sebelumnya yang
Ingin memperluas kesempatan pemerolehan pendidikan bagi
penduduk jajahan tidak dilanjutkan pada masa ini. Hal
tersebut sangat jelas karena dalam ketentuan-ketentuan
yang dikeluarkan pada masa ini sangatlah sedikit yang
membahas masalah pengajaran untuk penduduk jajahan.
Salah satunya adalah peraturan umum tentang pendidikan
sekolah, yang berisi bahwa “pendidikan hanya untuk orang
Belanda saja” (Said dan Affan, 1987)



2) Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1826)

« Pada masa awal pemerintahannya, Van der Capellen
menerbitkan surat keputusan tertanggal 8 Maret 1819 yang
berisi perintan untuk mengadakan penelitian tentang
pendidikan masyarakat Jawa dengan tujuan:

* Meningkatkan kemampuan baca tulis masyarakat,

* Memperbaiki pelaksanaan undang-undang dan peraturan
pemerintah tentang pendidikan sesuai dengan hasil
penelitian.

* Meskipun kurang representatif, dari hasil penelitian ini dapat
diketahui bahwa ada beberapa orang juru tulis yang
mengajarkan bahasa dan huruf Arab, Jawa, dan Latin, dan
juga keberadaan lembaga pendidikan agama Islam dengan
bahasa Arab yang dianggap sangat penting bagi masyarakat
Jawa. Pasalnya, hanya 12 orang Residen yang
mengumpulkan angket kembali, meski angket tersebut telah
dgz)glg)ikan pada seluruh Residen yang ada (Steenbrink,
1 .



3) Gubernur Jenderal LPJ Du Bus
de Gisignies (1826-1830)

 Gubernur Jenderal Du Bus yang diangkat oleh Raja
Willem | untuk menggantikan Van der Capellen ini
lebih  menitikberatkan pada peningkatan produksi
untuk ekspor sebagai dasar guna memajukan
perdagangan dan pajak tanah (Kartodirdjo, 1987).

* Optimisme keberhasilan politik kolonial Du Bus ini
pada akhirnya malah membuahkan kemerosotan
nemasukan pajak tanah dan tidak menampakkan
Kemajuan hasil ekspor.

Sementara di bidang pendidikan, belum ditemukan
literatur yang membahas usaha-usaha Du Bus di
bidang pendidikan yang mungkin saja dikarenakan
tidak adanya kebijakan yang begitu berarti pada masa
INi.




4) Gubernur Jenderal Van den Bosch (1830-1848)

« Pada masa pemerintahannya, pencetus tanam paksa ini mulai
menyediakan kesempatan untuk pendidikan anak-anak priyayi
meskipun jumlahnya sangat sedikit sekali.

« Pemberian kesempatan untuk memperoleh pendidikan tidaklah
setulus kelihatannya, karena hal ini dilakukan dalam rangka menjalin
hubungan baik dengan golongan priyayi elitis di pulau Jawa. Budaya
paternalistik dan feodal yang mengakar di pulau Jawa semakin
dilanggengkan demi memperkuat birokrasi pemerintahan Belanda.
Selain itu, pelaksanaan tanam paksa juga sangat membutuhkan
banyak sekali pegawai rendahan yang nantinya dijabat oleh anak-anak
dari golongan priyayi.

 Pendirian sekolah bagi anak-anak Belanda dilakukan pada jenjang di
atas sekolah dasar, semisal pendirian sekolah menengah di Surakarta
pada tahun 1832 (Supriadi, 2003).

« Meskipun pada masa ini kebutuhan pendirian sekolah sangatlah
tinggi, realisasinya tidak didukung dengan pengadaan dana yang
optimal. Kekurangan dana dalam bidang pendidikan disiasati dengan
model magang.

 Anak-anak golongan priyayi ditempatkan magang sebagai pesuruh di
rumah-rumah orang Belanda. Sembari bekerja, mereka diajarkan
bahasa Belanda, dan calistung. Meski tidak digaji, mereka
mendapatkan makan dan pemondokan gratis. Bila kepandaian mereka
sudah dianggap cukup, barulah mereka dipekerjakan sebagai pegawali
tata usaha di kantor-kantor pamong praja (Kartodirdjo, 1987).



5) Gubernur Jenderal Rochussen (1848-1852)

« Hingga pada bulan September 1848 masa pemerintahan Gubernur
Jenderal Rochussen, barulah terlihat komitmen pemerintah Belanda
untuk mendirikan sekolah-sekolah dasar bagi penduduk pribumi
dengan pengantar bahasa Melayu dengan diterbitkannya Dekrit
Kerajaan yang mengatur pendirian Volksschool atau Sekolah Rakyat
(Supriadi, 2003).

« Fokus pengajaran pada SR hanya sebatas pada calistung dengan
bahasa Melayu atau bahasa lokal penduduk setempat.

« Pada tahun 1849 tercatat bahwa penduduk pribumi yang berada di
sekolah-sekolah Eropa di pulau Jawa hanyalah 37 orang. Dengan
pembangunan SR yang terus berkelanjutan, pada akhirnya jumlah
penduduk pribumi yang mengenyam pendldlkan tentunya semakin
meningkat. Pada tahap pertama didirikan 20 SR yang lokasinya
diprioritaskan pada setiap ibukota karesidenan di pulau Jawa. Dari
tahun ke tahun pendiriannya semakin diperbanyak sejalan dengan
kebutuhan pemerintah Belanda yang semakin besar akan tenaga
pegawai rendahan.

« Kebijakan pendidikan yang tidak tulus untuk mencerdaskan penduduk
negeri jajahan semata, ternyata juga menuai kritik dari warga Belanda
sendiri. Kritik Van HoeveII terhadap perkembangan sekolah rakyat
(Inlandschesholen): “Pemerintah hanya menyiapkan beberapa gelintir
manusia saja untuk menjalankan roda pemerintahan, tldak untuk
memuaskan keinginan orang Jawa pada pendidikan.” Tidak
mengherankan bila jumlah murid di daerah jajahan Belanda ini (1846-
1849) hanya 155.355 murid dan 102 guru.



6) Pemerintahan Hindia Belanda Pada
Pertengahan Hingga Akhir Abad 19 M

« Secara umum, perkembangan pendidikan dan pengajaran sampai akhir abad ke-19 menunjukkan
kecenderungan-kecenderungan yang dipolitisir, sebagaimana kebijakan-kebijakan yang
dikeluarkan oleh pemerintah Belanda berikut ini:

Pendidikan dan pengajaran harus bersifat netral dan tidak berdasarkan agama
(Kartodirdjo, 1987). Hal ini jelas dilakukan karena pengaruh aliran liberalisme
yang sedang berkembang di Nederland. Lagipula, model pendidikan tradisional
yang sudah ada seperti pesantren dan langgar, dianggap sangat sukar untuk
diintegrasikan dengan pendidikan yang liberal. Sehingga untuk memojokkan
pendidikan berbasis agama Islam dilakukan Belanda dengan mengeluarkan
Ordonantie yang rumit secara birokratis, tidak memberikan dukungan pendanaan,
dan mempercepat kenaikan status pegawai pangreh praja yang sekuler kebarat-
baratan meskipun memeluk Islam (Ham, 2004).

Bahasa Belanda tidak diajarkan di sekolah-sekolah pribumi, dengan alasan untuk
tetap melestarikan kebudayaan lokal dengan menggunakan bahasa daerah
sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah pribumi. Padahal kebijakan ini
ditempuh karena ketakutan pemerintah Belanda bila penduduk jajahan
mengetahui bahasa mereka maka akan mengetahui strategi kolonisasi Belanda.

Pembukaan sekolah pribumi hanya didasarkan sebatas kebutuhan praktis
pemerintah Belanda saja, misalnya untuk kebutuhan pegawai rendahan, dan tidak
untuk mencerdaskan penduduk jajahan.

Pendidikan lebih dikhususkan pada anak-anak golongan priyayi. Dengan
kebijakan tersebut, diharapkan penduduk yang lebih rendah status sosialnya
dapat mudah ditundukkan karena pemerintah Belanda telah memegang golongan
priyayi yang merupakan kaum elit (Rickfles, 2001).



Sistem Pendidikan

« Sistem pendidikan yang dualistis pada masa Ini
juga membuat garis pemisah yang tajam antara
dua subsistem: sistem sekolah Eropa dan
sistem sekolah pribumi. Tetapi, pada tahun 1892
akhirnya dilakukan restrukturisasi terhadap
sistem persekolahan karena kebutuhan yang
sangat besar terhadap pegawai rendahan yang
bisa berbahasa Belanda, sebagaimana berikut
(Kartodirdjo, 1987):

 Sekolah kelas satu (ongko sidji) atau eerste
klasse untuk anak-anak golongan priyayi
dengan pelajaran bahasa Belanda;

 Sekolah kelas dua (ongko loro) atau tweede
klasse untuk rakyat kebanyakan tanpa pelajaran
bahasa Belanda.



/)Periode Politik Etis (1900-1942)

 Pada tahun 1899, seorang berkebangsaan Belanda, van Deventer menulis
sebuah artikel berjudul ‘Een Eereschuld’ (utang kehormatan) yang berisi
kerisauan kaum intelektual Belanda terhadap dehumanisasi di Hindia
Belanda yang terpengaruh kapitalisme sangat kuat (Supriadi, 2003). Begitu
ironis karena Belanda pada masa tersebut telah menggembar-gemborkan
dirinya sebagai bangsa yang humanis dan memiliki peradaban yang sangat
tinggi, tetapi melakukan politik pengerukan keuntungan secara besar-
besaran dengan sistem tanam paksa (1830) dan sistem liberal (1870).
Diungkapkan pula oleh van Deventer bahwa pemerintah Belanda berhutang
pada penduduk Hindia Belanda lebih dari 187 juta gulden yang mana harus
dibayarkan kembali dengan menyediakan anggaran khusus untuk
peningkatan kesejahteraan mereka di segala bidang.

 Munculnya artikel tersebut akhirnya memicu perubahan yang sangat drastis
pada kebijakan-kebijakan pemerintah Belanda terhadap penduduk jajahan di
Hindia Belanda, yaitu dengan dicanangkannya politik etis atau politik balas
budi secara resmi pada tahun 1901 oleh Ratu Belanda.

 Rekaman surat-surat antar para pejabat pendidikan (khususnya Kementerian
Pendidikan, Agama, dan Kerajinan), Menteri Tanah Jajahan, dan Gubernur
Jenderal mengenai kebijakan pendidikan di Hindia Belanda dalam kurun
waktu 1900-1940 menunjukkan secara jelas bahwa sejak awal abad ke-20
telah terjadi arus balik dari pendidikan yang elitis menuju pendidikan yang
lebih populis. Van der Wal dalam Supriadi, 2003), meskipun kedua model
pendidikan tersebut masih tetap diberlakukan secara kombinatif hingga akhir
pendudukan Belanda di bumi nusantara.



Meski kerajaan Belanda terlihat sangat tulus dalam perubahan kebijakan
di negeri Jajahan melalui politik etis, yang terjadi di Hindia Belanda
tidaklah demikian (van Niel, 1984). Pasalnya sistem pendidikan yang
diterapkan di Hindia Belanda ~masih tetap dimaksudkan untuk
mempertahankan keberlangsungan kekuasaan kolonial dan tidak
berupaya untuk mencerdaskan kehidupan penduduk jajahan semata.
Lulusan dari lembaga pendidikan formal yang didirikan oleh pemerintah
Belanda hanya diproyeksikan untuk dapat memenuhi kebutuhan
pegawai rendahan semata. Hal tersebut terlihat dari penerapan
kurikulum sekolah tingkat dasar yang hanya terbatas pada calistung dan
mengabaikan mata pelajaran geografi dan sejarah yang ditakutkan
memi)liki potensi untuk menumbuhkan semangat nasionalisme (Supriadi,
2003).

Selain memperluas pendirian pendidikan dasar, pemerintah Belanda
juga mendirikan lebih banyak sekolah lanjutan umum (MULO), sekolah-
sekolah kejuruan (Ambachtsschool), sekolah keguruan (Kweekschool
dan Normaalschool), dan berbagai jenis sekolah tinggi (STOVIA,
Rechtschool, dst) yang diperuntukkan bagi penduduk prlbuml Tentu saja
kebijakan tersebut akhirnya membuat jumlah penduduk pribumi yang
mengenyam pendidikan formal menjadi meningkat drastis. Akibat yang
tidak disengaja muncul adalah bangkitnya kaum intelektual nasionalis
yang merupakan hasil didikan lembaga-lembaga formal Belanda
(Suminto, 1984). Mereka mendirikan berbagai macam organisasi
pergerakan dan lembaga pendidikan kebangsaan yang turut andil dalam
perjuangan kemerdekaan Indonesia. (masa berakhirnya Pemerintahan
Belanda di Indonesia)



4. Zaman Pendudukan Jepang
(1942-1945)

* Periode yang keempat adalah kembalinya kekuasaan di bumi
nusantara ini pada pemerintah Hindia Belanda hingga berpindah
tangan pada Jepang. Pada periode pemerintah Hindia Belanda yang
termasuk dalam empat periode besar tersebut, periodisasinya dibagi
lagi dalam sub-sub yang lebih kecil Iagl berdasarkan masa
pemerintahan Gubernur Jenderal pada masa tersebut. Hal ini
dilakukan untuk lebin memperjelas kebijakan pendidikan yang diambil
oleh masing-masing Gubernur Jenderal yang tentunya memiliki
pribadi dan ambisi yang berlainan dalam menetapkan kebijakan
pendidikan bagi penduduk jajahan.

« Meski zaman pendudukan Jepang di bumi nusantara sangatlah
singkat, tetapi pengaruhnya bagi perkembangan dunia pendidikan di
Indonesia sangatlah besar.



Tujuan pendidikan Masa Pendudukan Jepang

« Tujuan pendidikan pada masa itu telah disisipi misi Nipponisasi dan
juga upaya-upaya pemberdayaan bangsa Indonesia untuk membantu
kepentingan perang Jepang.

 Misi tersebut dilakukan dengan mendekati tokoh-tokoh kiai yang
menjadi panutan umat Islam agar dapat dijadikan sandaran politik
mereka. Pertemuan antara 32 ulama dengan Gunseikan pada 7
Desember 1942 berisi tukar pendapat mengenai ke-lslam-an dan
komitmen Jepang untuk melindungi adat dan agama Islam, tidak
mencampuri lembaga keagamaan bahkan diperkenankan secara
resmi untuk meneruskan pekerjaannya, serta memberi kedudukan
yang baik pada mereka yang telah mendapatkan pendidikan agama
tanpa membeda-bedakannya dengan golongan lain (Assegaf, 2005).
Intinya, misi Nipponisasi tersebut dianggap akan tertanam lebih
mudah pada rakyat kecil bila mereka sudah terebut hatinya dengan
perlakuan istimewa Jepang terhadap mayoritas rakyat yang
beragama Islam.

« Efek samping yang tidak disadari oleh Jepang karena kebijakan
tersebut adalah perkembangan lembaga pendidikan ke-Islam-an non
formal seperti pesantren dan yang formal seperti madrasah, menjadi
begitu pesat.



Kebijakan Penddikan Jepag

Demi melancarkan usaha Nipponisasi-nya, Lewat Kebijakannya:

. Pelarangan penggunaan bahasa Eropa (Inggris dan Belanda) dalam
komunikasi lisan dan tulisan, dan hanya memperbolehkan
komunikasi dalam bahasa Indonesia dan Jepang. Pengaruh tersebut
sangat terasa dalam dunia pendidikan karena semasa pendudukan
Belanda, bahasa pengantar yang dipergunakan di sekolah-sekolah
adalah bahasa Belanda.

. Jepang membentuk juru bahasa sebagai penerjemah ketika guru
sedang mengajar, mempopulerkan bahasa Jepang sebagali
pengganti bahasa Belanda dengan membuka sekolah bahasa

. Jepang, mengadakan perlombaan bahasa Jepang, memasukkan
bahasa Jepang dalam ujian calon guru dan ujian akhir murid.

. Jepang mengganti seluruh istilah yang digunakan baik dalam dunia
pendidikan, persuratkabaran, hingga nama lembaga pemerintah
maupun non pemerintah dengan bahasa Jepang. Propaganda
tersebut juga dilakukan melalui radio dan dunia hiburan seperti film
layar lebar, drama, wayang kulit, tari-tarian dan nyanyian.

. Jepang membentuk panitia penyempurnaan bahasa Indonesia, yang
mana imbasnya sangatlah menguntungkan bagi perkembangan
bahasa Indonesia.



Demi kepentingan perangnya,

Jepang melakukan banyak upaya untuk memberdayakan bangsa
Indonesia, misalnya melalui indoktrinasi dengan pengasramaan kial dan
santri-santri untuk dibekali kemampuan bela diri dan kemiliteran untuk
membantu Jepang. Malah tanpa disadari Jepang, kebijakan tersebut
malah menumbuhkan semangat nasionalisme dan keinginan untuk
merdeka yang meluap-luap pada pemuda kalangan pesantren tersebut
(Assegaf, 2005).

Di lain tempat, pekarangan sekolah-sekolah ditanami umbi-umbian dan
sayur-sayuran untuk tambahan bahan makanan, serta pohon jarak untuk
menambah minyak demi kepentingan perang Jepang, tentunya semua
hal tersebut dilakukan oleh para pelajar (Said dan Affan, 1987).

Pelajar disuruh untuk bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan
pasir untuk kepentingan pertahanan.

Para pelajar dibekali dengan berbagai macam ketangkasan dalam
perang untuk mempertahankan diri.

Pelajar diwajibkan senam pagi untuk menguatkan fisik pelajar dalam
membantu Jepang.

Indoktrinasi dilakukan melalui lagu senam yang berbahasa Jepang,
menyanyikan lagu kebangsaan Jepang sebelum masuk kelas,
melakukan penghormatan kepada Kaisar Jepang, mengucapkan
sumpah setia kepada cita-cita Indonesia dalam rangka mewujudkan Asia
Raya, dan seterusnya.



2. Pasca Kemerdekaan (Orde Lama)

e Periode 1945-1950

« Masa depan Indonesia ditentukan oleh bangsa Indonesia sendirisejak
tanggal 17 Agustus 1945, saat Soekarno dan Hatta memproklamasikan
kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu disamping memikirkan upaya-upaya
pembangunan Negara yang rusak akibat perang dan penjajahan yang
demikian lama, para pemimpin bangsa pada waktu itu memikirkan pula
pendidikan untuk masyarakat. Seperti diketahui, angka buta huruf pada
tahun 1945 lebih dari 90% dari seluruh penduduk Indonesia yang pada saat
itu sekitar 70 juta. (Nasution, 1994: 230).

 Perubahan yang terjadi dalam bidang pendidikan, merupakan perubahan
yang menyangkut penyesuaian kebijakan pendidikan dengan dasar dan
cita-cita dari suatu bangsa yang merdeka dan negara yang merdeka.

» Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Indonesia yang tertera dalam
pembukaan UUD 1945 dijadikan landasan ideal pendidikan di Indonesia.
Mengenai pokok pendidikan dan pengajaran di Indonesia sebagai realisasi
dari usaha pembaharuan pendidikan dan pengajaran diusulkan oleh badan
pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) kepada kementian
pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Republik Indonesia pada tanggal
29 desember 1945 sebagai berikut:



Pedoman pendidikan dan pengajaran

Untuk menyusun masyarakat baru, perlu adanya
perubahan pedoman pendidikan dan
pengajaran. Pendidikan dan pengajaran harus
membimbing murid menjadi warga Negara yang
memiliki rasa tanggung jawab.

Untuk memperkuat persatuan rakyat.

Metode vyang Dberlaku di sekolah-sekolah
hendaknya berdasarkan sistem sekolah kerja
agar aktifitas rakyat kerja kita kepada pekerjaan
bisa berkembang seluas-luasnya.

Pengajaran agama hendaklah mendapat tempat
yang teratur dan seksama.

Pengajaran  ekonomi, pertanian, Industry,
pelayaran dan perikanan hendaklah mendapat
perhatian istimewa (Gunawan, Ari, 1986: 31-40).




Tujuan pendidikan pada periode 1945

« Pembentukan warga Negara yang sejati yang
sanggup menyumbangkan tenaga dan pikirannya
untuk Negara dan bangsa Indonesia. Yang memilki
jiwa pancasila yang meliputi:

e Perasaan bakti terhadap Tuhan Yang maha Esa
e Cinta kepada alam

 Cinta kepada Negara

e Cinta kepada Orang Tua

e Cinta kepada kebudayaan




Tujuan pendidikan pada periode 1950

« Membentuk manusia susila yang cakap
dan warga Negara yang demokratis serta
bertanggung Jawab tentang masyarakat
dan tanah air.

 Diwajibkan kepada  setiap sekolah
menanamkan dan mengembangkan sifat-
sifat demokratis pada anak didiknya.



Sistem persekolahan di Indonesia memberikan
kesempatan belajar kepada segala lapisan masyarake

« Ada tiga tingkat pendidikan dalam system persekolahan di
Indonesia yaitu:

— Pendidikan rendah yang terdiri dari Taman Kanak-Kanak (1
tahun) dan sekolah dasar (6 tahun)

— SLTP (3 tahun), SLTA (3 tahun)

— Pendidikan tinggi yang terbuka lebar bagi warga Negara
yang memenuhi syarat, pendidikan tinggi ada Yyang
perbentuk universitas dan akademi.

o Kurikulum dari tiap jenjang pendidikan perlu memperhatikan
hal-hal berikut:

— Pendidikan pikiran harus dikurangi

— Ihsi pelajaran harus dihubungkan dengan kehidupan sehari-
ari.

— Memberikan perhatian terhadap kesenian
— Pendidik watak

— Pendidikan jasmani

— Kewarganegaraan dan masyrakat.



Periode 1950-1959

*Negara kesatuan Republik Indonesia sejak 17 Agustus 1950 diterimanya anggota
PBB yang ke-60 sehingga Indonesia aktif dalam dunia Internasional termasuk
pendidikannya dan kurun waktu itu terjadinya dekrit presiden 5 juli 1959 yang
Isinya:1) Konstituante dibubarkan; 2) Negara kembali ke UUD 1945, 3) Pembentukan
Majelis Permusyawaratan sementara, dan Dewan Agung sementara.

Sejak Negara kembali ke UUD 1945, maka rumusan umum
tujuan pendidikan sebagian telah dlnyatakan dalam UUD 1945
Pasal 31 Ayat 1 berlaku lagi dengan tegas, yaitu:

Tiap-tiap warga Negara berhak mendapat pengajaran.

Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu
sistem pengajaran nasional yang diatur dengan Undang-
undang.

Tujuan pendidikan pada periode 1950-1959 adalah
pembentukan warga Negara yang sejati yang sanggup
menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk Negara dan
bangsa Indonesia.

Sistem persekolahan pada periode ini sama dengan periode
1945-1950, perbedaanya terletak pada pendidikan guru, pada
periode ini guru-guru diwajibkan menambah pengetahuan
serta memenuhi persyaratan yang berlaku bailk dan
berkualitas sesuai dengan jenjang dan kariernya.



Periode 1959-1966

Kebijakan pendidikan yang terkenal pada saat itu
adalah “Sapta Usaha Tama dan Pancawardana”
tertuang dalam instruksi mentri PP dan K No 1
tahun 1959.-1966.

«Sapta Usaha Tama berisi:

Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementrian
PP dan K

Menggiatkan kesenian dan olahraga
Mengharuskan adanya usaha
Mengharuskan penabungan
Mewajibkan usaha-usaha koperasi
Mengadakan kelas masyarakat.



Tujuan pendidikan nasional

Tujuan pendidikan nasional, baik yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, dari
pendidikan prasekolah sampal pendidikan tinggl
supaya melahirkan warga Negara sosialis Indonesia
yang sosial, bertanggung jawab atas
terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia, adil
dan makmur spiritual maupun material dan berjlwa
pancasila, yaitu:

Ketuhanan Yang Maha Esa
Kemanusiaan yang adil dan beradab
Persatuan Indonesias

Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawatan perwakilan.

Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.




Periode 1966-1998 (Orde Baru)

Orde baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak
11 Maret 1966 hingga terjadinya peralihan kepresidenan,
dari presiden Soeharto ke presiden Habibi pada 21 Mei
1998.

Peralihan dari orde lama ke orde baru membawa
Kkonsekuensi perubahan strategi politikk dan kebijakan
pendidikan nasional. Pada dasarnya orde baru adalah
suatu korelasi total terhadap orde lama yang didominasi
oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila.

Masa orde baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional
dan Orde Pembangunan. Bertujuan membangun manusia
seutuhnya dan menyeimbangkan antara rohani dan
jJasmani untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik
(Ricky Diah, 2012).




Kebijakan Pendidikan pemerintah orde
Baru

Seringkali menganak tirikan pendidikan.
Pendidikan mempunyai anggaran paling kecil dari dana APBD

Sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah
sentralisasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin
memburuk.

Sistem doktrinisasi, yaitu sebuah sistem yang memaksakan
paham-paham pemerintahan orde baru agar mengakar pada
penak anak-anak .

Mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi,
diwajibkan untuk mengikuti penetaran P4 yang berisi tentang
hapalan butir-butir Pancasila.

Sistem pendidikan masa orde baru yang menolak segala
bentuk budaya asing, balk itu yang mempunyai nilai baik
ataupun mempunyai nilai buruk. Paham orde baru yang
mem;:)uat kita takut untuk melangkah lebih maju (Dwimas,
2010



Praktek pendidikan

eSecara umum praktek dibedakan menurut jenis, jalur, dan jenjang
pendidikan.

— Jenis, Jalur dan Jenjang Pendidikan

Pada umumnya pendidikan menurut jenisnya dibedakan menjadi tiga
macam, yaitu:

— Pendidikan  Formal, menunjuk pada sistem pendidikan
persekolahan. Pendidikan jenis ini atau sistem persekolahan ini
adalah jenis pendidikan yang sudah terstandardisir secara legal-
formal. Baik dalam jenjang-jenjangnya, lama belajarnya, paket
kurikulumnya, persyaratan unsur-unsur pengelolaannya,
persyaratan usia.

— Pendidikan nonformal, memiliki karakteristik yang berbeda
dengan yang diatas, dapat dikatakan relatif lebih lentur, fleksibel,
dan berjangka pendek program penyelenggaraannya
dibandingkan dengan jenis pendidikan formal.

— Pendidikan informal, jenis pendidikan yang tidak terorganisir
secara terstruktur, lebih merupakan hasil pengalaman belajar
individual-mandiri. Bentuk nyata dari jenis pendidikan ini adalah
pendidikan dalam keluarga. Dalam keluarga tidak dikenal
standardisasi program, kurikulum, jenjanng dan lain-lain. Contoh
:ain: pendidikan media massa, acara-acara keagamaan, dan lain-
ain.



Pendidikan ditinjau dari jenjangnya
Pendidikan ditinjau dari jenjangnya terdiri dari:
(a)jenjang pra sekolah,
(b)jenjang pendidikan dasatr,
(c)jenjang pendidikan menengah, dan
(d)jenjang pendidikan tinggi.
Keempat-empatnya merupakan mata rantai yang
berkesinambungan.

«Jenjang pendidikan pra sekolah wujudnya adalah: kelompok
bermain (play group) dan Taman Kanak-kanak (TK).

«Jenjang pendidikan dasar (SD), Madrassh Ibtidaiyyah (Ml),
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), serta Madrasah
Tsanawiyyah (MTs).

«Jenjang pendidikan menengah adalah Sekolah Menengah
Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah
Aliyah (MA),
«Jenjang pendidikan tinggi yaitu: Akdemi, Sekolah Tinggi, Institut,
Universitas



Masa Reformasi (1998-Sekarang)

a.l. Kebijakan tentang Kuantitas dan Kualitas Guru

Model pembelajaran yang berkaitan dengan kurikulum berbasis
kompetensi (KBK) diujicobakan, mulai tahun 2004, guru sangat berperan
dalam melaksanakannya. Disinilah muncul masalah yang berkaitan
dengan guru, apakah guru itu bermutu, berkomptensi, dan berkualitas
sedangkan kesejahteraannya pun belum terjamin.

Masalah lain muncul ketika dipertanyakan mengenai penyebaran jumlah
dan mutu guru. Ada sekolah di pedesaan yang hanya memiliki 3-4 orang
guru padahal sebaiknya sekolah dasar memiliki 10 guru yang terdiri dari
kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi, dan guru pesuruh. Tetapi
di perkotaan jumlah guru di sekolah dasar terjadi penumpukan sehingga
satu sekolah memiliki 11-14 orang guru. Sehingga sekolah di perkotaan
dapat bertahan dengan kemajuannya sedangkan sekolah di pedesaan
bertahan pula dengan ketertinggalannya.

Kekuatan bagi peningkatan dan penambahan kuantitas dan kualitas guru
adalah adanya niat bailk pemerintah pusat untuk dapat melakukan
pemerataan jumlah guru dengan sistem “guru kontrak” dan mengadakan
perubahan kurikulum dengan berbasis pada kompetensi (KBK).

Kekuatan lain bagi peningkatan mutu guru sebagal salah satu tuntutan
dalam penciptaan SDM yang bermutu melalui kegiatan pendidikan yang
lebih berkualitas adalah dengan dinaikkannya anggaran pendidikan
menjadi 20% dari APBN.



2. Kebijakan terkait kurikulum berbasis kompetensi (KBK)

eKurikulum terakhir berubah pada tahun 1994, kiranya sudah waktunya
pemerintah melakukan revisi kurikulum. Hal ini sesual dengan anjuran
Ideal perubahan/perbaikan kurikulum yaitu minimal lima tahun.

Pada masa orde baru pendidikan dijadikan alat penyeragaman dengan
ekonomi sebagai panglima. Hasilnya pada akhir masa orde baru
pendidikan malah justru mengingkari kebhinekaan sebagai potensi
kedkayaan dan keragaman budaya di Indonesia bahkan falsafah bangsa
Indonesia.

Setelah itu sempat pendidikan terlantarkan padahal pendidikan dapat
berpengaruh dalam berbagali aspek kehidupan tetapi pada akhirnya
pemerintah memerhatikan kembali dengan dampak APBN pun naik 20%.
Bahkan pemerintanh berusaha memperbaharui kurikulum yang berbasis
kompetensi.

«Kekuatan lain bagi terlaksananya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) ini
adalah kesiapan Depdiknas dalam sosialisasi kurikulum ini (bekerjasama
dengan Perguruan Tinggi) ke sekolah-sekolah di Indonesia, beberapa saat
yang lalu kurikulum berbasis kompetensi telah diujicobakan untuk lebih
menyempurnakan kembali bagian-bagian yang masih perlu direvisi. (Sam
M.Chan dan Tuti T.Sam, 2007: 106).

Pada dasarnya tidak ada perbedaan kurikulum kompetensi ini dengan
kurikulum sebelumnya tetapi kurikulum berbasis kompetensi ini lebih
menekankan pada muatan lokalnya yang ditujukan pada pengelolaan
sumber daya yang ada.



3. Kebijakan seputar supervisi pendidikan

*Supervisi pendidikan merupakan bagian dari fungsi-fungsi pokok
administrasi pendidikan. Pembicaraan tentang hal ini tentu saja tidak
dapat dilepaskan dengan administrasi pendidikan itu sendiri.

eSupervisi di sekolah merupakan tanggung jawab kepala sekolah.
Dalam hal ini, kepala sekolah bertanggungjawab atas segala
permasalahan yang ada di sekolah, khususnya segala aspek untuk
s$b_esar-besarnya tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan
efisien.

Keberhasilan kepala sekolah nantinya bukan semata-mata ditentukan
olen kemampuan individualnya, melainkan turut pula ditentukan oleh
kerja samanya dengan para guru dan pegawai lain yang ada di sekolah
tersebut.

eKegiatan supervisi ini terkadang pada kenyataannya menjadi ajang
kepala sekolah untuk bertindak sewenang-wenang. Jika ada guru yang
pandai “menjilat” akan baik-baik saja bahkan kecipratan rejeki tetapi
bagl guru yang berani menentang kebijakan kepala sekolah yang
dianggap tidak baik dan bertindak sebagai oposisi maka kegiatan
supervisi ini menjadi ajang untuk mencari kesalahan atau kekurangan
guru sehingga bisa mempengaruhi tidak munculnya ide atau kreativitas
guru dalam mengajar.



Otonomi Daerah&Otonomi Pendidikan

o Setelah reformasi bergulir, dan akhirnya rezim orde
paru tumbang, tuntutan otonomi daerah semakin
Kencang diutarakan dan disuarakan oleh banyak
Kalangan.

e Sejalan dengan semangat otonomi daerah beberapa
Kewenangan pemerintah pusat akhirnnya diserahkan
Ke pemerintah daerah, termasuk diantaranya,
peberapa kewenangan di bidang pendidikan.

« Kantor wilayah Departemen Pendidikan Nasional
yang selama ini berwenang sebagal perpanjangan
tangan pusat di daerah, sepenuhnya diserahkan
kepada pemerintah daerah.

« Dengan demikian, dualism kepemimpinan yang
selama ini ada khususnya pada tingkat sekolah
dasar sekarang sudah tidak ada lagi (Sam M.Chan
dan Tuti T.Sam, 2007: 88-89).




4. Kebijakan pendidikan di era globalisasi

« Pada era globalisasi ini, baik yang mencakup aspek ekonomi,
budaya, politik, ataupun sosial sekalipun akan memberikan
kemungkinan yang sangat terbuka bagi siapa saja untuk turut
bersaing di setiap negara peserta.

* Persaingan bebas ini menuntut setiap negara untuk siap secara
optimal bila ingin tetap bisa berperan serta. Kalau tidak, negara
tersebut harus bersiap-siap untuk bangkrut dan keluar dari arena
persaingan.

« Sektor pendidikan yang menjadi tulang punggung penting dalam
membina dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), perlu
mengembil langkah konkret dalam menghadapi kecenderungan
global tersebut.

e Banyaknya mulai bermunculan sekolah internasional di Indonesia
yang didirikan oleh penanam modal asing dari India, America,
Australia dan lainnya atau pun penanam modal asing bekerja sama
dengan penanam modal dalam negeri merupakan tantangan bagi
pemerintah untuk mengambil keputusan dalam bidang pendidikan
agar tak tertinggal dalam era globalisasi ini, tetapi sampai sat ini
pemerintah belum mampu mengarahkan pada sistem pendidikan
yang mantap dan professional.



Jelaskan Periodisasi Pengembangan Kebijakan Pendidikan di Indonesia
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4. Masa Reformasi (1998-Sekarang)

Periodesasi pengembangan kebijkan pendidikan di indonsia (1) Zaman Sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia; (2) Pasca Kemerdekaan (Orde Lama); (3) Periode (Orde Baru) (4) masa reformasi



Framework pembelajaran abad ke-21
Kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah (Critical-Thinking and
Problem-Solving Skills), mampu berfikir secara kritis, lateral, dan sistemik,
terutama dalam konteks pemecahan masalah;
Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama (Communication and
Collaboration Skills), mampu berkomunikasi dan berkolaborasi secara efektif
dengan berbagai pihak;
Kemampuan mencipta dan membaharui (Creativity and Innovation Skills),
mampu mengembangkan kreativitas yang dimilikinya untuk menghasilkan
berbagai terobosan yang inovatif;
Literasi teknologi informasi dan komunikasi (/nformation and Communications
Technology Literacy), mampu memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk meningkatkan kinerja clan aktivitas sehari-hari;
Kemampuan belajar kontekstual (Contextual Learning Skills) , mampu
menjalani aktivitas pembelajaran mandiri yang kontekstual sebagai bagian dari
pengembangan pribadi, dan
Kemampuan informasi dan literasi media, mampu memahami dan
menggunakan berbagai media komunikasi untuk menyampaikan beragam
gagasan dan melaksanakan aktivitas kolaborasi serta interaksi dengan
beragam pihak. (ENSP.2010).



Soal

Kebijakan pelarangan penggunaan bahasa Eropa (Inggris dan Belanda) dalam
komunikasi lisan dan tulisan, dan hanya memperbolehkan komunikasi dalam bahasa
Indonesia dan........ Pengaruh tersebut sangat terasa dalam dunia pendidikan
karena semasa pendudukan Belanda, bahasa pengantar yang dipergunakan di
sekolah-sekolah adalah bahasa Belanda. Sehingga pada masa itu,

Periodesasi pengembangan kebijkan pendidikan di indonsia, paling tidak sudah dialami melalui lima
zaman vyaitu:

Q) o
(2) Masa pendudukan jepang;

(B) e
(4) Terjadi tahun 1942-45
(5) Dibentuknya Tim penyempurna bhasa Indonesia

7. Kebijakan pendidikan di Indonesia yang terkenal pada saat itu adalah “Sapta Usaha Tama dan
Pancawardana” berisi: -Penertiban aparatur dan usaha-usaha kementrian PP dan K; -Menggiatkan
kesenian dan olahraga; -Mengharuskan adanya usaha; -Mengharuskan; -penabungan; -Mewajibkan
usaha-usaha koperasi; Mengadakan kelas masyarakat.

(1) oo
(2) Tertuang dalam instruksi mentri PP dan K No 1 tahun 1959.

(3) e

(4) Terjadi pada masa ordelama
(5) Berlansung tahun 1959-1966.



8. “...... Kebijakan pendidikan di indonesia: (1) sistem pendidikan yang terpusat atau dengan istilah
sentralisasi membuat kualitas pendidikan Indonesia semakin memburuk. (2) sistem doktrinisasi, yaitu
sebuah sistem yang memaksakan paham-paham pemerintahan agar mengakar pada benak anak-
anak. (3) mulai dari sekolah dasar sampai pada tingkat perguruan tinggi, diwajibkan untuk mengikuti
penetaran P4 yang berisi tentang hapalan butir-butir Pancasila” (4) menolak segala bentuk budaya
asing, baik itu yang mempunyai nilai baik ataupun mempunyai nilai buruk. (Dwimas, 2010).

(1) o
(2) Pandangan (Dwimas 2010).

(B) o
(4) Terjadi pada masa ordebaru
(5) Berlansung tahun 1966-1998.

(1) oo
(2) Pandangan (Chan&Tuti 2007).

(3) e

(4) Terjadi pada masa reformasi
(5) Berlansung tahun 1998-sekarang.



Paradigma baru pendidikan Islam harus diorientasikan kepada pembangunan, pembaruan,
pengembangan kreativitas, intelektualisme, keterampilan, kecakapan, penalaran, inovatif, mandiri, disiplin
dan taat hukum. Selain itu, terbuka dalam masyarakat plural, dan mampu menghadapi serta
menyelesaikan persoalan pada eraglobalisasi dengan dilandasi keanggunan moral dan akhlak. Ini
dilakukan dalam kerangka usaha membangun manusia dan masyarakat yang berkualitas bagi kehidupan
dalam rnasyarakat madani Indonesia (Sanakri, 2003).

Paradigma baru pendidikan Islam

(1) Kebijakan Pendidikan Islam

(2) Paradigma baru pendidikan Islam

(3) Paradigma lama Pendidikan Islam

(4) Hujair Sanaky (2003)

(5) JPI-FIAI Tarbiyah. 8:4, (Juni, 2003), 14
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ISU KEBIJAKAN
PENDIDIKAN NASIONAL

KETIMPANGAN PENDIDIKAN
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TREND KETIMPANGAN
akses antar propinsi
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Secara agregatif nasional terus meningkat;

Tetapi diikuti MELEBARNYA KETIMPANGAN
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KONSEKUENSI & SOLUSI
disparitas akses pendidikan

TANPA TEROBOSAN KEBIJAKAN KETIMPANGAN ANTAR DAERAH AKAN
BERLANJUT DAN SEMAKIN TAJAM

ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN
— MERUPAKAN FUNGSI SUPPLAY DAN DEMAND
— BERPENGARUH LANGSUNG THD INDEK PEMBANGUNAN MANUSIA

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERLU BERSINERGI DENGAN KEBIJAKAN SEKTOR
LAIN DLM PEMBANGUNAN DAERAH DAN PEMBANGUNAN NASIONAL:

— INFRASTRUKTUR -> EDUCATION SUPPLY

— EKONOMI = KETENAGAKERJAAN:%

— KEBUDAYAAN l EDUCATION DEMAND
— POLITIK/ HUKUM -> PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DAERAH




KONKLUSI DAN KONSEKUENSI
analisis isu disparitas aksesibilitas pendidikan

DISPARITAS PERFORMA REKOMENDASI KEBBIJAKAN:
SISWAPD U.N. + PENINGKATAN
* FUNGS| FAKTOR2 YG ADA KEEFEKTIFAN DAN
DI SEKOLAH: asesmen — PENGEMBANGAN
proses — input KUALITAS.
« FUNGSI FAKTOR2 LINTAS ||+ PEMDA cq DINAS
SEKOLAH, DINAS PENDIDIKAN:
PENDIDIKAN DAERAH, & PENDAMPINGAN DI
KEBIJAKAN TINGKAT SEKOLAH/ KELAS
NASIONAL + NASIONAL: PENATAAN
KURIKULUM, SINKRONISAS|
KEBIJAKAN & KEGIATAN




ISU KUALITAS PENDIDIKAN
disparitas pendidikan menengah

PPMP — Lemlit UNY (2011)
Analisis mutu SMA di DIY & Jateng bag selatan.

 PERSEN (%) SOAL UJIAN NASIONAL GAGAL
DIJAWAB OLEH LEBIH DARI 65% SISWA.
— ANTAR KABUPATEN/ KOTA
— ANTAR TAHUN (2008 —2010)
— ANTAR IPA - IPS
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JAWA TENGAH Selatan

2010
2010

BANJARNEGARA| WONOSOBO | PURWOREIO | KEBUMEN CILACAP BANYUMAS

KAB.
MAGELANG

KOTA
MAGELANG

W JATENG IPA
W JATENG IPS
" JATENG BAH
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FAKTOR PENYEBAB

BAHASA INDONESIA

1,40
=DIY = Jateng
1,20 A
® 1,00
E
= 080 1
=
3
a 0,60 4
=
£
@ 040 1
0,20
0,00 +
Kesiapa | Kesiapa | Kesiapa | Wakiu | Metode |Pemanfa| Wakiu |Kelersed| Analisis | Kelas | Target | Wakiu
nGuru | nSiswa |nSarana| KBM KBM alan |Assessm| iaan |hasilles | besar kun- findak
kurang sarana ent alattes
KBM |terbatas | baku 1,40
=DIY ateng
DIy 026 1,26 083 1,19 0,76 067 1,22 093 1,03 1,15 1,20
Jateng| 039 127 1,02 1,08 1,04 1,06 1.1 084 1,00 1,02 -
® 1,00
3
= 080
=
H .
a 0,60
-
£
BAHASA INGGRIS s 0w
0,20
0,00
Kesiapa | Kesiapa | Kesiapa | Wakiu | Metode |Pemanfa| Wakiu |Ketersed| Analisis | Kelas | Targel | Wakiu
nGuru | nSiswa [nSarana| KBM KBM atan |Assessm| iaan |hasiltes | besar kuri- tindak
kurang sarana ent alathes kulum | lanjut
KBM |terbatas | baku a5565SM
ent
DIy 017 1,25 1.24 125 0,89 1.31 1.23 1,05 1.13 0,96 1,34 125
Jateng| 0,29 1,24 073 0,85 0,80 072 0,80 0,75 083 1,19 0,86 0,85

LPPM UNY@SUMARNO 07112013
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Para guru bahasa Inggris melaporkan bahwa sumber
masalah:

memang ada pada kesiapan siswa, keterbatasan
sarana (misalnya untuk listening);

vang berdampak pada proses pembelajaran yang
kekurangan pemanfaatan sarana karena tidak ada;

kekurangan waktu karena terbebani mengejar
target kurikulum;

sehingga fungsi asesmenpun juga kurang optimal.



Skor Penghambat

=Dy =

Jateng

FISIKA

Kesiapa | Kesiapa | Kesiapa | Wakiu | Metode |Pemanfa| Wakiu |Ketersed| Analisis | Kelas | Target | Wakiu
nGuru | nSiswa |nSarana| KBM | KBM alan |Assessm| iaan |[hasilles | besar | kur- | findak
kurang sarana ent alatftes kulum lanjut
KBM [lerbalas | baku assessm
ent
DIy 021 1,01 097 075 074 085 071 054 064 069 085 075
Jateng| 034 1,10 1,05 083 067 086 074 069 071 073 0,71 083
1,20
=DIY = Jateng
w
=
§
)
-
(==
=
-
w

KIMIA

LPPM UNY@SUMARNO 07112013

Kesiapa | Kesiapa | Kesiapa | Wakiu | Melode |Pemanfa| Waklu |Kelersed| Analisis | Kelas | Target | Wakiu
nGuru | nSiswa |nSarana| KBM KBM atan |Assessm| iaan | hasilles | besar kuri- tindak
kurang sarana ent alattes kulum lanjut
KBM | terbates |  baku assessm
ent
Dy 028 1,03 074 082 0,70 074 073 0,61 0,66 0,70 0,80 082
l)nlnng 0'3| 0'75 0A7s 0'63 07‘ 0‘66 (sl falk-or ] 4 Afy Falrd | NEF Fal =1
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B 070
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BIOLOGI 020
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Kesiapa | Kesiapa | Kesiapa | Wakiu | Metode |Pemanfa| Wakiu |Kelersed| Analsis | Kelas Target Wakiu
nGuru | nSiswa |nSarana| KBM KEM afan |Assessm| isan hasiltes | besar kuri- tindak
kurang sarana ent alathes kulum lanjut
KBM |terbalas | baku assessm
ent
[Dl‘f 0,19 0,83 095 0.76 073 074 0,63 072 061 0,65 0,72 0,76
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Dari FGD dengan para guru ditemukan penjelasan sumber masalah
kurikulum, misalnya penempatan isi yang bermasalah;

kebiasaan dan kemampuan membaca terbatas, kurang latihan; dan
meski ada MGMP, fungsi forum guru tersebut juga kurang optimal.

Sejalan dengan penjelasan menrut para guru inipun, dikemukakan pula
berbagai usulan pemecahan masalah misalnya:

pemberdayaan MGMP,

team teaching,

koordinasi antar kelas 10-11-12;
penataan kembali kurikulum,

peningkatan kapasitas belajar para siswa melalui berbagai pendekatan
dalam pembelajaran.

LPPM UNY@SUMARNO 07112013
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SkorPenghambat

1,20 1

1,00
080 1 EKONOMI
0,60
0,40 1
0,20 1
0,00 1
Kesiapa | Kesiapa | Kesiapa | Wakiu | Mefode |Pemanfa| Wakiu |Ketersed| Analisis | Kelas | Target
nGury | nGiswa |nSarana| KBM | KBM | alan |Assessm| iean |hasiltes| besar | kur-
kurang sarana | ent | alathes Kulum
KBM |ferbatas | baku asseasm
DIY 015 1,15 077 | 089 | 0 088 108 063 | 068 104 080
Jaleng| 016 | 080 060 | 054 0,55 1.40 -
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1,20
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2 050
-
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w 030
0,20
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0,00 -
SOSIOLOGI Kesiapa | Kesiapa | Kesiapa | Wakiu | Metode |Pemanfa| Wakiu |Ketersed| Analisis | Kelas Target | Wakiu
nGuru | nSiswa |nSarana| KBM KBM atan |Assessm| iaan |hasiltes | besar kur- tindak
kurang sarana ent alatites kulum lanjut
KBM |terbatas | baku agsessm
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Penjelasan dari rumpun IPS

e Ketidak sesuaian antara muatan kurikulum dengan
komposisi soal UN juga ditemukan di geografi.

e Kegemaran dan kecakapan membaca tentunya hal
vang sangat diperlukan di dalam belajar ilmu-ilmu
sosial; dan penelitian ini menemukan bahwa hal
tersebut masih belum menggembirakan.

e Dalam pelajaran sosiologi, buku juga menjadi salah
satu sumber kesulitan; di antaranya: tidak semuanya
menjelaskan materi dan konsep secara lengkap;
contoh-contoh kurang aktual, kurang kontekstual,
dan kurang mutakhir; sehingga sulit difahami.



BAGAIMANA KETIMPANGAN TERJADI?

teori sekolah efektif
teori pembangunan




| Pressure to
5%3 improve

Figure 1.

Comprehensive framework for effective school improvement

LPPM UNY@SUMARNO 07112013
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Sources of theory & policy change

Learning (from unexplained phenomena)
Changes in ideology

Changes in international environment
Changes in domestic institutions, constraints
and aspirations

Culture of the discipline (how to incorporate
the four sources)




TEORI
PEMBANGUNAN NASIONAL
KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN NASIONAL

FALLACIES OF DEVELOPMENT THEORY
Extracted from:

Irma Adelman (1999)

LPPM UNY@SUMARNO 07112013
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SINGLE CAUSE
THEORIES OF

UNDERDEVELOPMENT

SINGLE FIGURE OF @

MERIT CRITERION OF

DEVELOPMENT

LOG LINEAR PROCESS
OF DEVELOPMENT

LPPM UNY@SUMARNO 07112013

Common mistakes

OVER
SIMPLIFICATION

PARTIAL

22




FALLACY — |
SINGLE CAUSE THEORIES OF UNDERDEVELOPMENT

PHYSICAL CAPITAL (1940 — 1970) = marshall plan € Adam Smith classical ec
theory

ENTREPRENEURSHIP (1958 — 1965) - Schumpeterian, Hagen, McClelland

INCORRECT RELATIVE PRICES (1970 — 1980) -2 classical ec 2industrialization 2>
inequality

INTERNATIONALTRADE (1980 - ) = trade is enough

HYPERACTIVE GOVERNMENT (1980 — 1996) = government s the problem, not
the solution

HUMAN CAPITAL (1988 - ) > human capital is enough

INEFFECTIVE GOVERNMENT (1997 - ) = krisis moneter 2> ek = sos = politik

LPPM UNY@SUMARNO 07112013 23




FALLACY Il
SINGLE CITERION OF DEVELOPMENT PERFORMANCE

* GNP

— The extent of national potential for improving the
welfare of the majority of the nation.

Later/ better:

HDI (Human Development Index): a
multidimensional index of development

LPPM UNY@SUMARNO 07112013 24




FALLACY I
DEVELOPMENT IS A (LOG) LINEAR PROCESS

* PRODUCTION FUNCTION APPROACH

— Initial conditions do not matter
— Levels no matter
— There is no path dependence

— Universal policy prescriptions apply to all
countries

LPPM UNY@SUMARNO 07112013
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DG PERSEPTUAL

A

OBJECTIVELY
MEASURABLE
DISCREPANCIES

TANTANGAN:\

MEMPERTEMUKAN
DISKREPANSI OBJEKTIF

B

PERCEIVED
SELF NOW
WANTS

PERCEIVED
DISCREPANCIES

F3

F
CONDITIONERS

Fig. 2 - Multiple Discrepancies Theory

LPPM UNY@SUMARNO 07112013
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REFLEKSI ANALISIS KEBIJAKAN




MENGAPA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TAK SELALU MENCAPAI HASIL YG DIHARAPKAN?

FAKTOR DETERMINAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

THE PROBLEM

problem of the problem

THE SITE

contextual? Target’s characteristics?

THE ACTORS

sense of the policy problems

THE PROCESS

pressures, demands, resources

OUTCOMES

capacity of individuals / system

)

EXPECTED CHANGE?

NECESSARY OUTPUTS

REQUIRED PROCESS

INPUTS NEEDED

28




MENGAPA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TAK SELALU MENCAPAI HASIL YG DIHARAPKAN?

KONDISI YG DAPAT BERPENGARUH THD ADOPSI REFORMASI PENDIDIKAN

SIFAT PERUBAHAN: kombinasikan akses dg mutu; inkremental; sinergikan
dg pembangunan.

UPAYA MEMPERKUAT SUPPLY: percayakan pd pejabat dg masa jabatan yg
memadai; hubungkan aspek?2 di luar pendidikan; bentuk unit org yg pro-
perubahan yg diharapkan

UPAYA MEMPERKUAT DEMAND: kampanyekan dg sebanyak2nya
informasi; libatkan calon penerima manfaat perubahan, dim perancangan
dan evaluasi

SETING KELEMBAGAAN: bangun relasi eksekutif — legislatif; jalin hubungan
kelompok oposisi; pre-emptif koalisi strategis antara kelompok
panyandang sumberdaya dengan aktor sosial lain.

DUKUNGAN PUBLIK THD REFORMASI PENDIDIKAN,
TIDAK SERTAMERTA MENDUKUNG REFOMASI MUTU PENDIDIKAN
BAHKAN DAPAT MENIMBULKAN PENOLAKAN

29



CATATAN PENUTUP

SISTEM KEBIJAKAN PENDIDIKAN PERLU BELAJAR
DARI PENGALAMAN SUKSES DAN PENGALAMAN
KEGAGALAN SETELAH KEBIJAKAN
DIIMPLEMENTASIKAN.

DIMENSI ISU KEBIJAKAN PENDIDIKAN:

— APA persoalannya? (ingat Error tipe-lll)

— APA solusinya? (pilihan dari hasil pengembangan opsi)
— BAGAIMANA ketepatan rancangan dan implementasinya?
— BAGAIMANA ketepatan monev & pengendaliannya?
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'KEBIJAKAN RENDIDIKAN
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Substansi Materi

Konsep dasar Formulasi kehijakan

Wodel, tipologi, formulasi‘kehijakan

Proses rermmulast kebijalkan

Proses formulasi kebijakan




TEMA:
Formulasi Dan Pengesahan/Legitimasi Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok I, sudah
dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal 20
maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok I.
Bagi Kelompok I:

Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin
sebagai bahan masukan perbaikan makalah

Bagi Kelompok II-1lI-IV-V-VI-VII:
*Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah
kelompok I.

Keterangan:
*) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG



I. Konsep Dasar

" Formulasi Kebijakan ?

— ——— - e

Definisi - 1

- Keseluruhan proses yang menyangkut
pengartikulasian dan pendefinisian masalah,
perumusan kemungkinan-kemungkinan
pemecahan masalah dalam bentuk tuntutan-

tuntutan politik, pengaturan tuntutan-tuntutan
tersebut ke dalam sistem politik, pengupayaan
pemberian sanksi-sanksi atau legitimasi dari
arah tindakan yang dipilih, pengesahan dan
pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan
peninjauan kembali/umpan balik (Udoji; dalam
Solichin Abdul Wahab, 1997:17) .
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" Formulasi Kebijakan ?

i

Definisi - 2

* Langkah yang paling awal dalam proses
kebijakan publik secara keseluruhan - sangat
menentukan berhasil tidaknya kebijakan publik
yang dibuat itu pada masa yang akan datang.

» Formulasi kebijakan menyangkut upaya
menjawab pertanyaan bagaimana berbagai
alternatif disepakati untuk masalah masalah
yang dikembangkan dan siapa yang
berpartisipasi. (Menurut Anderson, dalam
Winarno, 2007 : 93)




"Tujuan dari mempelajari
model _fnrmul_gsi kebij_ akan

Membantu kita berkomunikasi dengan pihak lain mengenai hal-hal
penting dalam kehidupan politik;

Mengarahkan upaya kita untuk lebih memahami kebijakan publik
dengan mengenali apa yang penting dan yang tidak penting;

Memberikan penjelasan mengenai kebijakan publik dan memprediksi
konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan.

e fippl . Infa



II.Model-Model

Formulasi Kebijakan

1 Model 4 Maodel
Elite--Massa Inkremental

4 5 @ Model Z Maodel
Teori Permainan Pilihan Publik

7 Model

Demokratis




MODEAROREASRSPHIIAWAN

e i T T ——— A, e B

" MENCAKUP 2 KLASIFIKASI

. ( Nicholas Henry )

—_ — T —

1. PROSES

Model INSTITUSIONAL/KELEMBAGAAN
Model ELITE-MASSA

Model KELOMPOK

Model SISTEM POLITIK

2. HASIL / AKIBAT ( OUTPUT )

Model RATIONAL & COMPREHENSIVE
Model INCREMENTAL
Model PENGAMATAN TERPADU
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Model Elit-Massa (:l:)

e ——

- e

Model
Elite--Massa %

Rakyat dibuat apatis dan miskin informasi sehingga elitlah yang membentuk
pendapat umum serta kebijakan mengalir dari elit ke massa melalui
administrator-administrator (pejabat pemerintah, birckrat).

Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok kecil (efit) yvang
mempunyai kekuasaan dan kelompok besar (massa) yang tidak mempunyai
kekuasaan. Hanya elit yang menentukan kebijakan sedangkan massa tidak
menentukan kebijakan

Kelompok kecil yang memerintah pada umumnya mempunyai kedudukan
sosial ekonomi yang tinggi.

[F—— e — = S—

Model Elit-Massa(z)

— -

e

o




Peran sistem politik = mengatasi
konflik dalam kelompok melalui

I"-E_bijal'_::f;'n = keseimbangan = 1) membuat aturan main di kelompolk;
(equilibrium) kelompok. » 2} memyusun upaya kompromi dan

Kelompok = jembatan antara SO e e L e b

2 =i E = 3} meneraphkan kormprovnd dalam
individu dan pemerintah. kebifakan publik, dan

= 4) mmelaksanakan upaya Korrpronms
dalam kebijakarn JoLrbil.

Pengaruh - Pengaruh
Kelompok B N Kelompok A /

|

Pengaruh
tambahan
Kebijakan

Publik
|
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Model nasional (:l.)

Model mengedepankan gagasan bahwa kebijakan
publik sebaga: marximum sosial gain vang berarti
pemerintah sebagai pembuat kebijalkan hamas
memuilil kebijakan WVALlT memberikan manfaat
optimmum bagi masyarakat.

Model iri mengatalkan bahwa proses formulasi
kebijakan harmaslah didasarkan pada keputusan wyang
sudah diperhitunglkan rasionalitasnyva. waltu
memperbandingkan antara pengorbanan dan hasil vang
dicapai. Dengan kata lain model ini mengedepankan
pada aspek efisiensi atau aspek ekonomais.

Model Rasiomal (=)

i ——————

Bagaimana Eenggt&huil pi]i_hl‘?n—pili:"lan dan :
o ecenderungan-Kecendarungan yan
ke;gi‘;atgéing diinginkan -::?‘e_h masyarakat = =2
memperhitungkan yang mungkin l_}ntuk diimplementasikan
Menilai perbandingan perhitungan
untung-rugi yang akan diperoleh apabila

rasionalistas costs

yang benefitsnya kebijakan itu diimplementasikan

bagi masyarakat Memilih alternatif kebijakan yang paling
melalui cara-cara : efisien dan ekonomis.
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Inkremental
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Model Incremental

Model ini,
masa lalu
seperlunya. Artinva kebijakan publik ditambal

sulam
kebijakan.

......

lebih pada
dengan

Model 1m1 melihat bahwa kebiyakan

menyesuaikan dinamika

publik merupakan

melanjukan kebijakan
beberapa

modifikasi

Iingkungan

Asumsi dasar dari model ini
adalah bahwa perubahan
inkremental (penambahan)
adalah proses perubahan

kebijakan yang paling aman

dan tidak menimbulkan
resiko

Biasa disebut dengan moded
praktis karena
pendekatannya yang terlalu
sederhana dan praktis

merevisi formulasi model
rasional.

Banyak digunakan oleh

negara-negara berkembang.

Kebijakan selalu bersifat
senal, fragmentany dan
sebagian besar remedial.

"melanjutkan” atau

"memodifikasi” kebijakan-
kebijakan yang tengah
berdangsung ataupun

kebijakan-kebijakan yvang

telah lalu.

membatasi pertimbangan-
partimbangan kebijakan
alternatif
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Mereka tidek punya cukup wakiu, infarmasi dan dana untuk menelti semua attematif kebijakan yang ada

pembuat kebljakan mensnms [egumas kebljakan sebeumnya dikarenakan ketdakpastian konsekusns dar kebljakan
yang banar-banar bam alau barbada.

o Mungkin investasi pada program yang ada sangat besar, sshingga perubahan radikal fidak dianggap periu
dilakukan.

Inkramanialisme barguna sacara paliks. Kasepakalan akan mudah dicapai dalarm pangambilan Eepulusan jika hal yandg
dipertentangkan hanyalah menambah atau mengurangi anggaran, atau memodifikasi program yang ada. Konfiik akan

mukcul pada saal memuluskan kabijakankabijakan besar. Inkramanialisme digini berguna unbuk manurunkan lingkat
kanflik, mempertahanakan stabltas dan memelihara sistem politik fu sendin.

Dengan tidak adanya mjuan atau nilai-nial sosial vang disepakati, maka akan lebin mudah bagi pemerintah di masyarakat
yang maemuk untik mesanjulkan program yang sudah ada, danpada merancang program-progranm tertantu.
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‘Model Mxxed-Scanmng
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perbaikan dari model
Amitai Etzioni inkremental dan
resionalisme sekaligus.

memberikan jalan bagi st LR os

; memperhitungkan kemampuan pembuat
F:IEI'IQEII"I'II!J”EI"] kEpUtLIEEI'I Yang keputusan yang berbeda-beda, semakin
memperhitungkan baik tinggi kemampuan pembuat keputusan

: dalam memberikan kekuasaan untuk
kEpLItUEEII‘I NENIE bersifat melaksanakan keputusannya, maka
fundamental maupun semnakin banyak scanning vang secara
keputusan vang bersifat realistis dilkutsertakan, dan semaik

P inkre&?en%al banyak cakupan vang di scanning, maka
. keputusan akan semaik efektif.
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Model ini mendasarkan pada fungsi-fungsi kelembagaan dari
pemerintah, disetiap sektor dan tingkat, dalam formulasi
kebijakan. Menurut R. Dwve ada 3 hal wang membenarkan
pendekatan ini, vaitu:
Pemerintah memang sah membuat kebijakan publik.
Fungsi pembuat kebijakan publik itu bersifat universal.
Pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan(koersi) dalam
kehidupan bersama.

Kebijakan —= hasil dari lembaga-lembaga pemerintah (parlemen,
kepresidenan, kehakiman, pemerintah daerah dan sebagainya) yang
meliputl proses-proses perumusan, pelaksanaan dan pemaksaan secara
otoritatif oleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut.

FPemerintah memberikan legitimasi terhadap kebijakan yang akan
ditempuhnya, sedangkan rakyat sebagai penerima kebijakan tersebut.

Femerintah melaksanakan kehijakannya secara universal dan tidak ada
seorangpun yang bisa menghindar. Hanya pemerintah yang berhak
memaksakan pelaksanaan kebijakan kepada masvarakat.
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Teori Permainan
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Dilakukan pengaturan strateg) agar kebijakan yang ditawarkan pada

pengambil keputusan lain dapat diterima, khususnya oleh para
penentang.

Pengaturan/pemilihan strategi menjadi hal yvang paling utama karena
jika tidak, maka tidak banyak didukung oleh para pengambil keputusan.

HKebijakan yag dibuat oleh pemerintah haruslah kebijjakan yang meamang
berbasis pada Publik chofces (pilihan publik mayoritas).

Asumsinya dalam negara yang demokratis yang mengedepankan one-
men-one-wvote, maka siapa yang dapat menghimpun suara terbanyvak
dialah wvang akan menjadi pemegang kekusaand/keputusan.

HKebijakan wyang mayoritas merupakan konstruksi teori kontrak sosial,
sehingga ketika kebijakan akan diputuskan akan sangat tergantung pada
preferansi publik atas pilihan-pilinan yang ada.

Keaetika ada satu pilihan dari banyak pilinan yanmg ditawarkan oleh pemerintah
dipilin oleh mayoritas publikfwarga negara, maka serta merta pilinan publik
itulah yvarng menjadi kebijakan.
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Model Pilihan Publik

Pilihan Publik

Kebijakan yag dibuat oleh pemerintah haruslah kebijakan yang memang
berbasis pada Publik choices (pilihan publik mayoritas).

Asumsinya dalam negara yang demokratis yang mengedepankan one-

men-one-vote, maka siapa yang dapat menghimpun suara terbanyak
dialah yang akan menjadi pemegang kekusaan/keputusan.

Kebijakan yang mayoritas merupakan konstruksi teori kontrak sosial,
sehingga ketika kebijakan akan diputuskan akan sangat tergantung pada
preferensi publik atas pilihan-pilihan yang ada.

Ketika ada satu pilihan dari banyak pilihan yanmg ditawarkan oleh pemerintah
dipilih oleh mayoritas publik/iwarga negara, maka serta merta pilihan publik
itulah yang menjadi kebijakan.
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Model Demokratis

Demokratis

v Tl Infa
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MODEL INI
MENGGUNARAN
RUNTLTAN RUMLSAN

STRATEGIS SEBAGA! BASIS

PERUMLUISAN KEBIAKAN.
.
JOHN D BRYSON
MENGEMUKAKAN
LANGHAH-LANGKAH
DALAM PROSES

PERUMLUSAN STRATEGIS
ANTARA LAIN 588.

MEMPRAKARSAI DAN
MENYEPAKATI
PROSES
PERENCANAAN

STRATEGIS, YG.
. MELIPUTI KEGIATAN.

%

MEMPERJELAS
MANDAT DAN MI5I
ORGANISASI.

|

MERUMUSKAN
PANDUAN PROSES.

|

MEMAHAMI MANFAAT
PERENCAMNAAN
STRATEQGIS,
MENGEMBANCKAN
KESEPAKATAN AWAL,

%

%

%

MODEL STRATEGIS

MENILAI KEKUATAN
DAN KELEMAHAN,
PELUANG/ANCAMAN.,

%

a

MERUMUSKAN
STRATEGIS UNTUK
MENGELOLA 15U,




Model Model
Elite--Massa Inkremental

Model Model

Teori Permainan Pilihan Publik

Model
Demokratis
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.4» Mencari dukungan politik agar

dapat diterima dan direalisasikan

- s Pelaksanaan Keputusan politik
Implementasi Kebijakan yang telah ditetapkan
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MANA MODEL YG PALING SESUAI 5 4

SEBELUM : : _
MEMILIH 1. Kompleksitasnya isu atau permasalahan;

MODEL,
MAKA
TENTUKAN

LEBIH
DAHULU
HAL-HAL
BERIKUT :
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PERUMUSAN KEBIJAKAN
UNTUK NEGARA BERKEMBANG

ADA 5 (LIMA) TIPE AGENDA KEBIJAKAN DI

NEGARA-NEGARA BERKEMBANG , YAITU :

« Rutin, tipe ini adalah tentang isu tahun demi tahun.

« Berubah, negara berkembang diberi nama ‘berkembang”
karena misi utamanya adalah untuk mengubah masyarakat
menjadi lebih baik.

« Krisis; tentang krisis ekonomi, keuangan, sosial dan politik
vg. dipicu oleh sebab domestik dan global.

« Konflik; tipe tentang konflik horizontal, konflik etnik yg.
berkembang menjadi konflik vertikal yg. kadang-kadang
berbenturan dengan keyakinan (agama, budaya, dan
kebiasaan).

« Tidak jelas; karena dunia dilanda krisis tanpa kecuall.

wa fppl . Info

e i ——






ebijakan
di Pemerintah Indonesia

Kebijakan Level Strategis

+ jalah kebijakan yang bersifat nasional , berorientasi pada
masyarakat luas, bersifat jangka panjang dan menyeluruh.

Kebijakan Level Operasional

+ ialah kebijakan yang merupakan bagian dari kebijakan level
strategis. Ini menggambarkan cara-cara jangka pendek
mencapai tonggak dan menjelaskan bagaimana, atau apa
sebagian, rencana strategis akan dimasukkan ke dalam
operasi selama periode operasional yang diberikan



Level
Strategis

Level
Operasional

« Kelompok
« Rasional
* [ncremental

« Mixed Scanning
+ Kelembagaan

« Teori Permainan
* Pilihan Publik

« Demokratis

« Strateqi

» Rasional

+ Mixed Scanning
+ Pilihan Publik

» Demokratis




Modde] Kelormpok

= Dalam pengambilan kebijakan masih terlihat berbagai kepentingan kelompok Fraksi
vang bermain menstukan kebijakan Publik di Indonesia

Podel Rasionalisrme

= dalam pengambilan kebijakan lewel strategis . Pemernntabh memperhitungkan
manfaat yang akan diperolebh masyvarakat umum, keuntungan dan kerugianniva

Maodel Inkrementasi

= karena melihat kebijakan memupakan wvariasi atau kelanjutan masa lalu. Misalnya
salah satu dasar dalan penetapan RFPJIMN periode berikutnya, adalah hasil yang
dicapai dalam RPJMMN pericde sebelumnya.

Maodel Mixed scanning :

= Karena modsal ini gabungan modsal rasional dan inkremmentalis dalam membuat
kebijakan llewvel strategis karemna ada situasi dirmana dalam menaentukan kebijakan
level strategis wyang bersifat peralihan. ( dari masa pemerintahan barm ke
paemerintahan lama)

Level Strategis () .

E Model Kelembagaan - e P e e o]

= karena pada model ini kebijakan dibuat olsh Pemerintah dan bersifat universal

Model Teori Pernmainan

- Karena pada Model ini. dilakukan pengaturan strategi agar kebijakan yang ditawarkan pada
pengarmbil keputusan lain dapat diterirma

Model Pilihan Pub»lik:

= Kebijakan yvang dibuat oleh Pamerintah harmuslah kebijakan yvamng maemang berbasis pada Pobiik
choices (pilihan publik mayvoaritas ).

Model Demokratis :

- pada model ini pengambilan keputusan harmas mMengambil suara sebanyak munakin dari
stakeholder. Penstapan kebijakan level strategis. dimana bersifat nasional diperlukan masukan
vang banyak dari stakeholder sehingga menghasilkan kebijakan vang bermanfaat

=« runtutan ruMmMuosan strategis sebagai basis perumusan kebijakan.




LEVEL OPERASINAL

Level Operas:lonal (:l.)

Model Rasionalisme

= Bagaimana kebijakan operasional yvang dibuat
harus memperhitungkan rasionalistas costs ang
benefitsnya bagi masyarakat, terutama kebijakan
vang mungkin untuk diimplementasikan.

Model Mixed scanning

- Karena kebijakan operasional vang akan

Leve.l Operas:lonal (z)

diformulasikan menggabungkan unsur-unsur
kebaikan yang ada pada model rasional dan
inkremental

Model Kelembagaan

Karena tugas membuat kebijakan operasional juga
merupakan tugas pemerintah. Hasil dari lembaga-lembaga
pemerintah (parlemen, kepresidenan, kehakiman,
pemeaerintah daecrah dan sebagainya) yvang meeliputi proses-
proses perumusan, pelaksanaan dan pemaksaan secara
otoritatif ocleh lembaga-lembaga pemerintah tersebut.

Model Demokratis

Karena merupakan implemaentasi dari good governance
vang mengamanatkan bagi pemerintahan agar dalam
membuat kebijakan operasional para konstituen dan
pemanfaat diakomodasi keberadaannya




rangp
diIndonesia .

Model Model
Kelembagaan | | Demokratis



Model Elite

» Pada swasta pemegang saham sebagai kelompok kecil (elit) yang memiliki
kekuasaan dan hanya kelompok elit yang menentukan kebijakan.

Model Kelompok

» Dalam model ini beberapa kelompok yang berkepentingan berusaha
mempengaruhi isi dan bentuk kebijakan secara interaktif. Dalam swasta jika
saham dipegang oleh publik, maka dalam implementasi suatu kebijakan harus
akan bergerak ke arah yang diinginkan kelompok yvang memenangkan
pengaruh, dan menjauh dari kelompok yang kehilangan pengaruh.

hModel Rasionalisme

» Sebagai profit oriented pihak swasta pasti akan melakukan
penilaian/perbandingan untung rugi yang diperoleh apabila kebijakan tersebut
diimplementasikan. Swasta akan memilih alternatif kebijakan yang paling
efisien dan ekonomis.




Model
Strateg
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CONTOH KETERLIBATAN (1)

Penyusunan Perda KIBBLA di Kota Depok

» Penyusunan Perda ini menggunakan Formulasi

Kebijakan sebagai berikut :

« Model Rasional, karena disusun dalam rangka
mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang
setinggi-tingginya.

 Model Kelembagaan, karena dalam hal ini
Pemerintah Daerah memang yang bertanggung
jawab dalam mewujudkan Kesehatan Ibu dan Anak
yang optimal

» Model Demokratis, karena dalam hal ini Perda
disusun dalam rangka implementasi Good
Governance
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" CONTOH KETERLIBATAN (2)
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Lewvel Strategis

= pada penyusunan Perda KIBELA, kami ikut terlibat dalam proses sebagai
berikut :

FPenyusunan Agenda Setting

Identifikasi Stakeholder

Pendekatan Stakeholder terkait

Ferumusan Strategi kebijakan

Fenyusunan Naskah Akademik

FPembahasan dengan Legislatif sampai dengan Pengesahan PERDA

Level Operasional

- pada penyusunan Perda KIBELA, kami ikut terlibat dalam proses sebagai
berikut :
= Penyusunan program kerja
= Penyusunan anggaran untuk mendukung program
+« Koordinasi stakehodler internal dan eksternal

+ Melakukan sosialisasi Perda
+ Melakukan pengawasan dan Monev implementasi Perda
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Substansi Materi

2.Konsep dasar Soslalisasi&komunikasi kebijakan

2.Rentingnya SosKom [kehijakan

SHModelfSosKeomikehijalsalin

4.ldentifikasi SosKom Kebijakan




TEMA ini:
Sosialisasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok II,
sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal
20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok I:
Bagi Kelompok II:

Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin
sebagai bahan masukan perbaikan makalah

Bagi Kelompok I-1lI-IV-V-VI-VII.
*Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah
kelompok II.

Keterangan Khusus tentang Paper Kelompok:

1) Paper Kelompok I-1I-11I-1V-V-VI-VII: segera kirimkan ke email rusdiana@gmail.com. Dengan kentuan:

a.Pengiriman: Paper ke-1 dan Piper ke-2 (setelah perbaikan). Setiap kalimat, paragraf dan sejeisnya
yang diperbaiki atau redaksi baru (tambahan) diberi warna merah.

b.Pengiman ke email, menggunakan Fail Microsof Office Word (jagngan mengirim PDF). Apabila
sudah megirim hibauan ini abaikan.

2) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG



Konsep Dasar

Definisi - 1 Sosialisasi

Sosialisasi adalah satu konsep umum yang bisa dimaknakan
sebagai sebuah proses di mana kita belajar melalui interaksi
dengan orang lain, tentang cara berpikir, merasakan, dan
bertindak, di mana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang
sangat penting dalam menghasilkan partisipasi sosial yang
efektif. Sosialisasi merupakan proses yang terus terjadi
selama hidup kita. (George Herbert Mead, 1972).
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Definisi - 2-3. Komunikasi Pendidikan

Komunikasi sebagai suatu proses berbagi (sharing
process), Schrarmm menguraikan demikian: “Komunikasi
berasal dari kata-kata (bahasa) latin communis yang
berarti umum (common) atau bersama. Apabila kita

berkomunikasi, sebenarnya kita sedang berusaha
menumbuhkan suatu kebersamaan (commoness) dengan
seseorang.Yaitu kita berusaha berbagi informasi, ide,

atau sikap”. wilbur Schrarmm (Suprapto, 2006)




Implementasi
memberikan dua kontribusi:

1. memberikan dasar atau fondasi kepada individu bagi terciptanya
partisipasi yang efektif dalam masyarakat.

2. memungkinkan lestarinya suatu masyarakat, karena tanpa sosialisasi
akan hanya ada satu generasi saja sehingga kelestarian masyarakat akan
sangat terganggu

Adapun komunikasi menurut Gonzalez, (Imron, 2008), adalah suatu
proses, yang dalam proses tersebut partisipan bertukar tanda-tanda
informasi dalam suatu waktu.

Tanda-tanda informasi tersebut data saja bersifat verbal, non verbal, dan
paralinguistik.

Hakikat dari komunikasi kebijakan pendidikan adalah sosialisasi atas rumusan-
rumusan kebijakan pendidikan yang sudah dilegitimasikan. Sebagai komunikatornya
adalah para aktor perumusan kebijakan pendidikan, sedangkan sebagai
komunikannya adalah para pelaksana kebijakan pendidikan beserta dengan
perangkat dan khalayak pada umumnya.




Apa yang disosialisasikan & dikomunikasikan?

 Unsur-unsur komunikasi digambarkan Alo Liliweri
(2009), antara lain:

— Pengirim (sender) atau sumber (source) atau komunikator

adalah  individu, kelompok, atau organisasi yang

menyampaikan pesan kepada seseorang atau sejumiah
orang.

Penyandian (encoding), yakni proses pengalihan pikiran ke

dalam bentuk lambang.

Pesan (message) merupakan pesan yang merupakan
seperangkat lambang bermakna yang disampaikan oleh
komunikator.

Media adalah saluran komunikasi tempat berlalunya pesan
dari komunikator kepada komunikan.




II. Alasan
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1.Agar khalayak memahami lebih dalam

Kebijakan pendidikan yang telah dirumuskan harus senantiasa
dikomunikasikan secara terus-menerus kepada khalayak, agar
khalayak memahaminya lebih dalam.Sebab, tidak diterimanya suatu
kebijakan tersebut, bisa jadi bukan karena kebijakan yang
dirumuskan tersebut kurang aspiratif, melainkan terutama karena
belum dipahaminya secara mendalam oleh khalayak.

2. Menghindari kesalahan pemahaman

Kontinuitas komunikasi sangat penting, jika kita sadari bahwa tidak
semua hal yang dikomunikasikan oleh komunikator itu senantiasa
dapat dicerna persis oleh komunikan. Kesalahan pemahaman
inilah, yang seringkali menjadi penyebab tidak tersosialisasikannya
suatu rumusan kebijakan yang sudah sah tersebut.Bahkan, tidak
mendukungnya mereka yang terikat oleh kebijakan, terhadap
kebijakan yang sah bisa disebabkan salahnya pemahaman akibat
AUIANUNVAd KOMNJUTLIKA




[I[.Model-Model

Komunikasi®kebijakan

Mode IMkasi dapal dibedakan menjadi tiga macam, aoaian: sebagal
berikut:

1. Model Komunikasi Kebijakan Satu Arah

Bidang Pengalaman |
I

I I_l_I - /
" Pengirim Pesan| Penyandia  |Signal = Penerimaan E:lml

- -

GBR: 1 Model Komunikasi Schraumn yang satu Arah (Ruben, 1988)

Model komunikasi satu arah ini mempunyai aliran yang berlawanan, ialah dari
bawah ke atas. Model komunikasi kebijakan demikian, dikenal dengan bottom up.
Dan Model Pendekatan Top-Down. Menurut pandangan George C. Edwards Il
(1980) dalam subarsono (2008), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat

variabel, yaitu:
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GBR. 2. Model Komunikasi George C. Edwards Il (1980)

Komunikasi. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu di
komunikasikan secara tepat dengan para pelaksana.

Sumber daya. Sumberdaya adalah faktor penting untuk mplementasi kebijakan agar efektif.
Disposisi. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti
komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis.

Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi
berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial
maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Model bottom up adalah model yang memandang proses sebagai sebuah negosiasi dan
pembentukan konsensus. Parsons (2006), mengemukakan bahwa yang benarbenar penting dalam
implementasi adalah hubungan antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan.
Pendekatan bottom up menekankan pada fakta bahwa implementasi di lapangan memberikan
keleluasaan dalam penerapan kebijakan.




William J. Seiler (1988), memberikan model komunikasi dua arah dan bersifat
lebihuniveTsal, Model tersebut adalah seperti terdapat pada gampar ©.2. Perikut
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GBR.3. Model Komunikasi Dua arah
Sumber: William J. Seiler, 1988. (Arni Muhammad. 1989: 5)




3. Model Komunikasi Kebijakan Multi Arah

S—

Gambar 6.2.
Model Komunikasi Transaksional
Sumber: Sherwyn P. Morreale, Brian H. Spitzberg, J. Kevin Barge dalam buku
Human Communication: Motivation, Knowledge, and Skills (200 7:11).




IV, Analisis Masalah

Komunikasi kebijakan

1. Problema yang bersumber dari komunikator

Kurang ahlinya komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan kebijakan,
sehingga kebijakan pendidikan yang rumusannya jelas, bisa tidak jelas
karena tidak disampaikan dengan baik oleh komunikatornya.
Komunikator mempunyai referensi yang berbeda dengan komunikan dalam
banyak hal.berbedanya referensi ini bisa menjadi penyebab taktepatnya
jargon-jargon yang dipakai oleh komunikator dalam menyampaikanpesan-
pesan kebijakan pendidikan, dari visi komunikan.

. Kurangnya kredibilitas komunikator di mata komunikan. Kredibilitas
komunikator, meliputi banyak hal, mulai dari tingkat ketokohannya di

masyarakatnya (di mata komunikan), perilaku dan sikapnya, serta
kemampuan aktingnya.




2. Problema yang bersumber dari Pesannya

1. Pesan’itu sendiri, ialah rumusan kebijakannya tidak begitu jelas. Ketidakjelasan
rumusan ini terjadi sebagai akibat dari banyaknya kompromi dan upaya
konsensus yang dilakukan oleh para aktor pada saat merumuskan kebijakan. Jika
rumusan kebijakan itu tidak jelas, maka akan ditangkap komunikator secara tidak
jelas, lebih-lebih jika disampaikan kepada komunikan atau khalayak, akan
tertangkap tidak jelas lagi.

. Sebagal rumusan kebijakan yang baru dan belum mengkhalayak,bisa jadi
rumusan kebijakan tersebut dirasakan asing oleh khalayak. Karena dirasakan
asing, memberikan peluang bagi munculnya penolakan dari komunikan. Sebab,
seberapa pun kadarnya, komunikan pasti telah punya referensi mengenai banyak
hal.Referensi yang telah ada dalam dirinya tersebut, bisa menjadipenyebab
resistensinya terhadap hal-hal yang baru, terlebih dengan hal-hal yangasing.

. Sebagai akibat dari komprominya banyak aktor dalam merumuskankebijakan,
tidak jarang rumusan kebijakan tersebut sangat ideal dan kurangrealistik. Ini bisa
menjadi penyebab komunikan yang menerima pesan darikomunikator tersebut
apatis, karena menganggap apa yang disampaikan oleh komunikator sekedar
Isapan jempol. Misalnya saja, rumusan kebijakan yang terlalu ambisius dan tidak
mungkin dapat dilakukan.
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3. Problema yang bersumber dari komunikannya

1. Heterogennya komunikan. Heterogenitas komunikan ini, bisa dalam
hal tingkatan pendidikannya, ragam etnik, kepercayaan dan
agamanya, dan ragam simbol-simbol yang dipakai dalam
kehidupannya.Heterogenitas komunikan ini, menjadikan penyebab
sulitnya mencari “bahasa” yang cocok untuk mereka.

. Penyesuaian penyampaian pesan berdasarkan mereka yang berada di
strata atas, tentu menjadi penyebab tidak dipahaminya pesan-pesan
tersebut oleh rakyat kebanyakan, sementara jika menyesuaikan
dengan mereka yang tingkatannya rendah, bisa dianggap tak berbobot
oleh mereka yang berada di tingakatan atas.

3. Adanya pengetahuan sebelumnya dari pihak komunikan yangberbeda
sama sekali dengan pesan-pesan kebijakan yang baru saja ia terima.
Seleksi yang dilakukan ini bisa menjadi penyebab diterimanya
kebijakan tersebut secara sepotong-sepotong dan tidak utuh.Tidak
utuhnya penerimaan atas rumusan kebijakan bisa menjadi penyebab
kelirunya pemahaman seseorang mengenai kebijakan.
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TEMA:
IMPLEMENTASI Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok I,
sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal
20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok I.
Bagi Kelompok llI:

Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin
sebagai bahan masukan perbaikan makalah e et~ awsatan

— Identifikasi aktor-alktor pelalksana kebijalkan
Fenclcikan.
- Arena kebijakan pendidikan

- Langkah wrmuim kehijakan pendidikan.

Bagi Kelompok I-1I-1V-V-VI-VII:
*Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah
kelompok III.

Keterangan:

*) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG dusahakan
sebelum UTS
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" KONSEP DASAR
A KEBITAKAN

Implementasi merupakan suatu proses yang melibatkan
sejumlah sumber yang termasuk manusia, dana, dan

kemampuan organisasional yang dilakukan oleh pemerintah
maupun swasta (individu atau kelompok). Proses tersebut
dilakukan untuk mencapal tujuan yang telah ditetapkan
sebelumnya oleh pembuat kebijakan. (Wododo, (2007)

Kebljakan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja
dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor yang
berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu

yang dihadapi”. (wahab, 1997)




Suatu kebijakan setidak-tidaknya memuat empat komponen, yaitu:

1) Merupakan serangkaian tindakan yang sengaja dan benar-benar dilakukan
2) Dilakukan oleh seseorang atau sekelompok aktor

3) Adanya suatu masalah atau pesoalan tertentu yang dihadapi

4) Dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan tertentu

Hakikat utama implementasi kebijjakan adalah memahami apa yang
seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau
dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha untuk
mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat
atau kejadian-kejadian.

Coba tulis untuk jawaban melalui PEMIKIRAN ANDA BAGAIMANA....?

Hal ini yang sering anda mendapat koment ...pabhit...




Pentingnya Implementasi Kebijakar

Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah
implementasi kebijakan. Implementasi sering dianggap hanya
merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislatif
atau para pengambil keputusan, seolah-olah tahapan ini kurang
berpengaruh.

Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi

begitu penting karena suatu kebijakan tidak akan berarti apa-apa jika
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Dengan kata lain
Implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan dilaksanakan
secara maksimal dan dapat mencapal tujuan kebijakan itu sendiri.

Anda pasti terkecoh membaca kalimat “Pentingnya”.... Cari kata sepadan yang tepat




Model-Model Implementas! Reijakar

Untuk mengkaji suatu implementasi kebijakan publik (termasuk
kebijakan Pendidikan), maka perlu diketahui variabel dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya. Untuk itu, diperlukan suatu model kebijakan
guna menyederhanakan pemahaman konsep suatu implementasi

kebijakan.
Ada beberapa model-model implementasi kebijakan seperti:

Buka laman>
Namun kali ini yang

saya sajikan adalah model implementasi yang dikemukakan oleh George Edward lIl.

Edward Ill, melihat implementasi kebijakan sebagai suatu proses yang dinamis,
dimana terdapat banyak faktor yang saling berinteraksi dan mempengaruhi
iImplementasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut perlu ditampilkan guna mengetahui
bagaimana pengaruh faktorfaktor tersebut terhadap implementasi. Oleh karena itu,
Edward Il menegaskan bahwa dalam studi implementasi terlebih dahulu harus

diajukan dua pertanyaan pokok yaitu:
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1. Komunikasi (Communication)
Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada

komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian informasi kebijakan
dari pembuat kebijakan (policy makers) kepada pelaksana kebijakan (policy
iImplementors)
b Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi
penting vyaitu; tranformasi informasi (transimisi), kejelasan infornmj@si
(clarity) dan konsistensi informasi (consistency). ............cccoveeene. S




2. Sumber Daya (Resources)

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber
daya di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk
mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup

sumber daya manusia, anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan yang
dijelaskan sebagai berikut:

sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikas,

profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuatitas

g berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup

untuk melingkupi selurun kelompok sasaran. Sumber daya manusia

WM sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa

A ¥ sumber daya manusia yang kehandalan sumber daya manusia,
4 implementasi kebijakan akan berjalan lambat.

b.-Fasilitas (facility)
— Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang
8l berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang
~ Wl layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan
’?‘-é{;;.} menunjang dalam keberhasilan implementasi suatu program atau
= kebijakan. > c. Informasi




c. Informasi dan Kewenangan (Information and Authority);

> INTormasykKenyan  menjaalr Takior — penung  aaiam
implementast™kebtjakan, ™ terutama ™ mformast yang
relevan dan cukup terkait bagaimana
mengimplementasikan suatu kebijakan. Sementara
wewenang berperan penting terutama untuk meyakinkan
dan menjamin bahwa kebijakan yang dilaksanakan
sesuai dengan yang dikehendaki.

3. Disposisi (Disposition)

Disposoisi:..>Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan/aktor
berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau
sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan:..> kejujuran dan
komitmen yang tinggi.

Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam asa program yang telah
digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakn akan membuat mereka
selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai
dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari _pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan.
Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan
dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila
sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

diapa yang jadi AKTOR dlm konteks ini..”




4. Struktur Birokrasi (Bureucratic Structure)

Struktur birokrasi/TUSI memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi
kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu: mekanisme
dan birokrasi.

d.

Mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart
operation procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator
dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari
tujuan dan sasaran kebijakan.

. Birokrasi, birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan

cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi
yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas
menjadi tidak fleksibel.

Apa saja yang termasuk SOP ?

[KEMENTERIAN AGAM
UNIVERSITA: AM NEG.
ij

Apa saja yang termasuk BIROKRASI ?



Identifikasi Aktor/Pelaksana

MBI ENDAS INBETVAKAIN

Secara konseptual actor atau pelaku dan perumus kebijakan publik. Di Indonesia adalah
perumus kebijakan itu sendiri (legislatif: DPR dan MPR), pemerintah (eksekutif:
Presiden), badan administratif (Menteri Kabinet), dan peserta non-struktugal (partai
politik, interest groups, tokoh maupun perorangan).

Perwujudan  kebijakan  pemerintah  (bidang Tentunya, dalam
pendidikan) dikategorisasikan menjadi 2 bentuk: pembentukan segala <
Jjenis peraturan
pemerintah dan sikap
formal pemerintah,

tidaklah berjalan
tanpa aturan.

1. Terwujud dalam bentuk peraturan pemerintah seperti: GBHN,
TAP MPR, UU tentang pendidikan, PP, dan seterusnya.

2. Terwujud dalam bentuk sikap pemerintah, terutama dari
Menteri Pendidikan Nasional yang meliputi sikap formal yang
dituangkan melalui SK atau Permen, dan sikap non-formal

uup =

: 1945

seperti komentar, pernyataan, atau anjuran tentang segala /" Undang-Undang Uiy bodg
erpy

hal yang berkaitan dengan pendidikan nasional (assegaf, 2005)

Peraturan Pemerintah
{PP)

Peraturan Presiden

Coba Anda Renungkan sejenak: ﬁ Prpes

: . . . . Peraturan Daerah (Perda)
Seandainya Dosen tidak membuat intruksi dan coment dalam GCr, tidak . “sermasuk Qanen i Prov Acsh, Perda Khuses dog R,
membuat informasi dalam WAG kelas, akan bagaima jadinya pekerjaan/jawaban Pevds Proinsl di Prov. Pogus N\

: - Perdo Provins N»
anda dalam LK-GCr...? o b o S}

= Perda Kab/Kota
= Per, desa/ ;‘nq sefinghot \‘\\




ﬁ
Lancasan:Heiakan:Parashctordktor pelaksanallimmembuatanietjakan
Di Indonesia, pembuatan kebijakan publik telah diatur dalam UU No.10 Tahun 2004
tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (UU P3). Mekanisme
pembuatan kebijakan tersebut terbagi dalam tahap perencanaan, persiapan, teknik
penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundang-undangan, dan
penyebarluasan (Sirajuddin dkk, 2007). Tentunya kebijakan publik yang dimaksud
juga meliputi kebijakan pendidikan yang berada dalam ranah publik.

Kualifikasi Para Actor (Aktoripelaksana) perumusan kebijakan

Aktor-aktor perumusan kebijakan negara

megelompokan menjadi: aktor utama perumusan kebijakan pendidikan dan
aktor non utama. Aktor utama lazim disebut aktor resmi dan aktor struktural.
Sebaliknya selain aktor utama disebut sebagai aktor non utama, tidak resmi
dan non struktural. Yang termasuk aktor utama dalam perumusan kebijakan
pendidikan antara lain:

sering dimaksudkan sebagal pembentuk
perundangundang dan perumus kebijakan dalam suatu sistem politik.
Para perumus kebijakan tersebut mempunyai sebutan yang berbedas
beda pada kebanyakan negara. Ada yang disebut parlemen, ada yang
disebut DPR, MPR.

———————————————————————




3. Eksekutif; dalah pelaksana undang-undang. Sungguh pun sebagai
pelaksana, eksekutif juga berperan dalam perumusan kebijakan.

4. Administrator; Maksudnya Administrator tertinggi masing-masing

departemen/ kementerian (dalam hal ini adalah Menteri) dikenal sebagai
pembantu eksekutif, membidangi masing-masing bidang yang di
departementalisasikan. Dengan sendirinya, ia mempunyai kewenangan untuk
membuat kebijakan-kebijakan yang dengan departemennya.

L o
T

Dengan demikian, secara meterial administrator tersebuf ) /1"9"4°s i k
mempunyai kewenangan untuk merumuskan, meskipur‘f- 7 D8 X

(Perpu)

secara legalitas yang menetapkan adalah jajaran yang:: #eraturen Pomarinioh

(PP)

berada di atasnya: legislatif dan eksekutif. -__--_- © Peraturan Prosiden

(Perpres)

Peraturan Daerah (Perda) ;
*termasuk Qanun di Prov. Aceh, Perda Khusus dan QTN S
Perda Prora i:ill Prov. Papua § &%
- Perda Kn:fkuln \

- Per. desa/yang setingkat ,\%‘b




5. Partai politik; adalah sekelompok orang yang terorganisir serta
berusaha untuk mengendalikan pemerintah agar dapat melaksanakan
program-programnya dan menempatkan anggota-anggota lainnya
dalam jajaran kabinet pemerinyah. sebagai
wahana pendidikan politik, sosialisasi politik, pemilihan pemimpin-
pemimpin politik, pemaduan pemikiran-pemikiran politik,
memperjuangkan kepentingan rakyat, melakukan tata hubungan
politik, mengkritik rezim yang berkuasa, membina opini masayarakat,
mengusulkan calon, memilih pejabat-pejabat yang akan diangkat,
bertanggung jawab atas pemerintah, menyelesaikan perselisihan dan
menyatukan pemerintahan.

atau kelompok kepentingan adalah suatu
kelompok yang beranggotakan orang-orang yang mempunyali
kepentingan sama. Kelompok ini berusaha mempengaruhi
pengurus kebijakan formal. Kelompok ini berusaha agar
kepentingan kelompoknya dapat terakomodasi dalam kebijakan
yang dirumuskan oleh para perumus formal.




/. Organisasi masa; adalah kumpulan orang-orang yang
mempunyai cita-cita dan keinginan yang sama. Sifat organisasi in
adalah non politis. Organisasi ini dapat berdiri atau independen
dan dapat juga berafilisasi denbgan organisasi politik tertentu.

adalah suatu lembaga di mana para elit
akademikus berada. Dalam penyusunan kebijakan, termasuk
kebijakan pendidikan, umumnya tidak pernah dikesampingkan. la
memegang peranan penting, meskipun tidak berada dalam jajaran
peserta perumusan kebijakan formal. Sebab, harapan-harapan,
aspirasi-aspirasi dan masukan-masukan yang berasal dari
masyarakat lewat berbgal macam saluran, umunya dimintakan
pendapatnya kepada perguruan tinggi.

. Tokoh perorangan dapat berasal dari berbagai bidang:
Agama, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, seni dan teknologi.
Karena kapasitas pribadinya, tokoh perorang dapat saja memberikan
gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang brilian bagi penyusunan
kebijakan. Oleh karena tokoh perorangan ini umumnya langsung
berhubungan dengan para perumus kebijakan formal, mereka dapat
langsung menyampaiakan gagasan dan sumbangan pikiran.




Arena

MRS IIKEB 1 AKEAN

Arena Implementasi Kebijakan Pendidikan; Arena adalah suatu wahana,
temapat dan gelanggang yang dipergunakan oleh para peserta implementasi
kebijakan untuk memainkan perannya. Arena ini bisa di level strategik (nasional),
dapat juga di level operasional dan teknikal. Di arena ini, para pelaksana
Implementasi kebijaksaan pendidikan dapat mempergunakan keweangan-
kewenangan yang mereka miliki. Berkaitan dengan wewenang ini, Weber (dalam
Abdulsyani, 2007:144), menggolongkannya pada tiga bagian:

2-Wewenang legal-rasional hirokrat
3-Wewenang kharismatik




1-Wewenang tradisional
Kewenangan yang didasarkan atas tradisi-tradisi atal™*
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

Kewenangan yang didasarkan atas tradisi-tradisi atau
kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.

3-Wewenang kharismatik

Kewenangan yang didasarkan atas adanya jalinan emosional para
pengikut terhadap para pemimpinnya. Meskipun arena yang dipakai
dalam implementasi Kebijakan tersebut lazimnya berupa birokrasi,
tetapi dalam realitasnya kewenangan yang dipakai tidak sekedar
monopoli kewenangan legal-rasional.

“Sungguhpun arena dalam implementasi
kebijakan telah tersedia, tidak jarang hal-
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Lan kah -langkah/Tahapan

IMRIEENTASINEB AR

Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan
dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut
menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau
kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga
upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan.
Implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggungjawab untuk
pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi,
dan sosial. Dalam tataran praktis, implementasi adalah proses pelaksanaan keputusan dasar.
Proses tersebut terdiri atas beberapa tahapan yakni:

1. Tahapan Pengesahan Peraturan Perundangan,;
Pelaksanaan Keputusan Oleh Instansi Pelaksana;
Kesediaan Kelompok Sasaran Untuk Menjalankan Keputusan;
Dampak Nyata Keputusan Baik Yang Dikehendaki Atau Tidak;
Dampak Keputusan Sebagaimana Yang Diharapkan Instansi Pelaksana;
Upaya Perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan.

Proses implementasi tersebut menurut Repley (1985) yang dikutif oleh Erwan Agus
Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti,(2012;72). dapat terlihat seperti gambar
sebagai berikut :
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Gambar: Proses implenatasi Kehijakan Model Repley (1985)

Sumber: Purwanto dan Sulistyastuti, (2012;72).




Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses
Implementasi kebijakan yaitu:

. Kondisi sosio ekonomi dan teknologi;

. Dukungan publik;

. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki oleh
kelompok;

. Dukungn dari pejabat tingkat atas;
. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat
pelaksana.

Solichin Abdul Wahab (2001;93),
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TEMA:
ANALISIS Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok I,
sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal
20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok IV:
Bagi Kelompok 1V:

Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin
sebagai bahan masukan perbaikan makalah 4. Aralii Kebfelen

Fonsep Dasar £ nalisis Kebijakan
¥ - Karakterstik studi analisis kebijakan,

- Pendekatan dan mode] analisis kebijakan

Bagl KelOmpOk [-11-111-\V-VI-VII: - Keterhatasan dan skenario analisis kebijakan

*Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah
kelompok IV.

Keterangan:

*) Peunjuk/informasi proses diskusi daring, tunggu di WAG dusahakan
sebelum UTS. KAMIS, 30 APRIL 2030
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BifarakteristikStudiiAnalisis|KetjakankAktorinelaksana

GRendekardnllldeliinalisisiehijakanRendidikan

D-Keterhatasan&Skenario Analis Kehijakan

4. Analisic Kehfjahan
- Konsep Dasar Bnalisis Kebijakan

- Karakteristik studi analisis kebijakan,
- Pendekatan dan raodel analisis kebijakan;

- Eeterbatasan dan skenario analisis kebijakan




" KONSEP DASAR

s DANATISISIKERTYAKAN
| OEANSTANALIS{ KEBLIAKAN PENDIDIKAN

Definisi-1 — g .
Analisis kebijakan menurut merupakan disiplin ilmu sosial

terapan yang menggunakan metode inquiri dan argumentasi
berganda untuk menghasilkkan dan mendayagunakan
Informasi kebijakan yang sesuai dalam proses pengambilan
keputusan yang bersifat politis untuk memecahkan masalah
kebijakan. (Dunn1981).

Pengertian tersebut tersebut mengandung dimensi rasional
yaitu analisis yang menghasilkan informasi teknis; dan
dimensi politik yaitu proses penentuan kebijakan melalul
suatu perjuangan politik dari beberapa kelompok kepentingan
berbeda.




e Definisit 2

Dalam konteks ini, Prasojo (2011), mendefinisikan “..kebijakan
pendidikan merupakan suatu pertimbangan didasarkan pada sistem nilai
serta beberapa faktor bersifat situasional. pertimbangannya dijadikan dasar
untuk menyelenggarakan pendidikan bersifat melembaga.

Kebijakan pendidikan tentunya menjadi faktor kunci bagi keunggulan, dan
eksistensi Negara dalam kompetisi global, sehingga kebijakan pendidikan
penting mendapatkan prioritas utama untuk ditelaah secara kritis dan
komprehensif (Dharmaningtias, 2013).

Hal senada disampaikan Olssen, Codd, dan O’neil (2004), menyatakan

education policy in the twenty-first century is the key to global security,
sustainability and survival... education policies are central to such global
mission... Agar memiliki daya saing dan nilai keekonomian,

Margaret E. Goerzt (2001) mendefenisikan kebijakan pendidikan berkenaan
dengan efisiensi dan efektivitas anggaran pendidikan.

Bagi yang tidak berfikir pasti anda bingung, melihat setumpuk definisi, padahal itu,
memberikan umpan terhadap PEMIKIRAN ANDA ....dari definisi tersebut !!!

Siapapun, boleh membuat definisi hasil PEMIKIRAN sendiri, harusnya anda
bersukur, sudah ada pendahuhu yang membuat definisi. Itulah yang sering anda
mendapat coment yang pait...!!!!




ceenann2>Definisi 3

Analisis kebijakan pendidikan. adalah prosedur yang menghasilkan informasi
kependidikan, menggunakan data sebagai salah satu masukan bagi perumusan
beberapa alternatif kebijakan dalam pengambilan keputusan yang bersifat politis
dalam rangka memecahkan masalah kependidikan (Hanisy, 2013).

Analisis kebijakan pendidikan tentunya tidak semata-mata menganalis data dan
Informasi pendidikan, juga memperhatikan seluruh aspek menyangkut proses
pembuatan kebijakan, mulai dari analisis masalah, pengumpulan informasi,
penentuan alternatif, sampai pada penyampaian alternatif tersebut terhadap para
pembuat keputusan tentang pendidikan.

Rumusan alternatif kebijakan pendidikan dihasilkan dari pelaksanaan analisis kebijakan
pendidikan tidak dengan sendirinya atau secara langsung dijadikan kebijakan. Rumusan
kebijakan, jika sudah didukung kekuatan otoritas atau kewenangan yang ada, maka alternatif
kebijakan bisa berubah menjadi kebijakan. Jadi prosedur menghasilkan alternatif kebijakan
merupakan proses yang rasional. Sedangkan proses terjadinya kebijakan menjadi bagiian dari
merupakan proses politik (bargaining position) para pihak yang memiliki kewenangan.

BEBERAPA POINT DI ATAS MENGENAI “DEFINISI ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN?” itulah yang disebut
RESUME, khusus untuk anda (saya resume dari beberapa sumber).

Masih sering ditemukan dalam LK/CK, yang menulis RESUME, pada telah jelas dalam format CK hanya ada
dua poin yaitu: DESKRIFSI dan SUMMARY




s etinisiihasiinemikiantandalbasaimana

Esensi dari definisi analisis kebijakan di atas, ditemukan ada tiga kata kunci yang

harus anda difahami yaitu: metode inquiri  dimensi rasional, dan dimensi
politik

Coba tulis untuk jawaban melalui PEMIKIRAN ANDA BAGAIMANA....definisi
tersebut?

Hal ini yang sering anda mendapat koment ...pahit... Kalau tidak ... apa
jadidinya.... Siapalagi yang bekewajiban memberiakan kement disini........!!!




RGERSTANALSIS AEBAKAN PEADIDINR

Analisis kebijakan pendidikan menjadi penting guna menentukan arah dan
pedoman penyelenggaraan pendidikan di suatu negara. Dalam penyelenggaraan
pendidikan tidak mungkin melepaskan dari kebijakan yang dibuat pemerintah-
an atau pihak yang memiliki kewenangan di tempat lembaga pendidikan itu ada
(ada lembaga pendidikan negeri dan swasta). Dengan melakukan analisis
kebijakan, kita akan dapat mempelajari dan memahami kebijakan  pemerintah
atau pihak terkait sebagai pengelola pendidikan dengan akurat, antara lain:

a. we can describe educational policy we can learn what government is

doing (and not doing) ini welfare, defence, education, civil right, health,
energy, taxation, and so on;
we can inquiry about the causes, or determinants of educational
policy;

C. we can inquiry about the consequences, or impact of educational
policy (Thomas R Dye.1987:5-6).

DARI ITU anda dapat mengetaui bahwa: Analisis kebijakan pendidikan amat penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat
berbangsa dan bernegara. Karena pendidikan sebagai satu bagian dari dimensi kehidupan manusia yang punya pengaruh besar bagi
kehidupan manusia baik secara individual maupun sosial. Oleh karena itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau
publik yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan perlu dicermati, mengingat dampaknya yang sangat luas bagi kehidupan
manusia dalam jangka pendek dan jangka panjang. Untuk itu, analisis kebijakan pendidikan perlu didasarkan pada suatu prinsip
objektif, tidak hanya untuk menyalahkan kebijakan pendidikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa, atau pihak lain sebagai
penyelenggara pendidikan. Namun juga memberi gambaran yang memungkinkan berupa perbaikan kebijakan pendidikan yang
dilakukan oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan. (yang jadi persoalan apa makna dibalik a.b.c.d Dye 1987, diatas)




AISSTERACITRATIR

atan kebijakan (policy making) di bidang pendidikan memperhatikan faktor lingkungan
al, masukan (input), proses (process), keluaran (output), dan umpan balik (feedback)
bijakan pendidikan itu sendiri. Analisis kebijakan pendidikan lakukan untuk pedoman
ak, dalam mengarahkan kegiatan pendidikan, organisasi sekolah atau lembaga
ikan sebagai penyelenggara dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan.

s kebijakan pendidikan yang dilaksanakan dapat berfungsi untuk:
encapai ketertiban layanan pendidikan,

enjamin hak asasi setiap warga mendapatkan layanan pendidikan,
ogram kegiatan layanan pendidikan berjalan efektif,

tor pendidikan dapat melaksanakan pendidikan,

rtib administrasi bisa diwujudkan.

si lainnya dari analisis kebijakan pendidikan, antara lain;

ngsi alokasi untuk pengembangan dan kajian tingkatan makro,

ngsi inkuiri, setiap bahasan isu dan masalah pendidikan integral dengan isu strategis
iInnya, misalnya analisis metodologis dan substansi, evaluasi dan meta analisis
pbijakan dan argumentasi kebijakan,

ngsi komunikasi bagi pihak terkait misalnya pembuat keputusan, perencana dan

bngelola, peneliti, pelaksana dan masyarakat sebagai pelanggan pendidikan.
(Adrianto, dkk. 2018)




» KARAKTERISTIKUNILAI-NILAI
N SISIKERTAKANIPEND D TKEAN

K2 akte stik Stull Analisis Kebuakan

1. Bersifat terapan (applied)

2. Bersifat deskriptif dan preskriptif

3. Bersifat interdisipliner, multidisipliner,
dan integratif

(Wahab, 1998)

Ditemukan dalam pekerjaan (LK) ada kebanyakan hanya memindahkan itu
Hal ini yang sering anda mendapat koment ...pahit... Kalau tidak ... apa jadidinya....
Siapalagi yang bekewajiban memberiakan kement disini




Adatiga esensi penting dari 3 karakteristik utama Studi analisis kebijakan, yaitu:

Analisis kebijakan lebih berorientasi pada masalah (problem oriented bukan
problem blind)
. Bersifat deskriptif dan preskriptif
Bersifat preskriptif, maknanya bila upaya analisis berserta semua hasilnya secara
sengaja dimaksudkan untuk keperluan pragmatis praktis dengan membantu
menyediakan input yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk memecahkan
masalah kebijakan relevan. Dengan pengertian itu analisis kebijakan identik
dengan penelitian kebijakan (policy research). Ada dua ahli yang pandangan

berbeda dalam meknai ini:

a. Majchrzak, (dalam Wahab, 1998), memandang proses pelaksanaan penelitian/analisis mengenai
suatu masalah sosial mendasar guna membantu pembuat kebijakan dengan cara menyajikan
rekomendasi bersifat pragmatis, berorientasi pada aksi untuk mengatasi masalah tersebut.

b. Marshall, (dalam Wahab, 1998), memandang “ Analisis kebijakan bisa bersifat deskriptif, analitis
atau berkaitan dengan proses-proses kausal dan penjelasan atas proses itu sendiri”.

Bersifat deskriptif; apabila kegiatan analisis kebijakan berserta seluruh hasil
pengetahuan yang diperoleh dimaksudkan untuk tujuan mencari hubungan
kausalitas antara tindakan pemerintah dan efek/perubahan yang ditimbulkan pada
kelompok sasaran/masyarakat umum; dan memperkuat pemahaman atas proses
pembuatan kebijakan dan implementasi kebijakan sebagai sistem tindakan atau
sebagal suatu subsistem dari sistem politik yang lebih luas.

..... >, 2.Bersifat interdisipliner,




3. Bersifat interdisipliner, multidisipliner, dan integratif

Analisis kebijakan bukan sebuah disiplin tunggal (a single discipline), melainkan
bersifat multidisipliner terhadap persoalan-persoalan sosial yang kompleks dan
saling berkaitan.

Ketiga, hal di atas, perlu diperhatikan dengan teliti, hati-hati agar pemberlakuannya
tidak menimbulkan kecacatan hukum baik internal maupun eksternal. Kemudian,
secara eksternal pun analisis kebijakan pendidikan semestinya berpadu dengan
kebijakan lain. misalnya kebijakan politik, kebijakan penganggaran. Sekaligus
kebijakan pendidikan di pusat, daerah dan lembaga pendidikan masing-masing
(Gunawan, A. H., 1986).

Ketiga karakteristik di atas, dapat anda pahami apabila anda dapat terlebih dahuhu menemukan kata-kata kunci
yang terdapat dalam keiga substansi di atas.

Jadi yang diharapkan, anda dapat “memahami”... mencurahkan isi pikiran sendiri dari pemhaman apa yang dilihat,
dibaca, ditelaah dari substansi materi di atas. (bukan hanya meindahkan apa yang dilihat), itulah sebabnya anda
mendapat komen pedas dan pahit.

Tujuan dari pembelajaran ini: “Mahasiswa memahami pentingnya studi analisis kebijakan pendidikan dan
implikasinya terhadap pembangunan pendidikan Indonesia. (Baca lagi RPS-RMP).

Ingin tahu Resepnya... pertama anda memiki modal hasil baca...(referen), ini referen yang hahus
anda miliki: Coba anda temukan di laman ini: Efektivitas Menulis Assigment

http://arusdian.id/2020/04/22/efektivitas-menulis-assigment/
http://arusdian.id/2020/04/19/model-pembelajara...yang-mencerahkan/

Saya yakin, Anda baru menemukan hal ini, tidak hanya itu, setelah laman itu ketemu ada kurang
lebih 10 materi yang saya buat khusus untuk memptivasi belajar anda, sebagian saya sudah tayang
di WAG kelas...peroslanya ... ANDA menyesal.... Kalu tidak baca




Nilai-nilai’Analisis Kehijakan Pendidikan

Analisis kebijakan pendidikan sangat terkait dengan persoalan nilal,
moral dan etika, karena rekomendasi analisis kebijakan pendidikan
menuntun kita menentukan berbagai alternatif mana yang bernilai lebih dan
mengapa demikian?. Rekomendasi yang dihasilkan berkenaan pemilihan
secara bernalar, dilengkapi dua atau lebinh alternatif sebagal solusi.
Anderson (2006), menyatakan kebijakan memiliki nilai-nilai sebagal berikut,
yaitu:

. nilai politik, mencakup kepentingan kelompok dan golongan dan tempat

beraflikasi para aktor kebijakan pendidikan,

. nilai organisasi mencakup mempertahankan keberadaan organisasi
pendidikan, memperluas program, dan aktivitas organisasi pendidikan.

. nilai pribadi, mencakup nilai seseorang karena sejarah kehidupan
pribadinya.

. nilai kebijakan mencakup nilai moral, keadilan, kemerdekaan,
kebebasan, dan kebersamaan,

. hilai ideologis mencakup nilai yang terkoneksi secara logis membentuk
alam pikiran tentang dunia dan menuntun tindakannya.

Anderson, James E. (2006).




PENDEKATAN:=
o RIOIEL ARSAITS ECEUARAN

1. Metode/Pendekatan dalam Analisis Kebijakan

ntuk menghasilkan nilai analisis Kebijakan pendidikan, Wahab (1998),
emberikan solusi dalam pendekan dalam analisis kebijakan, sebagai berikut:

Pendekatan ini, merupakan prosedur/cara untuk menerangkan suatu gejala yang
terjadi dalam masyarakat dengan keadaan tiadak adanya kriteria. Bertujuan
mengemukakan penafsiran yang benar secara ilmiah mengenai keadaan apa
adanya (state of the art) dari gejala kemasyarakatan agar diperoleh kesepakatan
umum mengenai suatu permasalahan yang sedang disoroti. Pendekatan ini
menekankan pada penafsiran tentang terjadinya gej ala yang bersangkutan.

Dalam analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan untuk menyajikan informasi
apa adanya pada para pengambil keputusan, agar memahami permasalahan yagg
sedang disotori dari kebijakan. Pendekatan ini sebagian dari proses anali
kebijakan dalam dimensi rasional.




b. Pendekatan normatif/preskriptif

Pendekatan ini, merupakan upaya untuk menawarkan suatu norma, kaidah, resep
yang dapat digunakan dalam rangka memecahkan suatu masalah, yang. Dalam
analisis kebijakan, pendekatan ini dimaksudkan membantu para pengambil
keputusan dalam bentuk pemikiran mengenai prosedur paling efisien dalam
memecahkan masalah kebijakan publik, yang biasanya berbentuk alternatif
kebijakan sebagai hasil dari analisis data.

Pendekatan ini juga dikatakan sebagian dari proses analisis kebijakan dalam
dimensi rasional.

Pendekatam ini, menerangkan apa adanya tentang hasil dari suatu keadaan/upaya
yang dilakukan oleh suatu kegiatan/ program dengan menerapkan kriteria atas
terjadinya keadaan tersebut.




2 Modlel Pendekatan dalam Analisis Kebijak

Solihin""Wawab ™ (1998), mengelompokan  model pendekatan analaisis  kebijakan
kedalam 2 kelimpok:

a. Pendekatan Kuantitatif

Kuantitatif dalam konteks ini, merupakan bentuk operasional dari paradigma empiris
atau pendekatan kuantitatif-empiris. Pengukuran secara objektif masalah sosial
dilakukan dengan menjabarkan terlebih dahulu masalah sosial ke dalam beberapa
komponen masalah, variabel, dan indikator. Setiap variabel yang ditentukan dalam
suatu model kemudian diukur dengan memberikan simbolsimbol angka yang berbeda-
beda terhadap kategori informasi yang berkaitan dengan variabel yang sedang diukur.
Dengan menggunakan simbol angka, teknik perhitungan secara kuantitatif matematik
dapat dilakukan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang berlaku umum
dalam suatu parameter.

Tujuan utama kuantitatif dalam konteks ini, bukan menjelaskan suatu masalah tetapi
menghasilkan suatu generalisasi atau realitas yang diperkirakan. Dengan
generalisasi, peneliti dan analis kebijakan dituntut menghasilkan alternatif kebijakan
yang dapat diterapkan menyeluruh dalam lingkup lebih luas secara efisien dan
objektif. Generalisasi tidak perlu dilakukan pengukuran/pengkajian terhadap keadaan
sebenarnya dalam populasi, karena dapat dihasilkan melalui metode
perkiraan/estimasi yang umum berlaku dalam metodologi statistik induktif.
Estimasi




Vietode estimasr difakukan berdasar pengukuran ternadap kKeadaan nyata yang
lebih terbatas lingkupnya melalui:sampel, :sehingga yang diukur dalam penelitian
sebenarnya bagian kecil dari populasi atau disebut sebagal data. Dengan
demikian, kemampuan dalam mengembangkan model yang akan digunakan untuk
estimasi merupakan salah satu kemampuan penting yang harus dimiliki seorang
analis kebijakan yang menggunakan metode kuantitatif.

1) Beragam teknik kuantitatif untuk analisis kebijakan disebut pula pendekatan
analycentric sebagai bentuk social engineering yang umumnya digunakan
adalah:

* Operation research (OR);
* Programme evaluation and review technique (PERT) sebagai network analysis;
Critical path method (CPM) sebagai network analysis;

*Planning programming and budgetting system (PPBS) yang merupakan
pengembangan dari budgetting theory;

* Management by objective (MBO); cost-benefit analysis (CBA);

* Game theory.

(Baca juga Model dan Metode Penelitian

2) Studi kuantitatif dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan analisis
sistem (system analysis) yang memadukan beragam model kuantitatif.
Analisis sistem merupakan studi analitik yang dirancang secara khusus untuk membantu
pembuat kebijakan mengidentifikasikan suatu pilihan tindakan tertentu yang diinginkan
diantara sejumlah alternatif yang tersedia. (Quade, dalam Wahab, 1998),




3) Kriteria untuk mengatasi permasalahan bagaimana teknik analisis kebijakan
alternatif yang baik dan mampu menjelaskan kompleksitas kebijakan, menurut
Dror (dalam Wahab, 1998), harus memenuhi persyaratan berikut:

(a) Aspek politik dari pembuatan kebijakan publik, khususnya kelayakan politik, perekrutan
dukungan politik, pengakomodasian atas tujuan yang saling bertentangan, dan
kesadaran diri akan adanya keragaman nilai-nilai;

(b) Konsepsi pembuatan kebijakan haruslah diperluas tidak sekedar memandang
pembuatan keputusan sebagai persoalan alokasi sumberdaya ekonomi semata namun
diperlukan eksplorasi kualitatif jauh melampaui analisis kuantitatif dan estimasi biaya-
manfaat (cost-benefit);

(c) Upaya kreatif dan pencarian alternatif kebijakan baru dibarengi dengan pemikiran
inovatif, ketimbang pada analisis yang hanya memperbandingkan alternatif yang telah
tersedia;

(d) Aspek kearifan (tacit knowledge), pemunculan ide segar, pemanfaatan pemikiran
imajinatif, pengintegrasian secara sistematik intuisi terlatin dalam analisis kebijakan
(penyusunan skenario dengan soft system methodology in action), model dan metode
kualitatif, ketimbang pada pengetahuan eksplisit dan model kuantitatif;

(e) Pemikiran ke depan dengan jangkauan prediksi panjang, dan pemikiran spekulatif
mengenai keadaan masa depan sebagai esensi untuk pembuatan kebijakan sekarang;

(f) Pendekatan harus luwes, tidak kaku, dan sistematik. Harus menyadari kompleksitas
saling ketergantungan sarana (means) dan tujuan (ends), sifat kemajemukan kriteria
pengambilan keputusan, sifat parsial dan sifat kesementaraan. Tujuan utamanya
adalah klarifikasi isu, upaya penemuan alternatif baru, dan perhatian lebih masa

depan.




b. Model Kualitatif Analisis Kebijakan

Metode kualitatif dalam analisis kebijakan dilakukan untuk memahami secara
mendalam terhadap masalah kebijakan daripada melihat permasalahan kebijakan
untuk kepentingan generalisasi. Metode ini menggunakan teknis analisis
mendalam (in-depth analysis) yang mengkaji masalah kebijakan secara kasus per
kasus dikarenakan sifat masalah yang berbeda satu sama lain, sehingga cara
pemecahannya pun akan berbeda antar satu masalah dengan masalah lain.

Model kualitatif oleh Kent (dalam Wahab, 1998), dijabarkan ke dalam 19 langkah
dalam analisis kebijakan berikut:

1) Mengidentifikasi masalah yang dihadapi sekarang;

2) Mengidentifikasi para aktor kepada siapa rekomendasi /nasehat kebijakan ditujukan;

3) Mendeskripsikan karakteristik permasalahan secara rinci; identifikasi pihak terkait;
bagaimana preferensi, sikap, nilai mereka terhadap masalah;

4) Mengkaji saran dan pandangan yang pernah diajukan dalam menangani masalah
tersebut;

5) Mangkaji pengalaman sebelumnya dalam menangai masalah tersebut;

6) Membuat daftar tentang berbagai macam tindakan yang mungkin akan ditempuh aktor
berkenaan dengan masalah tersebut;

7) Memilih tindakan tertentu yang bermanfaat untuk diteliti lebih lanjut dengan masuknya
sejumlah informasi, opini dan peluang baru dalam analisis;

8) Menguraikan secara rinci tindakan yang telah disusun, termasuk saran bagaimana
mengimplementasikan,  sehingga  dihasilkan  daftar calon tindakan yang
direkomendasikan:;




8) Menguraikan secara

9)Menguraikan berbagai akibat/konsekuensi dari masingmasing tindakan,
termasuk tanggapan stakeholders/ pihak yang akan dipengaruhi;

10)Mengestimasi bagaimana peluang masing-masing tindakan akan membawa
konsekuensi/akibat;

11)Mengevaluasi kualitas dampak yang diduga muncul, akibat mana yang
dikehendaki dan tidak dikehendaki;

12)Menyingkirkan tindakan tertentu yang menimbulkan dampak tidak baik;
13)Merumuskan kembali daftar tindakan yang mungkin menjadi seperangkat
alternatif yang sifatnya mutually exclusive (satu sama lain jelas bedanya)
untuk mempertegas pilihan yang harus dilakukan;

14)Mengemukakan akibat/hasil tindakan yang direkomendasi dan alasan
mengapa alternatif itu dipilih;

15)Menguraikan rinci karakter masing-masing tindakan dan peluang modifikasi,
dan bagaimana kriteria memilihnya;

16)Mengkaji ulang estimasi akibat yang bakal terjadi dari tindakan yang
direkomendasi beserta asumsi mengenai fakta dan nilai yang mendasari
rekomendasi, resiko yang mungkin terjadi, dan mengembangkan cara baru
mengurangi resiko;

17)Menguraikan rangkuman kesimpulan dari rekomendasi yang diajukan;
18)Merangkum rekomendasi pada pihak berkompeten untuk Kkritik, dan revisi
analisis/rekomendasi dari hasil kritik;

19)Mengkomunikasikan rangkuman hasil analisis dan kesimpulan rekomendasi
pada pembuat kebijakan dan pihak yang akan dipengaruhi kebijakan.




KETERBATASAN
TGS KENARTOANAMSIGKEBARAN

1-Keterbatasan Analis Kebijakan

Keterbatasan analisis kebijakan, menurut Quade (DALAM Wahab, 1998),
meliputi:

a. Analisis kebijakan tidak dapat menyediakan jawaban yang cepat

untuk masalah yang ruwet dan tidak bisa dikelola (intractable)

b. Analisis kebijakan bukan ilmu pasti dan tidak akan menjadi demikian

c. Analisis kebijakan bukanlah obat mujarab bagi kerusakankerusakan
yang terjadi pada kebijakan publik, dan tidak akan menjamin bahwa
keputusan kebijakan akan dengan sendirinya berpihak/sejalan dengan
kepentingan publik.

Namun demikian, fungsi utama analisis kebijakan adalah kemampuan memainkan

peran secara maksimal utamanya dalam meluruskan kembali posisi suatu

permasalahan; menjernihkan sesuatu isu kebijakan; dan menemukan alternatif baru

dengan cara melibatkan diri secara total dalam proses pemikiran yang kreatif dan
imajinatif




2-Skenario Analis Kebijakan

Skenario merupakan langkah-langkah hipotetik yang
difokuskan pada proses-proses kausalitas dan titik-titik Kritis
keputusan. Selanjutnya seorang analis perlu memikirkan
beberapa hal dalam menentukan langkah menyusun
skenario analisis kebijakan sebagai berikut:

a. Merumuskan lingkungan politik yang relevan
dengan masalah kebijakan yang ditanganinya

b. Menghimpun dan mengorganisasikan informasi
politik yang Diperlukan

c. Membuat pertimbangan politik dan =mneyiapkan
perkiraan kelayakan politiknya.

(Solichin Abdul Wahab, 1998),
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TEMA:
MONEYV Kebijakan Penidikan

Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok I,
sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim tanggal
20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:

Materi ini befungsi sebagai penguatan materi Diskusi Kelompok V:
Bagi Kelompok V:

Materi ini befungsi sebagai penguatan, pembading dan mungkin
sebagai bahan masukan perbaikan makalah F onikoing b Fahigaban Poriian

(kelompok V, wajib mengirimkan fail tgl 9/5/020) | s == ===

pendidikan

Bagi Kelompok I-1I-1lI-IV-VI-VII: + Masstrucan soriring das s bk
*Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah
kelompok V.

Catatan perlu diperhatikan oleh semua:

*) Materi penguatan klp diskusi masih siasa 2 klp/materei. Sebelum cuti bersama (Hari
Raya ledul Fitri) harus selesai materi penguatan Duskusi kelompok. Supaya sisa waktu
setelah lebaran digunakan utuk diskusi daring.

*)Kelompok V, wajib mengirimkan fail tgl 9/5/020. (petunjuk pengiriman sama dg kip -V liat WAG Kls)
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1 KONSEP MUNI i Ghsus:

Definisi-1

Monitoring ditujukan untuk menghasilkan informasi dalam usaha menjawab
pertanyaan mengapa kebijakan/ program itu pada suatu tahap dapat
menghasilkan konsekuensi yang demikian komplek, terutama yang
berhubungan dengan mendapatkan premis faktual suatu kebijakan, dengan
bergerak mundur dari apa yang diamati sekarang untuk menginterpretasikan
apa yang telah terjadi sebelumnya (expost facto).(Rusdiana, 2014).

Bagi yang tidak berfikir pasti anda bingung, melihat setumpuk definisi, padahal itu, memberikan
umpan terhadap PEMIKIRAN ANDA ....dari definisi tersebut !!!




Fungsi monitoring

Secara konseptual monitoring berfungsi untuk:

1. Ketaatan (compliance); Menentukan apakah tindakan
administrator, staf dan semua yang terlibat mengikuti
standar dan prosedur yang ditetapkan
. Pemeriksaan (auditing); Menetapkan apakah sumber dan
layanan yang diperuntukkan bagi target group telah
mencapal sasaran
. Laporan (accounting); Menghasilkan Iinformasi yang
membantu menghitung hasil perubahan sosial dan
masyarakat sebagi akibat implementasi kebijakan sebuah
periode waktu tertentu
—Penjelasan ' (explanation); Menghasilkan-—informast- yang
membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijakan dan
mengapa antara perencanaan dan pelaksanaan tidak cocok.
(Dunn, 1981)




Langkah kerja Monitoring

Tentukan siapa saja yang akan menerima
laporan hasil monitarings

Masih sering ditemukan dalam LK/CK, yang hanya menulis kalimat-kalimat di atas......?
Padahah anda dituntut memahami makna dari prase kalimat itu, .....> silahkan simak di bawah:




Langkah:

L

Menentukan kegiatan dan keluaran utama yang harus
dimonitor

Sebagai lankah pertama dari kegiatan monitoring yaitu keluaran/target
utama yang harus dimonitor, dalam hal ini monitoring dapat difokuskan
pada hal-hal seperti metode atau bahan ajar yang telah dikembangkan,
sudahkan sekolah atau guru mengembangkan metode dan bahan ajar
seperti yang telah ditetapkan, apakah dalam pengembangan tersebut
menghasilkan metode dan bahan ajar yang sesuai.

Hal yang perlu diingat adalah jangan berusaha untuk memonitor segala
aspek, yang penting memonitor apa yang telah dilakukan, keluaran apa
yang dihasilkan, di mana, kapan, oleh siapa, dan untuk siapa. Kemudian,
hasil monitoring itu dibandingkan dengan rencana semula, selisin antara
rencana dan hasil monitoring dibuat laporannya, dan kemudian sejauh
mungkin faktor-faktor penyebab perbedaan itu diidentifikasi.

Tata cara penyimpanan data juga penting untuk mempermudah
penyusunan laporan yang akurat dan tepat waktu. Sedapat mungkin
sumber data yang telah dikumpulkan secara rutin dimanfaatkan. Ciptakan
format pelaporan yang tidak terlalu rumit, dengan sebagian hasilnya
disajikan secara visual/grafik.

Nilai Apa..... yang didapat dari tiga paragrap dia tas.......?




Langkah:

Menentukan pihak-pihak yang akan melakukan monitoring dan kapan
dilakukannya

Kegiatan kedua ini, mentukan pihak-pihak yang akan melakukan monitoring
dan kapan dilakukan. Sebaiknya pihak yang melakukan monitoring yang
dimaksud di sini bukan pihak pengelola program langsung, untuk menjaga
independensi. Dengan menganut asas partisipatif, wakilwakil penerima
manfaat program/kegiatan sedapat mungkin bersama-sama melakukan
monitoring. Mengenai frekuensi, hal ini sebaiknya dilakukan paling tidak setiap
enam bulan sekali untuk sebuah program jangka menengah atau jangka

Panjang.  n;,; Apa..... yang didapat dari tiga paragrap dia tas....... ?

Langkah:

Menentukan siapa-siapa saja yang akan menerima laporan hasil monitoring.

Langkah ketiga ini mentukan siapa saja yang akan menerima laporan hasil
monitoring. Sebaiknya laporan hasil monitoring disebarkan tidak hanya pada
pihak-pihak pemerintah (eksekutif dan legislatif), tetapi juga pada pihak
pelaksana (misalnya: dinas pendidikan, depag, sekolah, guru), instansi
pemerintah pusat serta wakil-wakil kelompok penerima manfaat untuk meminta
umpan balik. Buatlah pertemuan berkala untuk meninjau kembali tingkat
kemajuan serta memutuskan apakah rencana implementasi perlu disesuaikan.

Nilai Apa..... yang didapat dari tiga paragrap dia tas.......?




2 BATASAN EVALUASI NEGLIMRAR ¢ civis i i

Definisi-2

Evaluasi sebagai proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan
yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan kegiatan. Kegiatan dalam
konteks ini mencari sesuatu yang berharga tentang sesuatu; juga termasuk
mencari informasi yang bermanfaat dalam menilai suatu program, produksi,
prosedur, serta alternatif strategi yang diajukan untuk mencapai tujuan yang
ditentukan. (Anderson, dim Arikonto dan Cepi Safruddin, 2009).

Evaluasi kebijakan bisa bervariasi, bergantung pada dimensidimensi yang menjadi fokus
evaluasi. Salah satu dimensi yang sering mendapat sorotan adalah dimensi kuantitas dan
kualitas. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi diemensi kuantitaif berbeda dengan
dimensi kualitatif. Instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi dimensi kuantitatif, seperti tes
standar, tes prestasi belaar, tes diagnostik dan lain-lain. Sedangkan, instrumen untuk
mengevaluasi dimensi kualitatif dapat digunakan, questionnare, inventori, interview, catatan
anekdot dan sebagainya. (Rusdiana, 2014)




Contoh: kebijakaan pendidikan yang memuat aturan yang mengharuskan setiap
mahasiswanya harus membayar SPP, Rp 12.000.0000-, per semester. Karena
salah satu mahasiswanya ada yang tidak mampu membayar sebesar itu,
kemudian ia mengajukan keringanan biaya kepada pimpinan perguruan tinggi.
Padahal, aturan perguruan tinggi tersebut menyebutkan, setiap mahasiswa harus

mengikuti aturan yang dijunjung tinggi. Atas alas an-alasan pengajuan tersebut,
pimpinan perguruan tinggi mengabulkan dengan cara, memberikan keringanan
kepada mahasiswa.

Tujuan
Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat
pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.

Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya
dan manfaat dari suatu kebijakan.

Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah
mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.

Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat
dampak dari suatu kabijakan, baik dampak positif maupun negative.

Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui
adanya penyimpanganpenyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan
antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.

Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan akan dating. Tujuan akhir dari evaluasi adalah
untuk memberikan masukan bagi proses kabijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang
lebih baik. (Rusdiana, 2014)




Karakteristik Evaluasi Kebijakan

. Tidak  bebas nilai, bahwa evaluasi kebijakan
senantiasamenentukan harga dab nilai suatu kebijakan.

. Berorientasi pada masalah, evaluasi kebijakan haruslah
diaksentuasikan kepada masalah yang pernah dirumuskan
atu diformulasikan.

. Berorientasi pada masa lalu dan kini, menyatakan bahwa
yang dievaluasi adalah sesuatu yang telah terjadi, dan
yang terjadi senantiasa diperhatikan dan bahkan menjadi
pusat perhatian.

. Berorentasi pada dampak, evaluasi harus mengetahui
apakah dampak vyang ditimbulkan tersebut harus
mengetahui apakah dampak yang ditimbulkan tersebut
sesual dengan yang diharapkan ataukah tidak. (Rusdiana,
2014)




Alasan-alasan Perlunya Evaluasi

. Mengetahui apakah hal-hal yang telah dirumuskan dalam formulasi
kebijakaan tersebut dapat dilaksanakan ataukah belum.

. Mengetahui apakah rumusan-rumusan kebijakaan yang tertulis telah
berhasil dilaksanakan ataukah belum.

. Mengetahui kelebihan dan kekurangan rumusan kebijaksaan dalam
kaitannya dengan faktor kondisionak dan situasional di mana kebijaksaan
twersebut dilaksanakan.

. Mengatahui  seberapa jauh rumusan kebijakan telah dapat
diimplementasikan.

. Mengetahui keberhasilan dan kekurangan pelaksanaan kebijakaan.

. Mengetahui seberapa dampak yang ditimbulkan oleh suatu kebijakaan
terhadap khalayak yang bermaksud ditujuoleh kebijakan, dan khalayak
yang tak bermaksud dituju oleh kebijakaan.

. Mengetahui apakah risiko-risiko yang telah diperhitungkan pada saat
formulasi telah dapat diatasi dengan baik ataukah tidak.

. Mengetahui langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam hal perbaikan
kebijaksaan. (Rusdiana, 2014).




Pengelompokan Macam dan Jenis Evaluasi Kehijakan Pendidikan

Secara Khusus, dilihat dari kepentingannya, ada beberapa macam evaluasi kebijakan pendidikan,
diantaranya adalah:

1. Dintinjau dari segi waktu mengevaluasinya: (i) Pandangan linier, evaluasi dilaksanakan setelah
implementasi; kebijakan. (ii) Pandangan Komprehensif, evaluasi dilaksanakan di hamper setiap
tahap proses kebijakan. Evaluasi dilaksanakan saat perumusan, legitimasi, komunikasi,
iImplementasi, partisipasi dan terhadap evaluasi itu sendiri.

Ditinjau dari substansi evaluasi kebijakan pendidikan; (i). Evaluasi kebijakan pendidikan dasar;
(i1). Evaluasi kebijakan pendidikan menengah; (iii. Evaluasi kebijakan pendidikan tinggi
Ditinjau dari periodisasi evaluasi; (i). Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun
pertama,; (ii). Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun kedua; (iii). Evaluasi kebijakan
pendidikan repelita keenam tahun; (iv). Evaluasi kebijakan pendidikan repelita keenam tahun
terakhir; (Rusdiana, 2014)
Ditinjau dari kriteria avaluasi. Evaluasi yang menggunakan kriterium, yaitu kriterium standard
critrian reference dan kriterim norn critrian reference

(). Evaluasi dampak (ii). Evaluasi proses
Dari segi kontinuitas; (i). Evaluasi Formatif (ii). Sumatif (Rusdiana, 2014)




Cakupan Wilayah Evaluasi Kebijakan Pendidikan

Apa saja yang dievaluasi sangat tergangtung kepada pendekatan yang dipakai:

1. Menurut pendekatan input keberhasilan kebijakan ditentukan oleh inputnya. Input
pendidikan memang tidak boleh dianggap sama.

2. Menurut pendekatan transformasi atau proses, implementasi kebijakan
pendidikan bergantung kepada komponen-komponen trasnformasi yang ada di
lembaga pendidikan.

. Menurut pendekatan output adalah implementasi kebijakan pendidikan berkenan
dengan beberapa output pendidikan telah terserap dengan baik, diakui mutunya
oleh masyarakat serta mau belajar sepanjang hayat, sebagaimana misi hampir
setiap usaha pendidikan.

Apa saja
inputnya?

/ Baimana y Apa outputnya/
\ prosesnya? ? Yang dihasilkan?

/
/

Gambar .1 Proses Evaluasi




™ KARAKTERISTIK
EOIMONEVS

Definisi-3

Monitoring dan Evaluasi (ME) adalah dua kata yang memiliki aspek kegiatan yang
berbeda yaitu kata Monitoring dan Evaluasi. Monitoring merupakan kegiatan untuk
mengetahui apakah program yang dibuat itu berjalan dengan baik sebagaimana
mestinya sesuai dengan yang direncanakan, adakah hambatan yang terjadi, dan

bagaimana para pelaksana program itu mengatasi hambatan tersebut.
Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan
program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program

. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi
pihak yang berwenang untuk: (1) Memeriksa kembali strategi pelaksanaan
program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan
kenyataan di lapangan; (2) menemukan permasalahan yang berkaitan dengan
penyelenggaraan program; (3) Mengetahui faktor-faktor pendukung dan
penghambat penyelenggaraan program.




Pendekatan MONEV Kebijakan Pendidikan

Ada berbagai cara untuk memonitor keluaran dan dampak. Cara itu adalah :

1) pelaporan sistem sosial (social accounting),

2) eksperimentasi sosial (social experimentation),

3) pemeriksaan sosial (social auditing)

4) dan pengumpulan bahan untuk penelitian sosial (social research cumulation).
Pendekatan ini masing-masing mempunyai dua aspek yaitu aspek yang berhubungan
dengan jenis iInformasi yang diperlukan (Dunn, 1981). Hal tersebut dapat
digambarkan seperti dalam diagram di bawabh ini:

Jenis Informasi vang
Diperlukan

Pelaporan Sistem Sosial
Eksperimentasi Sosial

Pemenksaan Sosial

Pengumpulan bahan untuk
Penelitian Sosial

kuantitatif

Manipulasi langsung dan
kuantitatif

Kuantitatif dan/
kuahtatif

kuantitatif dan/
kuahtatif

Sumber: (Dunn, 1981).

Informasi vang ada/ vang baru

Informasi baru
Informasi baru

Informasi vang ada




Keempat pendekatan (Dun 1981)diatas mempunyai ciri yang bersamaan yaitu bahwa
keempatnya:

1. Terpusat kepada keluaran kebijaksanaan, sehingga dalam monitoring ini sangat
diperhatikan variabel yang mempengaruhi keluaran, baik yang tidak dapat
dikontrol oleh pembuat kebijaksanaan (misalnya kondisi sekarang yang sudah
ada), dan variabel yang dapat dimanipulasikan atau diramalkan sebelumnya;

. Berpusat pada tujuan, yaitu untuk memberikan pemuasan kebutuhan, nilai atau
kesempatan kepada klien atau target;

. Berorientasi pada perubahan. Tiap-tiap pendekatan itu berusaha untuk
memonitor perubahan dalam suatu jangka waktu tertentu, balk dengan

menganalisis perubahan unjuk kerja antara beberapa program yang berbeda
atau yang sama beberapa variabelnya, atau kombinasi antara keduanya,;

. Memungkinkan klasifikasi silang keluaran dan dampak berdasarkan variabel-
variabel lain termasuk variabel yang dipergunakan untuk memonitor masukan
kebijaksanaan (waktu, uang, tenaga, perlengkapan) dan proses kebijaksanaan
(aktivitas, dan sikap administratif, organisasi dan politis yang diperlukan untuk
transformasi masukan kebijaksanaan menjadi keluaran),
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Sumber: Diknas 2001 (DIMODIFIKASI)



*) MONITORING

Monitoring lebih menekankan pada pemantauan proses pelaksanaan (Departemen
Pendidikan Nasional: 2001:77). Monitoring juga lebinh ditekankan untuk tujuan
supervisi. Proses dasar dalam monitoring ini meliputi tiga tahap, yaitu:

«-menetapkan standar pelaksanaan;

»-pengukuran pelaksanaan;

-menentukan kesenjangan (deviasi) antara pelaksanaan dengan standar dan
rencana

**) EVALUASI

Evaluasi program berguna bagi pengambil keputusan untuk menetapkan apakah
program akan dihentikan, diperbaiki, dimodifikasi, diperluas atau ditingkatkan.

***) Angket-Wawacara-FGD-Observasi

Teknik dan alat monitoring dapat berupa: (1) Teknik pengamatan partisipatif; (2)
Teknik wawancara; (3) Teknik pemanfaatan dan analisis data dokumentasi; (5)
Evaluator atau praktisi atau pelaksana program; (6) Perumusan tujuan
pemantauan; (7) Penetapan sasaran pemantauan; (8) Penjabaran data yang
dibutuhkan; (9) Penyiapan metode/alat pemantauan sesuai dengan sifat dan
sumber/jenis data; (10) Perencanaan analisis data pemantauan dan
pemaknaannya dengan berorientasi pada tujuan monitoring




Peran Monitoring Evaluasi Kebijakan Penailaikan

MONEV memainkan peran metodologis yang penting dalam analisis kebijakan.
Ketika situasi masalah (problem situation) timbul saat transformasi tindakan
kebijakan menjadi informasi tentang hasil kebijakan melalui monitoring, situasi
masalah (sistem dari berbagali masalah yang saling tergantung) tersebut
ditransformasikan melalui perumusan masalah ke dalam suatu masalah kebijakan.
MONEYV setidaknya memainkan empat fungsi dalam analisis kebijakan, yaitu:

1. Kepatuhan (compliance): Monitoring bermanfaat untuk menentukan apakah
tindakan dari para pelaku kebijakan (administrator program, staf, dll) sesuai
dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator.

. Pemeriksaan (auditing): Monitoring membantu menentukan apakah sumberdaya
dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen
tertentu memang telah sampai kepada mereka.

. Akuntansi: Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk
melakukan akuntansi atas perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi setelah
dilaksanakannya sejumlah kebijakan publik dari waktu ke waktu.

. Eksplanasi: Monitoring menghimpun informasi yang dapat menjelaskan
mengapa hasil-hasil kebijakan publik dan program berbeda. Informasi tersebut
membantu kita menemukan kebijakan dan program apa yang berfungsi secara
baik, bagaimana mereka berproses, dan mengapa. (Rusdiana, 2014)




MODEL
HasiiVONEVAREDIjakaniBendidikaln

PADA PESEKOLAHAN/MADRASAH

Hasil monev menjadi umpan balik program (LIHAT GAMBAR:1), yang memerlukan
perbaikan, kebutuhan yang belum terlayani, kemampuan personil dalam
melaksanakan program, serta dampak program terhadap perubahan.

KOMPONEN PROGRAM DESKRIPSI KEBERHASILAN PROGRAM

2 3

BIDANG KURIKULUM
1.1 Penyusunan kurikulum se- | Tersusunnya kurikulum  sekolah mencakup
kolah (Dokumen [, | Kurikulurm  Dokurmen |, Daokume |, dan
Dakumen I, dan Dokumen | Dokumen 1l Perlu ada penyempurnaan lebih

Hy baik lagi, agar lebih relevan dengan keadaan
individu siswa ABK dan harapan masyarakat.

1.2 Pelaksanaan Kegiatan Fara guru telah melaksanakan KBM yang
Belajar Mengajar berorientasi pada PAIKEM.

1.3 Pelaksanaan Fenilaian Terlaksananya penilaian Vang sudah
(formatif, sumatif, dan terencana, baik ulangan harnan, UTS, UAS,
LIS LS dan UMNSAIS. Dan dilkuti dengan analisis hasil

evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan program

perbaikan atau pengayaan.




2

3

BIDANG KESISWAAN

2.1, Penernirnaan Feserta Didik
Baru

Terlaksananya sistern Penerimaan Feserta
Didik Baru yang terencana dengan baik.

2.2 Pelaksanaan assessment

Terlaksananya assessment sebagal dasar
untuk  memberikan layanan pada siswa,
walaupun instrumen dan  pelaksanaannya
perlu disempurnakan lagi agar lebih valid dan
cormare he nasive.

2.3.Pelaksanaan Bimbingan dan
Fenyuluhan

Bimbingan dan Fenyuluhan telah
dilaksanakan dengan balk sesual dengan
program BF vyang telah dipersiapkan dan
permasalahan yang dialami para siswa.

ekstra
Dlah
dan

2.4 Pelaksanaan
kurikuler  (Framuka,
Haga, Kesenian,
leterammpilan)

Terlaksnanya kegiatan ekstra  kurikuler
secara rutin, walupun dalam bidang kesenian
perlu dikembangkan lagi dengan melengkapi
sarana kesenian yang diperlukan.

2.5 FPengusulan beasiswa dan
Bagus

Beasiswa dan Bagus terealisasi dengan baik
serta memberikan dampak positif kepada
para siswa yakni mendorong untuk lebih rajin
ke sekolah.

2B FPelaksanaan Fekreasi.

Terlaksana sesuail dengan yang diharapkan,

vaitu untuk menambah kebersamaan, dan
kekeluargaan semua warga sekolah.

2.7 FPenyusunan Administerasi

Kesiswaan

Telah tersuszun dengan baik walaupun perlu
lebih dilengkapi lagl untuk dapat mengkaper
semua hal yvang diperlukan oleh para siswa.
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BIDANG KETENAGAAN

3.1 FPendidik :
=.1.1 Fembagian tugas guruy

Fembagian tugas guru telah dilaksanakan
dengan mengupayakan agar sesual dengan
kemampuannya (fHhe Hgidt man on the nght
place].

3.1.2 Fembinaan guru mela
lui supervis.

Terlaksananya oclass wisid  dalam
pelaksanaan superwvisi wyang diilkuti
evaluasi dan tindak lanjut.

ranghk a
dengan

3.1.2 Feningkatan
profesionalisme
kinerja guru.

Terealizasi dengan terwudjudnya kegiatan-
kegiatan mengikuti progra KK, mengikouti
diklat-diklat kependidikan d ari Dinas
Pendidikan PFrowvinsi, dan seminar-seminar
pendidikan, Utk lehkihk e ab ami dan
mengimplementasikan 4 kompetensi guru
(kompetensi pedagogik, kepribadian,
profesional, dan kampetensi sosial)l.

=.1.4 Pengusulan kenaikan

pangkat gury

Terealisasi dengan turunnya Sk kenaikan
pandkat bagi S orang gury per- Oktober 20710,

=.1.%5% Fengusulan tunjangan
kesejahrteraan guru.

Diterimanya  THFF dan uang kompensasi
secara rutin bagi guru PRS dan diterimanya
Uang insentitf bagi guru  sukwan  tahun
anggaran 2070,

5.2 Tenaga Kependidikan:

=201 Feningkatan profesi-
onalisme tenaga
kependidikan

Terlaksananya mengikiuti kegiatan KKK,
Sl Sl S diklat, lakakarya, o an workshop
tentang kependidikan, untuk lebih mMmemahami
dan mengimplementasikan 5 kompetensi
kepala sekolah [(kampetensi  kepribadian,
rmanajerial, superwvisi, kewirausahaan, dan
kompetensi sosiall.

3.2.2

Fengusulan kenaikan

pangkat
kependidikan.

tenagsa

Terlah dilakukannya pengusulan kenaikan
pangkat dengan memperoleh nilal KTl 4 poin
dari 12 poin wyang diperlukan, dan telah
dilakukan revisi KT untuk dilakukan penilaian
kembali.
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EBILAM SORANA
FPRASARAMA

Ly AN

A1 Pemeliharaan sarana dan

prasaran3a

Terpeliharanya sarana dan prasarana yang
dirmiliki sekalah.

4.2 Usul penambahan sarana
meubelair

Terpenuhiny a meubelair sekalah sesual

dengan vang diperlukan.

4.3 Ulsul pengadaan  sarana

keterampilan handcraft

Terpenuhiny a handorafit

diperlukan

peralatan vang

4.4 FPenambahan buku-buku
pembelajaran.

Semakin lengkapnya buku-buku
pembelajaran dan buku pedaoman gury,

paket

4.5 Fengembangan pragram B
I (keamanan, kebersihan,
ketertiban, keindahan,
kekeluargaan, dan
kerindangan].

Terlaksananya kegiatan-kegiatan untuk
mewudjudkan program B K yaitu dengan
kegiatan Jumsikh (Jumat bersikhl), adanya
permbagian piket sekolah, dan menanamkan

sikap wawasan wivata mandala.

4 5 Pembuatan administerasi
sarana dan prasarana.

Tersusunnya adinisterasi Ssarana dan

prazaran4a.

BID AN G HUMAS

5.1 Koordinas rutin dengan
vaYasan.

Teralinnya baik

Vayasan.

hubungan dengan

yang

S 2 MMeningkatkan
dengan
terkait.

hubungan
instasi-instansi

Terjalinnya hubungan dan adanya dukungan
dari instansi-instansi sepeti LUIPTD pendidikan
kecamatan, S0 dan MM sekitar.

S 3. Melaksanakan sosialisasi
sekolah ke masyarakat.

Dibuatnya spanduk pada awal tahun ajaran,
memuat  profil dan penjelasan-penjelasan
tentang S LB pada majalah pendidikarm lokal,
serta mengikuti kegiatan-kegiatan di tingkat
kecarmatan yang diselenggarakan aleh LURPTD
Fendidikan Kecamatan.

.Berpartisipasi
tan-kegiatan
sekolah dan
setempat,
terkait di daerah.

dalam kegia-
lingkungan
pemeaerintahan
dan instansi

Sekoaolah telah berpartisipast pada kegiatan-
kegiatan wang dilakukan oaoleh masyarakat
atau pemerintahan setempat, saperti
pembangunan jalan, acara har-har besar
nasional dan keagamaan, pengajian, sunatan
masa, dan siskamling.
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BIDANG KEUANGAN

b.1. Penyusunan RAFPES

Tersusunnya RAFES dengan baik

b.2. Pengusulan dana BOS

Terealisasinya dana BOZS balk dan pusat
maupun darl provinsi,

b.3.Menentukan biaya pembe-

lanjaan  sesual dengan
RAFES yvang telah dibuat.

Adanya pembelanjaan yang sesual dengan
alokasi yang telah ditentukan dalam RAFPEBS.

b.4. Penyusunan LPJ

Tersusunnya LPJ BOS maupun  keuangan
dari sumber lain sebagal bukti pemanfaatan
dana yang transparan, dan akuntabel.

BIDANG MANAJEMEN SEKOLAH

7.1, Manajemen kurikulum.

Adanya  pelaksanaan  kurikulum

terprogram dan sistematis.

yang

{2, hlanajemen kesiswaan.

Lancarnya kegiatan-kegiatan kesiswaan baik
kurikuler maupun ekstra kurkuler,

/.3, Manajemen ketenagaan.

Adanya ketenagaan wang bekerja sesuali
dengan kampetensi dan tupoksinya.

7.4 Manajemen dan

prasarand.

sarandg

Adanya  pendayagunaan  sarana  dan

prasarana secara baik,

/.8 .Manajemen humas.

Ternalinnya  hubungan  wyang  harmaonis,
kerjazsama  dan adanya kemitraan antara
sekolah dan masyarakat.

/.b. hanajemen keuangan.

Terencana dan terprogramnya penggunaan
dana yvang dimiliki sekalah.
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Model Deskripsi Hasil Evaluasi Perguruan Tinggi
INTRUMEN PENILAIAN HASIL MONEV KHUSUS
KOPERTAIS WILYAHA II JAWA BARAT DAN BANTEN TAHUN 2016

Nama PTKIS:

m ltem yang Dinilai Ketentuan Penilaian

“—_--
A. KELEMBAGAAN

1 A. KELEMBAGAAN
B. AKADEMIK

C. KETENAGAAN

D. PENELITIAN, PEGABDIAN&KS
E. KEMAHASISWAAN

F. TATAKELOLA/KINERJA

G. SAPRAS&KEU

Hubungan misi dengan visi

Se
.

Jumlah A }




n STUDI DAMPAK
MONE

\/ KEBIJAKAN PENDIDIKAN
FLLOW UP MONEV Kebijakan Pendidikan

Agar MONEV terhadap KEBIJAKAN/program supervisi
pendidikan bermanfaat perlu dipikirkan oleh supervisor akan
tindak lanjutnya. Biasanya tindak lanjut atau follow up dari
hasil-hasil evaluasi yang diperoleh perlu mendapat
supervisi/penilaian yang seksama dan kontinyu dari supervisor
dalam rangka pengembangan program supervisinya (Diknas,
2009: 15).

Maka dari itu, pembagian kerja, koordinasi, kepemimpinan dan
Integrasi merupakan unsur yang perlu diperhatikan dalam
pengelolaan program pendidikan. Menghadapi ancaman
lingkungan dan memenuhi kebutuhan, mungkin saja program
pendidikan perlu direstrukturisasi.




Manfaat dari MONEV Kebijakan Pendidikan

1. Untuk pengguna/Siswa

nfaat hasil MONEV program pembelajaran, bagi siswa, yaitu:

Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan program
secara menyeluruh;

Merupakan penguatan bagi siswa,

Usaha perbaikan;

Sebagali diagnose.

2. Untuk pengguna/Guru
ptelah mengetahui data hasil MONEV, maka guru::

* Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat diterima oleh siswa. Hal
ini akan menentukan pula apakah guru itu harus menggantikan cara menerangkan (strategi
mengajar) atau tetap dapat menggunakan cara (strategi) yang lama.

 Mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa.
Apabila bagian yang belum dikuasai kebetulan merupakan bahan prasyarat bagi bagian
pelajaran yang lain, maka bagian itu harus diterangkan lagi, dan barangkali memerlukan cara
atau media lain untuk memperjelas. Apabila bahan ini tidak diulangi, maka akan mengganggu
kelancaran pemberian bahan pelajaran selanjutnya, dan siswa akan semakin tidak dapat
menguasainya.

« Dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan diberikan.




3. Manfaat bagi Lembaga/Sekolah/Madrasah

» Kebijakan pendidikan (supervisi) yang berlangsung saat ini dapat dikatakan
sama dengan evaluasi program, tetapi sarananya ditekankan pada kegiatan
pembelajaran. Dengan kata lain, prestasi belajar menjadi titik pusat
perhatian. Oleh karena tujuan utamanya memperhatikan prestasi belajar
bidang studi atau mata pelajaran maka supervisor (yang di dalam praktik
disebut pengawas), disaratkan memiliki latar belakang studi tertentu dan
harus memiliki pengalaman menjadi guru. Dilihat dari ruang lingkupnya,
supervisi dibedakan menjadi 3, yaitu (1) supervisi kegiatan pembelajaran, (2)
supervisi kelas, dan (3) supervisi sekolah.

» Kebijakan supervisi sekolah/madrasah yang diartikan sebagal evaluasi
program, dapat disamaartikan dengan validasi lembaga dan akreditasi.

e Evaluasi program merupakan langkah awal dari proses akreditasi dan
validasi lembaga.

MONEV Kebijakan/program secara kelembaan, tidak lain adalah supervisi pendidikan
dalam pengertian khusus, tertuju pada lembaga secara keseluruhan.




4. Manfaat bagi Orang Tua/Masyarakat
Bagi orang tua, hasil MONEV kebijakan/program pembelajatran dapat dimanfaatkan
untuk:

* Mengetahui kemajuan belajar peserta didik.

 Membimbing kegiatan belajar peserta didik di rumabh.

» Menentukan tindak lanjut pendidikan yang sesuai dengan kemampuan anaknya.
 Memprakirakan kemungkinan berhasil tidaknya anak tersebut dalam bidang pekerjaannya.

5. Manfaat bagi Pemerintah

Adda empat kemungkinan MONEYV kebijkan pendidikan dimanfaakan oleh Pemerintah, antara

lain :
1. Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya

atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan.

Merevisi program, karena ada bagian-bagian yang kurang sesuai dengan harapan
(terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit).

Melanjutkan, karena pelaksanaan program menunjukan bahwa segala sesuatu sudah
berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil yang bermanfaat.

Menyebarluaskan program (melaksanakan program ditempat-tempat lain atau mengulangi
lagi dilain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka yang baik jika

dilaksanakan lagi ditempat dan waktu yang lain.
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Materi ini adalah suatu materi yang sudah dibuat/disusun oleh kelompok VI-VII-
VIII, sudah dikoreksi tgl.12-03-020 seharusnya sudah diperbaiki dan dikirim
tanggal 20 maret 2020 ke email rusdiana@gmail.com:
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*Untuk dijadikan bahan koreski/masukan dalam menanggapi makalah
kelompok V.

*) Materi penguatan klp diskusi masih siasa 2 klp/materei. Sebelum cuti bersama (Hari
Raya ledul Fitri) harus selesai materi penguatan Duskusi kelompok. Supaya sisa waktu
setelah lebaran digunakan utuk diskusi daring.

Qatatan perlu diperhatikan oleh semua:
Kelompok VI-VII-VII, wajib mengirimkan fail tgl 9/5/020. (petunjuk pengiriman sama dg kip |-V ihat WAG Kls)
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Pertimbangan pengabungan Materi 11-12-13:
1. Waktu tersedia sebelum Cuti Bersama (22-27 Mei 2020), tidak ada lagi

\ 4

keterampilan  dalam
menerapkan  konsep
kebyakan pendidikan
gecara  korprehensip
untuk  kepentingan
pengernbangan
pendidikan

- 4

w

6. Kehijakan Makro Pengemib Penidilan

Eonsep dasar kebyjakan malzo pendidikean;
Bentilimodel kebyakan malro pendidilan
Iplanetasi kebyjakan malyo pendidikan;

Pemnasalsh  dan  sohisi kebjakan malo
pendidilan;,

7. Kehijakan Meso Pengemh Peridilan

Eonsep dasar kebyjakan meso pendudilan,
Bentulkfnode] kebyjakan meso pendidikan
Iplanetasi kebyakan weso pendidikan,

Pennasalsh dan  sobsi lebjakan  meso
pendidikan;,

1.Eehjjalan Milro Pengemb Pendidilan

- Eonsep dasar kebjjakan milzo pendidikan;

- Bentulinodel kebyakan mileo pendidikean;,

- Implkmetasi kebjakan mileo pendidikan;

- Pemnasaldh dan sohisi kebyjakan mioo

pendidikan;,

2. Waktu tersedia setelah Cuti Bersama (22-27 Mei 2020), dialokasikan untuk Diskusi Kelompok dimuliai tanggal 4 Juni 2020
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C:implementasiliehijakaniRendidikaniiakiozeso&ikso

D-Analisis, Masalah dan Solusi dalam Kehijakan Pendidikan Makro-Meso&dlikzo




» KONSEP DASAR
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Definisi-1:

Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi,
yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk
menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi rujukan
utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.
Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving dan proaktif. Berbeda
dengan Hukum (Law) dan Peraturan (Regulation), kebijakan lebih bersifat adaptif
dan intepratatif, meskipun kebijakan juga mengatur “apa yang boleh, dan apa
yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat bersifat umum tetapi tanpa
menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan harus memberi peluang
diintepretasikan sesuai kondisi spesifik yang ada. ( sudah dibahas
sebelumnya)

Contoh kebijakan adalah Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keppres, Kepmen,
Perda,Keputusan Bupati, dan Keputusan Rektor Direktur. Setiap kebijakan yang
dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh objek
kebijakan. Contoh ini juga memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup
kebijakan dapat bersifat makro, meso, dan mikro.




Kebijakan pendidikan adalah salah satu kebijakan negara. Carter V Good
(1959: 67) memberikan pengertian kebijakan pendidikan sebagai suatu
pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian
atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan
sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga.

Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan
pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan adalah keseluruhan proses dan hasil perumusan
langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka
untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun
waktu tertentu.  Menurut Onisimus, kebijakan pendidikan apabila dikaitkan dengan kebijakan
publik ialah proses, aktivitas, strategi, prosedur, dan alternatif langkah-langkah yang
digunakan untuk memecahkan permasalahan pendidikan nasional yang ditetapkan secara
komprehensif dalam suatu kurun waktu tertentu.

H. A. R. Tilaar, Kekuasaan dan Pendidikan Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009). 7
Tilaar, kekuasaan Pendidikan 140
Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah Konsep, Stratrgi dan Implementasi, (Bandung: Alfabet, 2013). Hal. 213

Uluran tangan dari pemerintah di bidang pendidikan dimaksudkan untuk mengemban amanat
konstitusi. Amanat tersebut tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat.
Rumusan tersebut ternyata mempunyai makna yang sangat dalam dan setiap periode
mengalami interpretasi yang berbeda-beda. Berkembangnya tujuan pendidikan dari satu
GBHN ke GBHN berikutnya mengindikasikan bahwa apa yang dikemukakan dalam UUD
perlu untuk diinterpretasikan sesuai dengan zamannya. Saat ini berlaku UU.No. 20 tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Standar nasional pendidikan dalam PP No.

19 tahun 2005Didukukung dengan bebarapa Peraturan lainnya.




Arah Kebijakan pendidikan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik
Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diarahkan untuk
mencapal hal-hal sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu tinggi bagi seluruh
rakyat Indonesia menuju terciptanya manusia Indonesia berkualitas tinggi dengan peningkatan anggaran
pendidikan secara berarti.

Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan tenaga
kependidikan sehingga tenaga pendidik mampu berfungsi secara optimal terutama dalam peningkatan pendidikan
watak dan budi pekerti agar dapat mengembalikan wibawa lembaga dan tenaga kependidikan.

Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum, berupa diversifikasi kurikulum
untuk melayani keberagaman peserta didik, penyusunan kurikulum yang berlaku nasional dan lokal sesuai dengan
kepentingan setempat, serta diversifikasi jenis pendidikan secara professional.

Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah maupun luar sekolah sebagai pusat pembudayaan nilai, sikap,
dan kemampuan, serta meningkatkan partisipasi keluarga dan masyarakat yang didukung oleh sarana dan
prasarana memadai.

Melakukan pembaharuan dan pemantapan sistem pendidikan nasional berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi
keilmuan dan manajemen.

Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk
memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni.

Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin secara terarah, terpadu dan menyeluruh melalui
berbagai upaya proaktif dan reaktif oleh seluruh komponen bangsa agar generasi muda dapat berkembang secara
optimal disertai dengan hak dukungan dan lindungan sesuai dengan potensinya.

Meningkatkan penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi
bangsa sendiri dalam dunia usaha, terutama usaha kecil, menengah, dan koperasi guna meningkatkan daya saing
produk yang berbasis sumber daya lokal.

Setiap kebijakan yang dicontohkan disini adalah bersifat mengikat dan wajib
dilaksanakan oleh objek kebijakan. Contoh ini juga menurut Noeng Muhadjir
(2013: 164), memberi pengetahuan pada kita bahwa ruang lingkup kebijakan
dapat bersifat makro, meso, dan mikro.




™ BENTUK/MODEL
ﬁ! KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO
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JENJANG KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO

Ruang lingkup kajian Level /Jenjang Kebijkan pendidikan

« Jenjang makro (memfokuskan pada
' i . kajian keterkaitan antara institusi
'Mi_cﬁ) Level. \F - s A pendidikan dengan masyarakat);

A BARAT
All PROYINSL lr\\\\
EMERINIERG TEDIDIE,
1

EERIENTERIAN PENDIDIKAN
DIRELTORAT JSMOIERAT

«Jenjang meso (memfokuskan pada
kajian keterkaitan antarinstitusi
pendidikan di suatu wilayah);

«Jenjang mikro (memfokuskan pada
interaksi yang terjadi di dalam institusi
pendidikan).

=
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1, MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO

» Level intervensi makro dalam pekerjaan sosial meliputi lingkungan,
komunitas dan masyarakat untuk mencapai perubahan sosial.
Praktek pekerjaan sosial dalam ranah makro memerlukan
pengetahuan tentang standar komunitas dan nilai, dan ketrampilan
memobilisasi komunitas yang dibutuhkan dalam memprakarsai
pemecahan masalah. (Dubois & Miley, 2014:71).

Sedangkan menurut Sistem makro mengenai sistem yang lebih
besar daripada kelompok kecl. Orientasi makro berfokus pada
sosial, politik, dan kondisi ekonomi dan kebijakan yang berpengaruh
bagi orang banyak dalam mengakses sumber dan hidup yang
berkualitas. (Zastow & Ashman, 2004:12-13).
Praktek kerja sosial makro adalah upaya untuk membantu klien
dengan mengintervensi sistem yang besar. Contohnya termasuk
melobi untuk mengubah undang-undang perawatan kesehatan,
mengorganisir kelompok aktivis negara-lebar atau advokasi untuk
perubahan kebijakan sosial skala besar. Praktek pekerjaan sosial
; u perbedaan utama antara pekerjaan sosial

b metmaafakansylied détgaa otz

Pambeaia Pasanta Didik Baru
{RPP [PPOE} Zonas)




KEBIJA K .AMN
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FORMAMAL 1.UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional

2. Standar nasional pendidikan dalam PP

No. 19 tahun 2005

Standar komponen dan pengelolaan pendidikan formal yang
beraku secara nasional merupakan kriteria minimal tentang

sebagai dasar dalam perencanaan, sistem pendidikan di Indonesia. Standar nasional pendidikan
pelaksanaan, dan pengawasan Keberadaan standar- yang berdaku meliputi komponen-komponen sebagai berikut:

pendidikan dalam rangka standar tersebut diakui
mewujudkan pendidikan nasional belum sempurna dan

yang bermutu l:> memerlukan penyesuaian
menjamin mutu pendidikan

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Isi

Standar Proses

Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
menyangkut tunbutan Standar Sarana dan Prasarana

perubahan kehidupan Standar Pengelolaan

lokal, nasional dan global. Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan

dengan situasi
nasional dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa
dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang
bermartabat




Mormcr 22 fabun 2008

Moo 24 Taburn 2008

Standar isi untuk satuan pendidikan dasor

dan menengah

Peldksanaan peraturan Menterd
Perndidikan Masional Mo 22 tabun 2006
terntang standar s unbuk satuan
perdidikan dosar dan meanaengab dan
Fermendikno:s Mo 23 tabhun 2008 tentang
Standor Kompetens Lublusan untuk satuan

perdidikan dosar dan menencab




Mo 23 tahun 208

Mo 24 tahun 20048

Standar kompetens lulusan untuk
satuan pendidikan dasar dan

menengahn

FPelaksanaan peraturan Menten
Pendidikan Nasional Mo 22 tahun 200&
tentong satuan penddikan dosar dan
menengahn dan peraturan menfen
pendidikan nasional no 23 tahun 2008
tentang standar kompetens Tubusan
untuk satuan pendidikan dan

menengahn
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Mormor

12 Tahun

13 Tahur .

16 Tabwr

24 Tahun

25 lahir %

26 1ahun .

27 lahin

2008

stondar pengawas Sekolah/Madrasah
standar Kepala Sekolahy Madrasah

Standar Kualifikasi Akademik dan
Kompetersi Guny
Stanaor [emnooo A ristros

ek olah/Moadrasah

Standar Tenaaga Perpustakaan

Sek olah/Madrasah

AlanGar [encod Lok ordl o
sk olah/Madrcsah

Standar Kualifikas Akodemik dan

Kompetersi Konselor




Maomor 19 Tahun 2007

Momor 17 tahun 2010

Kepmendiknas No

129a/U72004

standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan
Pendidkan Dasar dan Menengah;
FPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan




Nomor 20 Tahun
2007

Standar Penilaian
Pendidikan




Nomor 24 Tahun
2007
Normor 33 Tahun
2008
Nomor 40 Tahun

2008

Standar Sarana dan Prasarana

untuk SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMA

Standar sarana dan Prasarana
untuk SDLB, SMPLB, dan SMALB
Standar Sarana dan Prasarana

untuk SME/MAK




Momor 41 Tahun

2007

Momor 1 Tahun

2008

Standar Proses untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan

Menengah

Standar Proses Pendidikan

k.husus




Momor 49 Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Untuk
Tahun 2009 Sekolah Dasar/Madrasah lotidaiyah (SD/RI),

sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawnhyan [SMP/MTs), Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyvah (SMA/MA], Sekolah
Menengah Kejunuan (3MK], Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah
Perfama Luar Biasa [SMPLB). dan Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa (SMALB)




SE 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat

Penyebaran Coronavirus Disease (COVID-19)
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2 MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN MESO

(bijakan Pendldlk - dalam ranah mezzo meliputi interaksi kelompok formal dan

anisasi yang kefrrpleks Intervensi ranah mezzo, fokus untuk mengubah kelompok

.atau organisasi itu sendiri. Faktor-faktor dari kelompok dan organisasi yaitu

fungsm{ya, struktur, peran, pola pengambilan keputusan, dan gaya pengaruh interaksi

||m|<|mnli”"tj?agl~ prose ubahan. Lebih lanjut menurut dubois dan miley, bekerja dalam ranah

uskan untuk memahami dinamika kelompok, dan struktur organisasi.

"Ranah mezzo, efekflfnya memerlukan ketrampilan dalam perencanaan organisasi,
pengambilan keputusan, dan negosiasi konflik. (Dubois & Miley, 2014:69)

Berbeda halnya menurut Zastrow & Ashman (2004:12) yang menyebutkan bahwa

sistenk-mezzo dalam kebijakan dengan beberapa kelompok kecil, yaitu keluarga,

— —KelompoK Kerja, ‘dan kelompok-kelompok sosial lainnya. Berbeda juga menurut

pandanngan SHeafor & Herejsi (2003:10) yang menyebutkan bahwa pratek pekerjaan

sosjal dalanfhranai™®mezzo mengenai relasi interpersonal yang lebih intim melebinhi

- aengan kehldupan keluarga tetapl Ieblh secara arti prlbadl yang

PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARLU 2
SMK PUTRA BANGSA
TP. 2020/ 2021

@ ke o , pekerjaan sosial yaltu pengorganisasian masyarakat, manajemen dari
@ v E@mm§a3| kerja sosial atau fokus pada institusi atau budaya perubahan daripada
@ mopuns masing-masing klien. Aktor yang terlibat dalam praktek mezzo sering juga terlibat
ROGRAM TMBARAN dalam mikro dan/atau kerja sosial makro. Hal ini memastikan kebutuhan dan
BTQ & 1k 021 77baitbanggn dari masing-masing klien dipahami dan ditangani bersama-sama dengan
sxeutmabNes, . sEpREysTESHes osial yang lebih besar.

https://www.radardepok.com/2020/03/ini-isi-surat-edaran-disdik-jabar-yang-isinya-ada-penundaan-un/




PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jin. Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselboard (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

Bandung, 15 Maret 2020

: 443/ 3302~ Set.Disdik

. amat segera Kepada

e Yth.1.Kepala Cabang Dinas

: Pelaksanaan Ujian Nasional dan Pendidikan Wilayah I-XIII,
Kegiatan Belajar Mengajar pada Dinas Pendidikan Provinsi
Satuan Pendidikan di Jawa Jawa Barat
Barat. 2.Kepala Dinas Pendidikan

Kab./Kota se-Jawa Barat
3. Kepala Satuan Pendidikan se-
Jawa Barat
di
Tempat.

Bahwa dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 pada satuan
pendidikan di Jawa Barat serta perkembangan kondisi saat ini, dengan
memperhatikan:

a. Keputusan Gubemur Jawa Barat Nomor 443/Kep.176-Dinkes/2020
Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Coronavirus Disease 19
(Covid-19) di Jawa Barat

b. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Rl Nomor 3 Tahun
2020 tentang Pencegahan Corona Virus Disease ( COVID -18) Pada
Satuan Pendidikan;

c. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/26/HUKHAM Tanggal 13
Maret 2020 Tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko
Penularan Infeksi Coronavirus Disease-19 (COVID-19), dan

d. Surat Ketua BSNP Nomor 0114/SDAR/BSNP/II/2020 tanggal 14 Maret
2020 perihal Pelaksanaan UN Tahun 2020 terkait Penyebaran Virus
Corona (COVID-19).

kami minta Saudara melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dilaksanakan di rumah
masing-masing mulai tanggal 16 s.d. 29 Maret 2020;

2. Kepala Satuan Pendidikan agar menugaskan setiap Guru dan Tenaga
kependidikan untuk memberikan tugas/pembelajaran jarak jauh kepada
seluruh peserta didik yang diliburkan sebagaimana angka 1, serta tetap
hadir di satuan pendidikan sesuai hari dan jam kerja sebagaimana
ketentuan yang berlaku. Dalam pemberian tugas/pembelajaran jarak jauh
yang diberikan oleh guru agar menyampaikan materi yang berhubungan
tentang edukasi mengenai Covid-19;

3. Kepala Satuan Pendidikan menginformasikan kepada orangtua peserta
didik untuk melakukan pengawasan dan memastikan putra/putrinya
melaksanakan kegiatan pembelajaran di rumah (tidak melakukan
bepergian/wisata dan/atau kegiatan lain yang tidak selaras dengan
berbagai upaya pencegahan Penularan Infeksi Covid-19)

4. Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas
Pendidikan Kab./Kota se-Jawa Barat bersama dengan Pengawas
Sekolah melakukan pemantauan penyelenggaraan KBM sebagaimana
angka 1 di setiap satuan pendidikan sebagaimana kewenangannya;

5. Sehubungan terdapatnya keadaan darurat, yaitu telah ditetapkannya
Covid-19 sebagai pandemi di Provinsi Jawa Barat, maka
penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah ditunda sementara
waktu sampai dengan wakiu yang ditentukan kemudian;

Scanned with CamScanner

6. Kepala Cadisdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas
Pendidikan Kab./Kota, dan Kepala Satuan Pendidikan agar melaporkan
pelaksanaan ketentuan sebagaimana tersebut di atas secara berjenjang
melalui saluran informasi yang lersedia;

7. Menunda kegiatan untuk mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di
lingkungan luar instansi dan satuan pendidikan (seminar, studi wisata,
berkemah, dan kegiatan sejenis lainnya);

8. Dalam pelaksanaannya, agar seluruh pemangku kepentingan bidang
pendidikan, quru, tenaga kependidikan, serta peserta didik agar
melaksanakan pola hidup sehat dan mempedomani Surat Edaran
Gubernur Jawa Barat nomor 400/26/HUKHAM Tentang Peningkatan
Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi Coronavirus Disease-
19 (COVID-19) baik di instansi kerja, satuan pendidikan, maupun rumah.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Dinas Pendidikan
inishJawa Barat,

ook il
SARTIKA, M.S1.

fya Utama Madya
301221986032004

Tembusan, Yth.: :

1. Bapak Gubemur Jawa Barat (sebagai laporan);

2. Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat,

4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Baral,

5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat,

6. Pengawas SMA/SMK/SLB se-Jawa Barat.

Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam Masa Darurat Covid-19
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3, MODEL KEBIJAKAN PENDIDIKAN MIKRO

* Intervensi Kebijkan mikro dalam pekerjaan sosial meliputi individu, keluarga
atau dalam kelompok kecil untuk memfasilitasi perubahan perilaku individu
#= atau dalam relasinya dengan orang lain. Lebih lanjut menurut Dubois dan
41 Miley menyatakan bahwa individu sering mencari layanan pekerja sosial
- karena pengalaman pahit mereka dalam penyesuain diri, relasi interpersonal,
atau karena stress dari lingkungan. (Dobuis & Miley (2014:69)
Focus perubahan dan level mikro ini adalah menciptakan keberfungsian
individu. Berbeda halnya menurut Zastrow & Ashman (2004:12) yang
2 menyebutkan bahwa ranah mikro hanya meliputi individual saja. Sistem
dalam ranah mikro ini memerlukan interaksi dari sistem biologis, psikologis
dan sosial dari individu. Orientasi dari ranah mikro dalam praktek pekerjaan
sosial focus pada kebutuhan individu, masalah dan kekuatan.
» Praktek pekerjaan sosial mikro adalah jenis yang paling umum dari pekerjaan
sosial, dan bagaimana kebanyakan orang membayangkan pekerja sosial
memberikan pelayanan. Dalam pekerjaan sosial mikro, pekerja sosial terlibat

- I k- # -
€ SEKQLAH AVANAY TERPADUS

=] »  wila
I‘- -

N T — dengan individu atau keluarga untuk memecahkan masalah. Contoh umum

STRATEGI MIKRO DI SEKOLAH

ozt gty ko pempiacaan e termasuk membantu individu untuk mencari perumahan yang tepat,

hidupan
keseharian di satuan pendidikan

perawatan kesehatan dan pelayanan sosial. Terapi keluarga dan konseling
individu juga akan jatuh di bawah naungan praktek mikro, seperti yang akan
—— seorang individu atau keluarga, dan pengobatan orang yang menderita
T kondisi kesehatan mental atau masalah penyalahgunaan zat. Menurut salah
satu sumber, praktek pekerjaan sosial mikro bahkan mungkin termasuk
dalam pekerjaan sosial militer (military social work, di mana pekerja sosial
membantu anggota militer menghadapi tantangan yang menyertai kehidupan
militer dan mengakses manfaat yang merupakan hak mereka dengan layanan
mereka. Banyak pekerja sosial terlibat dalam praktek mikro dan mezzo
secara bersamaan. Bahkan intervensi pada tingkat makro yang paling
ambisius memiliki akar dalam percakapan antara seorang pekerja sosial

« tunggal dengan satu klien.
b.com/search?g=Kebijakan+pendidikan+tingkat+Mikro+Sekolah&tbm=
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SURAT EDARAN
Maormor: B350 im i ]LdH kL 0 RSN

TENTANG
TINDAK LANJUT KEEBLIAKAN AFSDEMIE DAN NON-AKADEMIK
FENCEG AHAN PENY EEARAN VIRUS CORDMA

Kapas vk
Para Dekan Fakulas dan Direktur Pascasafam
Para Kepala Lembaga dan Kefus Pusat
Para Kepala Bino dan Kepala Bagian
Ewitas Akademika
di ingkungan UM Sunan Gunung Djati Bandung

Aszaiary Blakorm W W

Menndkianjuli Sural Edaran Direkiur Jenderal Perddikan islam Kemeneran
Agama Republik Indoresia no. GETOAION0 tanggal 268 Mamet 2000 temtang
Perubaban Suml Edsran Direklur Jenderl Pendidkan Islam ientang Upay
Pemegaan Peyebaran Covid-1% Menindaklanjuli Surat Edaran Rekior UIN
Zuran Gunung Djati Bandung Momor B-352Un 0501 AHM 0 VD000, nggal 15
Maret 20X ientang Kebipkan Akademik dan Non-Alademik UIN Sunan Gunung
Djati Bandung ierkait Pencegaban Penpebaran Vins Conora, dan mempehatkan
kondisi darurat bencana wabah viscomm yang saat ini sedang e gadi, dengan
iml kami smpa kan balrea

1 Perkuliahan & UM Sunan Gunung Djali Bandung dengan sElem darng
[ordine Y penugasanbentuk Binmpa 4 luar titap muka diperpanjang sampai
akhir perkuliaban semester gerap langgl 4 Juli 220
Ujian Tengah Semesier (UTE) dan UjanAkhir Semester (LA E) dilaksanakan
Secara daring Sessai kalender akademik yait! 2025 Apil 2000 bk UTE;
dan D8 Jul-11 Jul 2020 uniuk LAE
Beluruh kegiatan akademik ik berupa Ujan Komprebensif, Semimr
Propesal, dan Ujan Munagasyah, démikian pula bimbiingan sknpsitesis’
disertasi dan kegiatan peneitian & pat ditakukan secam daring dengan 1&tp
mémperfaikan & uran Gn nofma A kademik yang berkaku
Kegiastan prakikum yang menunjang pembelajaran diiadakan sedangkan
praktikum uwriuk ugas akhir yang bersifal fendson dibolehkan dengan
prosedr yang ketat dan mempetimbangkan prodokol kesemtan
Calam pemberan s, Gden harus menfedepankan 3sas popomdnal
tan mempertatkan kndisi psikologis mahasisea

Pimpiran FakulbsPascasarjara melaporkan pebksansan kegialan akade

mik daring sebagai baban evaluasi di ingkat universitas

Zefama masa darural bencam wabah vins comna, akses masuk ke
ingkungan kampus dbatesi dengan ketal. Ini berfaku unluk dosen, iEnaga
kependidikan, dan mahasiswa kecuali memiliki kepentingan mendesakftidak
dapal difund atas isn pimpiran unit dan dperiksa tim saluan pengamanan
kamipus d pintu gehbang

Menghentikan sementara semua kegiatan yang bersfat massaldi ingkungan
kamipus =masuk kegiatan kemakasisaaan

Bxjumh sivitrs akademik dibvarapkan mengikuli amban pemerintah untuk
me b kukan socldistencig dan jika memilki gepla demam, bahk, piek, dan
sesak mafas dapal berkoordinasi dengan menghubung call cener D

TB00SES, DA IR0E 101, 0812234 68618

Halhal yang bemsifal ieknis terkait pembelapman daring ini akan ditsangkan
dalam Stamdar Operasional Prosedur (S0P ) tersendri

Kebipkan &kademik dan Non-& kademk Pencegaban Vils Comnm in akan
ditinjau dan disesusaikan dengan perkem bangan serta kebjakan pemerintah

Demikian ediran ni kami Ssampaikan. Semoga Allah Set melndungi kita
semua Aamin Ats kefasama yang baik dari semua pikak, kami ucapkan Brima
kasi

Mhssalam e alaknm, Wr Wb

Bandiung, 36 Mamet 3000

. H. Mahmue, M.5i
1 86204101 RAAI 1001
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IMPLEMENTASI

Kebijakan
Nasional
Pendidikan
Karakter

1. Undang - Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang
RPIPN 2005 - 2025

2. Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang
| Sistem Pendidikan Nasional

Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan

L Nasional Tahun 2010

\
f3. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang

p
4. Arahan Presiden Rl dalam Sidang Kabinet Terbatas

Bidang Kesra tanggal 18 Maret 2010
_

»

p
5. Arahan Presiden Rl pada Rapat Kerja Nasional di

Tampak Siring, Bali Tanggal 19- 20 April 2010
\

6. Arahan Presiden Rl pada Puncak Peringatan Hari
Pendidikan Nasional di Istana Negara Tanggal 11
L Mei2010

PROGRAM 100 HARI
KEMDIKNAS

(PENGEMBANGAN

BUDAYA & KARAKTER

BANGSA/BHE)

7 PENYUSUNAN BAHAN PELATIHAN
7 PELAKSANAANT.0.T

¥ PELATIHAN PENGAWAS & KS OLEH LPMP & PATK

¥ PELATIHAN GURU OLEH DIREKTORAT TERKAIT

# BANTUAN TEKNIS PROFESIONAL TPK PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
 PELAKSANAAN PERINTISAN DI 125 SEKOLAH DARI 16 PROPINSI 16 KAB/KOTA
#PENYUSUNAN MODEL-MODEL KURIKULUM

7 IDENTIFIKAS) ‘BEST PRACTICE’

¥ DIKTI & PNFI




2, KEBIJAKAN PENDIDIKAN MESO

<lebijalkanm
Nasiomal
Pemndidilca m
<Karalktbtenr

=5051A LISAS]
*PENGEMBANGAN REGULASI INTEGRASI 3
*PENGE MBANGAN KAPASITAS PENDEKATAN
*IMPLEMENTAS! & KERJASAMA 1.KBM

SMONITORING & EVALUASI
2.Pengembang-

an Budaya
Satuan

ILUSTRASI BEST PRACTICE Pendidikan;
Talent scouting; IHE; YPI Al 3.Keg. Ko-
-Hikmah; The ESQ Way 165; Kurikuler 8/-
MHMMD; DLL Ekstrakurikuler;
4 Kegiatan
keseharian di
rumah dan
masyarakat.

2.STREAM BOTTOM UP

1. Pembentukan Tim “Penggerak” Tingkat Nasional, Tingkat Propinsi, Tingkat
Kabupaten/Kota, dan Tingkat satuan Pendidikan
Pemetaan kesiapan pelaksanaan Pendidikan Karakter PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, SLB
dan PKBM untuk setiap Kabupaten/Kota (Sumber : Bantuan Teknis Profesional Tim
Pengembang Kurikulum di Tingkat Propinsi dan Kab/Kota, 2010; T.O.T Tingkat Utama
dan Tingkat Nasional terhadap 1200 peserta dari unsur-unsur unit Utama
Kemendiknas, Dinas Pendidikan Provinsi & Kab/Kota, PATK; LPMP; Universitas baik
negeri maupun swasta;);
Menyiapkan bahan pelaksanaan Pendidikan Karakter pada setiap satuan penddikan

2 fiiad Pt < (Buku Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter);

\_7:: o Y g g =) ] . Penyiapan bahan sosialisasi berupa bahan/materi pelatihan untuk pelaksanaan

Pendidikan Karakter dengan waktu/masa pelatihan yang bervariasi; booklet, leaflet

PROP.JA : : ; : diperuntukan bagi pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pendidikan karakter di
¥ ] setiap satuan pendidikan;
/ 1 . Contoh-contoh Best Practice pelaksanaan pendidikan karakter di setiap jenjang
KETERANGAN . e T A - pendidikan (Sumber: Laporan hasil piloting di 16 propinsi 16 Kab/Kota yang
4 : : dilaksanakan oleh Pusat Kurikulum pada Tahun Anggaran 2010.

Pigar




3 KEBIJAKAN PENDIDIKAN MIKRO

TUPOKSI KEPALA SEROLAH
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> STRATEGI MIKRO DI SEKOLAH

Integrasi ke dalam KBEM
pada setiap Mapel

BUDAYA SEKOLAH:
(KEGIATAN/KEHIDUPAN
KESEHARIAN DI
SATUAN PENDIDIKAN)

Ektrakurikuler Pramuka,

Olahraga, Karya Tulis, Dsb.

Kebijakan
Nasional

i PROSEDUR PELAKSANAAN PENDIDIKAN KARAKTER PADA TINGKAT
P didik
= il SATUAN PENDIDIKAN

wakolsh yang berpemepekiil pendar sssusl dengan bideng toges, peran, l.l

Pembiasaan dalam kehidupan
keseharian di satuan pendidikan

KEGIATAN
EKSTRA
KURIKULER

Integrasi ke dalam kegiatan

. Melaksanakan sosialisasi pendidikan karakter kepada seluruh komponen warga sekolah
(tenaga pendidik dan kapendidikan serta komite sekolah). )

. Membuat komitmen dengan semua stakeholder (seluruh warga sekolah, orang tua siswa,
komite, dan tokoh masyarakat setempat) untuk mendukung pelaksanaan pendidikan
karakter.
Melakukan analisis konteks menganalisis kondisi sekolah (internal dan eksternal) yang
dikaitkan dengan nilai-nilai karakter yang akan dikembangkan pada satuan pendidikan yang
bersangkutan.

. Menyusun rencana aksi sekolah berkaitan dengan penetapan nilai-nilai pendidikan karakter.

. Menyusun program pelaksanaan pendidikan karakter (pengintegrasian melalui
pembelajaran, penyusunan mata pelajaran muatan lokal , kegiatan lain, penjadualan dan
penambahan jam belajar di sekolah)

. Melakukan pengkondisian (penyediaan sarana , keteladanan , reward dan punishment)

. Melakukan penilaian keberhasilan dan supervisi pelaksanaan pendidikan karakter
menggunakan indikator-indikator keberhasilan.

. Melakukan penyusunan KTSP yang memuat pengembangan nilai-nilai pendidikan budaya

dan karakter bangsa. INDIKATOR AWAL SEKOLAH BERKARAKTER BANGSA

BERSIH, RAPI DAN NYAMAN

- Tersediatoilet yang selalu bersih dan tersedia air dan fasilitasnya

- Bak sampah tersedia di tempat-tempat yang semestinya

- Tanaman di halaman terpelihara dan menimbulkan rasa sejuk

DISIPLIN

- Tenaga kependidikan dan peserta didik datang tepat waktu dan
pembelajaran berlangsung dengan baik

- Aturan yang sudah disetujui oleh warga sekolah harus dilaksanakan
dengan baik

1+ SOPAN

- Guru dan tenaga kependidikan serta peserta didik saling memberi salam
jikabertemu

- Berpakaian rapi dan sopan

- Apalag?

* DILANJUTKAN DENGAN INDIKATOR NILAI-NILAI YANG LAIN

KEGIATAN
KESEHARIAN
DI RUMAH

Penerapan pembiasaan
kehidupan keseharian di
rumah yang sama dengan
di satuan pendidikan 3




ANALISIS

0 KEBIJAKAN PENDIDIKAN MAKRO, MESO & MIKRO
N VANSY AN WVAN o

Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan akan berdampak pada pengambilan keputusan oleh
para pembuat kebijakan dalam bidang pendidikan, baik di tingkat makro (Nasional), tingkat messo

daerah), dan tingkat mikro (satuan pendidikan). Masalah-masalah di Negara kita misalnya:

Belum terealisasikan bahwa pendidikan sebagai bidang usaha yang terbuka bagi
penanam modal asing (kepres no.77/2001).

Mindset masyarakat tentang pendidikan yang bermutu sebagai piranti filter terhadap
pengaruh budaya asing belum terbentuk dengan baik

Belum siapnya lembaga pendidikan dan perangkatnya (guru, manajemen, kurikulum,
metode, dll)

Mindset mutu pendidikan belum merata di kalangan penduduk indonesia . Mind set
tentang mutu pendidikan internasional belum merata di kalangan lembaga pendidikan
Pelayanan pendidikan masih lebih mengutamakan keterjangkauan saja
daripada mementingkan mutu

Investor asing lebih memperhatikan pada keuntungan sehingga memungkinkannya
terjadi

Indonesia education strategic plan’masalah-masalah Negara”



TANTANGAN

Tantangan utama
pembangunan pendidikan di Indonesia

Tingkat pendidian penduduk Indonesia relatif masih rendah;

Dinamika perubahan struktur penduduk

Kk essnjangan ingkat pendidikan yang cukup lebar antlar kelompok masyarakal
Fasiitas pelayanan pendidikan belum terseda secara merata, terutama di daerah
padesaan, lempend, dan kepulauan, sshingga meanyebabkan sulitnya anak-anak
mengakses layanan penddikan

Kualtas pelayanan relatf masih rendah dan belum mampu memenuhi kebutuhan
kompelensi paserta didik

Ma najemen pendidikan belum berjalan secara efeklif dan efisien terutama karena

deseniraksasi pendidikan belum sepenuhnya dapat diaksanakan dengan baik




Meningka tkan aks=ss dan perluasan kesaemp atan belajar bagi semua anak usia

pendidikan dasar, dengan target utama daerah dan masyarakat mskn , temp aenal,

dan tensolasi.

Meningka tkan kualtas dan relevansi pendidikan dengan menerapkan standar
nasional pendidikan ssbagail acuan dan rambu-rambu hukum uniuk menngkatikan
mutu berbagai aspek pendidikan nasonal termasuk mutu paendidik dan tenaga
Eepaendidikan, mutu sarana dan prasarana pendidikan, kompetens ulusan,

paemb Eyaan paendidikan dan penilaian paendidikan,

Meningka tkan anggaran paendidikan uniuk dapat mencapai 20 persen dan AFBM
dan AFPBD sesuai amanat UUD 1945 dan UU Ma. 20 Tahun 2003 tentan g Setem

FPenddikan Masonal.
Mendorong pelaksanaan otonomi dan d esasntralisas: pengeiclaan pendidikan

saAampai dengan sattan paendidikan dalam maenyelenggaraan pendidiaan
Memperkuat manajemen pelayanan paendidilian dalam rangka membangun
pelayanan penddikan yang amanah, efisien, produbktif dan abuntabel mekabui
upaya pannakatan tata kelola yang balk (good govemance) kelambagaan
pendidian

Maningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan
termasuk meaeningkatkan peran dan fungs komite sskolah dan dewan pendidikan

dalam




Ingat menulis CK
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KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009
Tentang Standar Nasional tentang Pendidikan

1. Standar Isi

Standar Kompetensi Lulusan

Standar Proses

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Standar Sarana dan Prasarana

Standar Pengelolaan Pendidikan

Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar Penilaian Pendidikan

Disusun:
SEBAGAI BAHAN ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM
RANGKA PENGUATAN TUGAS TERSTRUKTUR DILKUKAN
OLEH KELOMPOK

NGOG EWN

Oleh:
Dr. H. A. Rusdiana, MM

u JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NGERI SUNAN GUNUNG DJATI
L | BANDUNG 2020






KEBIJAKAN STANDAR PENDIDIKAN NASIONAL

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009

Tentang Standar Nasional tentang Pendidikan

1. Permen Diknastentang Standar Isi

No| Nomor Permen Tentang Petugas
1 2 3 4
1| Nomor 22 Standar Is  untuk Satuan |Anggota
tahun 2006 Pendidikan Dasar dan |Kelompok 1:
(Download Menengah
Permendiknas
Nomor 22
tahun 2006 dan
Lampiran)
2 | Nomor 24 - Pelaksanaan Peraturan
tahun 2006 Menteri Pendidikan Nasional
(Download Nomor 22 tahun 2006 tentang
Permendiknas standar Is untuk satuan
No. 24 tahun pendidikan Dasar dan
2006) Menengah dan
Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 23 Tahun
2006 Tentang Standar
Kompetensi Lulusan untuk
satuan pendidikan Dasar dan
Menengah
3 | Nomor 14 Standar Isi Program Paket A,
Tahun 2007 Program Paket B, dan Program
(Download Paket C
Permendiknas
No. 14 tahun
2007)




2. Permen Diknastentang Standar Kompetens Lulusan:

NO| Nomor Permen Tentang Petugas
1 Nomor 23 Tahun - Standar Kompetensi Lulusan |Anggota
2006 untuk Satuan Pendidikan |Kelompok 2:
(Download Dasar dan Menengah

Permendiknas  No.
23 Tahun 2006 dan

L ampiran)

2 Nomor 24 tahun Pelaksanaan Peraturan
2006 Menteri Pendidikan Nasional
(Download Nomor 22 tahun 2006
Permendiknas tentang standar Isi  untuk
Nomor 24  tahun satuan pendidikan Dasar dan
2006) Menengah dan

Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Nomor
23 Tahun 2006 Tentang
Standar Kompetensi Lulusan
untuk satuan  pendidikan
Dasar dan Menengah

3.

Permen Diknas
K ependidikan

tentang Standar Pendidik dan Tenaga

No

Nomor Permen

Tentang

Petugas

Nomor 12 Tahun
2007

(Download

Permendiknas No. 12

Tahun 2007)

Standar pengawas Sekolah/
Madrasah

Anggota Kelompok
3:

Nomor 13 tahun 2007
(Download

Permendiknas No. 13

tahun 2007  dan

L ampiran)

Standar
Sekolah/Madrasah

Kepala

Nomor 16 Tahun
2007

(Download

Permendiknas No. 16

Tahun 2007)

Standar Kualifikasi Akademik
dan Kompetensi Guru




No

Nomor Per men

Tentang

Petugas

Nomor 24 Tahun
2008

(Download
Permendiknas No. 24

tahun 2008)

Standar Tenaga Administrasi
Sekolah/Madrasah

Nomor 25 Tahun
2008

(Download

Permendiknas No. 25

tahun 2008)

Standar Tenaga Perpustakaan
Sekolah/Madrasah

Nomor 26 Tahun
2008

(Download

Permendiknas No. 26

T ahun 2008)

Standar Tenaga Laboratorium
Sekolah/Madrasah

4:

Anggota Kelompok

Nomor 27 Tahun
2008

(Download

Permendiknas No. 27

tahun 2008)

Standar Kualifikask Akademik
dan Kompetensi Konselor

Nomor 40 Tahun

2009
(Download

Permendiknas No. 40

tahun 2009)

Standar Penguji Pada Kursus
dan Pelatihan

Nomor 41 Tahun

2009
(Download

Permendiknas No. 41

tahun 2009)

Standar Pembimbing Pada
Kursus & Pelatihan

10

Nomor 43 Tahun

2009
(Download

Permendiknas No. 43

tahun 2009)

Standar Tenaga Administrasi
Program paket A , Paket B,
dan Paket C




No

Nomor Per men

Tentang

Petugas

11

Nomor 42 Tahun
2009

(Download

Permendiknas No. 42

Tahun 2009)

Standar Pengelola Kursus

Anggota Kelompok
5:

12

Nomor 44 Tahun
2009
(Download

Permendiknas No. 44

tahun 2009)

Standar Pengelola Pendidikan
pada Program Paket A, Paket

B dan Paket C

13

Nomor 45 Tahun

2009
(Download

Permendiknas No. 45

tahun 2009)

standar Teknis

Pelatihan

Sumber
Belgar Pada Kursus dan

4. Permen Diknastentang Standar Pengelolaan :

NO

Nomor Permen

Tentang

Petugas

1

Nomor 19 Tahun
2007

(Download

Permendiknas No.

19 tahun 2007)

Standar Pengelolaan Pendidikan
oleh Satuan Pendidikan Dasar
dan Menengah;

sda

Per men Diknas

tentang Standar Penilaian:

NO

Nomor Permen

Tentang

Petugas

Nomor 20 Tahun
2007
(Download
Permendiknas
No. 20 tahun

2007)

Standar
Pendidikan

Penilaian |sda




6. Permen Diknastentang Standar Sarana Prasaran :

No[Nomor Permen Tentang Petugas
1 [Nomor 24 Tahun Standar Sarana dan |Anggota Kelompok 6:
2007 Prasarana untuk SD/MI,
(Download SMP/MTs, dan SMA/MA
Permendiknas
Nomor 24 Tahun
12007)
2 [Nomor 33 Tahun| Standar Sarana dan
2008 Prasarana untuk SDLB,
(Download SMPLB, dan SMALB
Permendiknas
Nomor 33 tahun
[2008)
3 |Nomor 40 Tahun Standar Sarana dan
2008 Prasarana untuk
(Download SMK/MAK
Permendiknas No.
40 tahun 2008)

7. Permen Diknastentang Standar Proses:

No

Nomor Permen

Tentang

Petugas

1

Nomor 41 Tahun
2007

(Download
Permendiknas No.

41 tahun 2007)

Standar Proses untuk
Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah

IAnggota Kelompok 7:

Nomor 1 Tahun
2008

(Download
Permendiknas No.

_— s

1 tahun 2008)

Standar Proses
Pendidikan Khusus

Nomor 3 Tahun
2008

(Download
Permendiknas No.

3 tahun 2008)

Standar Proses
Pendidikan Kesetaraan
Program Paket A, Paket
B, dan Paket C




8. Permen Diknastentang Standar Biaya :

No

Nomor Permen

Tentang

Petugas

1

Nomor 69 Tahun
2009

(Download
Permendiknas No.

69 tahun 2009)

- Standar Biaya Operas

Nonpersonaia Untuk
Sekolah  Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI),
Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah

Tsanawiyah (SMP/MTS),
Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA), Sekolah
Menengah Kejuruan
(SMK), Sekolah Dasar
Luar Biasa (SDLB),
Sekolah Menengah
Pertama  Luar Biasa]
(SMPLB), dan Sekolah
Menengah Atas Luar Biasa]

IAnggota Kelompok 8:

(SMALB)

Tambahan: Permendiknas tentang Standar Pendidikan Anak

Usia Dini :
No| Nomor Permen Tentang Petugas
1 Nomor 58 Tahun Standar Pendidikan Anak |Anggota Kelompok 8:

2009

(Download
Permendiknas No.
58 tahun 2009)

Usia Dini




YO RS bk biswust I(ElllMPﬂI(

SOP msxu3| KELOMPOK WEBINAR (&




STAND AR OPERASIONAL PROSEDUR (5OF) DISKUSI KELOMPOK
MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN, JURUSAN MANAJEMEN PENDIDIKAN I5LAM
FAKULTAS TARBIY AH KEGURUAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

stondor Dperasional Prosedur (SOP) Riskusi Kelompok
Standar Opergsional Prosedur (SOP). dapgt didefinisikan sebogal dokumen yang meniobarkan akfivitas,
apergsional dari sugiy kebijakon yang harus, dilakukan sehari-hari. dengan lwjuan ogar pekerjigan
tersebut dilakukon secara benar, tepat. dan konsisten, untuk menghasilkan produk sesuai standar yang
telah. ditetapkan sebelumnya (Tglhagali, 2014). Adanyg S0P gkon membaniu perwsahaon uniuk
mensapai. wjvan, perusaboan. Untuk mencopai tvivan crganisasi/pevsahoan, memberikan syl
rancangan berypg SOF yang gkon meniadi pedoman karyawan dalom melakukan fugasnya dan uniuk
mﬁm!mmm& kesalghan saat mslakukon fwgas mosing.masing, karyawan. $=dongkan menuiut
Budihordin. (2014], standor, operasionol prosedur (SOP) adaloh suahy peronakat lunak penagher, yang

Hampir semug lemboga yang ada di Indonesio giow babkan. di dunia mempunyai standor,
opergsionol prosedur (SOF). Tidak hanya di dunia pemerintohan, pendidikan dan lain sehogainyq, suaiy,
parusahaon manviakhv ivga memerlukon S0P dissliop deparkemen yong ada dipswsohaan tersebut,
Tedebih saat ini sedangkaon dihadapkan dengan menyonsong. Mosaa/tra New Normal. $=gala urusan,
dalam kshidupan harws berbasis SOP.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Diskusi kelompok dalom kantek ini. digunakan sebagai pratik
mata kuligh Eebijakan Pendidikon. dengon horopon uniuk memberikan sualu rancangon berupg SOP
yang gkan menjadi pedoman mahasiwa dalom melakukon twaasnya (diskesi kelompok) dan uniuk
meminimalisasi. kesalohan saat melakukan fwaas dan fungsinyg mosing-.masing. baik fugas individy
maupyn kelompok.



mmmmmwu

Secum khusus HMIJ ITIE!I'III|I|-[I IIJS[. unh:lm Ium

1.
2.

thenyiapkan, menyusun, dan merivisi tokalah dan membagikaon kepada kelompok lain
hembuat Poster untuk disgjikan paoda waklu presentasi, proses pembuatanya melibatkan
anggota kelompok. Dengan cara memilih poster tebaik yang dibuat oleh anggota, selanprinya
dijadikan Foster andalan dalalam penyajian,/presentasi, sekaligus pembuat dijadikan Fenyaji.
iembagi fugas pada anggota dengan prinsip (bagi habis) adinya semua anggota harus
kebagian tugas. Dalam menyukseskan Acara presentasi.

theminta nama identitas penyampai masukan dari kelompok penyanggah (KLUF1) vnduk diblis
dalam Foster Informasi/undangan {ihat Contoh)

them buat Foster Inform asi/undangan, Denga prinsp 5W+1H. fihat Contohl

Kelompok Mahasiswa Penyanggah [(EVIPH]

Secara umum Kelompok Maohaosiswa penyanggoh (EMPH) menyiopkan ADM kelengkopon
Diskusi don menyampaikon Moma Jubir Bicara Eepoda EMTI

Secara khusus EMPN memiliki TUS], antara lain:

1.
2.

3.

fenerima, Makalah darni kelopk loin untuk direvisi

fMembaogi tugos poda onggota  dengan prinsip {(bogi habis) adinya semua anggota
harus kebagion fugas. Untuk merevisi Makaolah dari kelopk lain

fembual Berita ocoro8loporan singkat untuk disompaoikan poda waklu presentaosi,
proses pembualonya melibotkan onggota kelompok. Dengan cora memilih masukan
teboik yang dibuat oleh anggota, selanjulnya dijodikan andalan unfuk disompaoikan
pada presentasi, sekaligus pembuat dijodikan Penyaiji.

Meyampaikan noma identitas /poto juru bicara KEepada KMT )



Eelompok Mahasiswa Tugas Penyaji (KTJ)

Secara umum Kelompok Mahasiswa MET), dolom tohopan ini mengiformasikan ke khaolayak
kelas pada WAG kelas. (Termasuk 1D f00M)

el SN S o

Secara khusus EMPH dallom tohapan ini memiliki TUS], menyapaikan informasi memuat:
Identitas Judul Diskusi
Identitas Individu yang terlibat
Waldu tempat
Fasilitas Yia £00M (1D £ 00M
Himbowan ajakan,/Ungangan (ihat contah]
Daopat dipostikan Semuo maohosiwa sudah memiliki 1D J00M sehari sebelom  Diskusi
dilaksanakan

Semua Mahasiswa

Secara vmum Semua Maohasiswa menerima informaosi poling lambat sehari sebelum diskusi
diloksanokan (dipostikan sudah memiliki 1D.. 100M]) uvntuk mempersiopkan diri terkait fugas

individv moupun kelompiok.

Secara khusus findiividu semua maohasiswa dalam tahopan ini memiliki TUSI:

1.
2,

3.

4.

Memahami ID {00M yang diberikan untuk pass word masuk kelas Virdual
enyiopkan Identitas Diri denga Llebel doda bukdi Absen [code yong digunokan di GCR)
Menerima fugas darni kelompok [misal ditunvjuk sebagai Jubir klpk untuk menyampaikon

masukan pada waktu presentasi)
Menyiopkan lembar CK untuk mencalal opo yang disompaikan oleh Penyaji kelompol,

mavpun Ulasan Dosen. Bedfungsi melegkapi Portofolio Individu. (terkaoit dengan no )



Kelompok Mahasiswa Tugas Penyaji (KMTJ)

Secard umum Kelompok Mahasiswa KMTJ dalam tahap ini memiliki tugas dan

fungsi Melaksanakan presentasi POSTER via Ioom/aplikasi. {(Sesuvai dengan
susundan Acara)

Secara khusus KMTJ, memiliki TUSI, antara lain:
1. Menyiapkan, Sususnan Acara untuk ditayangkan pada pembukaan oleh
Moderator
2. Isi Susunan Acara Diskusi Kelompok
- Pembukaan oleh Moderator tayangkan gambar/poster susunan Acarg,
Berhicara sesuai isi gaumbar/POSTER.
- Penyajian Materi oleh petugas yang terpilih. Tayangkan Poster, Berbicara
sesudi isi POSTER.
- Penyampaian Tanggapan /masukan oleh petugas KMPN
- Penyampain Rankuman isi tanggapan dari masukan oleh petugas KMPN.
Sumpai pada kesimpulan.
3. Membagi tugas pada anggota dengan prinsip (bagi habis) adinya semua
anggota harus kebagian tugas. Dalam menyukseskan Acara presentasi.
4. Pentup do'a.
sudah barang tentu 4 poin penting di atas, tidak lepas dari alokasi dan konfol
wakiu. Untuk diskusi kali ini disediakan wakiv 20 menit.
ULASAN DOSEN (wakiuv menyesuaikan)



Semua Mahasiswa

Secoard umum Semua Mahasiswa secarda individu pada tahapan ini dipastkan dapot
melihat, mendengar mencatet isi maten yang dipaparkan {disini LCK berfungsi sebagai
kelenkapan POTOFOLIO INDIVIDU)

Secard khusus/indiividu semua mahasiswa dalam tahapan ini memiliki TUSI:

2.
3.

Memahami isi moatedr yoang disumpoaiokan  melalui  pendengaran  dan
penglihatan/baca

Menulis apa yang dipikidcan dan hasil pendengaran dan penglihatan/baca
menulis pada Lembor CK, dengan substansi: Deskripsi isi moated bagian dilengkapi
summary. (ingot menulis dalam GCR), kalow pada CGR sumbernya  honyao
lihat! baca, disini subemya lihat, baca, dan dengar.

Kelompok Mahasiswa penyanggah (KMPN)

Secara umum Kelompok Mahasiswa penyanggah (KMPN), dalam fahap ini; -
Menyapdikan Masukan dan menyerahkon Fail Bedoas Revisi Paper kepada KMTJ

Secara khusus KMPN dalam tahapan ini memiliki TUSI:

2.
3.

Jubir yang diber tugas cleh kelompok, menyampaikan ringkasan isi mater hasil
revisi kelompok, melalui tayangan. Berbicara sesvai denga apa yang ditugkan

Isi yang dituyankan mencakup Kenten dan teknis sesudi porsi yang ditentukan
Setelah Jubir, behicara/menyampaikan masukan; KMPN menyerahkan Fail Berkas
Revisi Puper (secaralengkap) kepacda KMTJ.



Kelompok Mahasiswa Tugas Penyaji (KMTJ)

Secara umum Eelompok Mahasiswa EMT) dolam tohap ini memiliki fugas dan fungsi - Me-

nerima Masukan  Fail revisi dari KEMPN  -Membual berta Acora [BA) notulen-
Menyompaikannya pada akhir Diskusi

Secara khusus KMTJ. memiliki TUS| antara lain:

1. Menerima Masukan & Fail revisi dari KMP secara lengkap

2. Membuat herita Acara (BA) notulen atau rekaman proses diskusi

3. Menyampaikan isi masukan dari KMPN pada akhir Diskusi dalam betuk
tayang {apa yang disapaikan sesvai dengan apa yang ditayang kan

4. Membuat BA berfungsi sebagai kelengkapan PORTOFOLIO Kelompok



DISKUSI KE}MPDI{\

FORMULASI DAN KEEILJAKANMNMEIEE MDD AT

Diselenggarakan oleh:

Kelompok 1 (MPL/VI B)

NMata Kuliah

KEBIJAKANgEENDILNIKAN] P p—

‘ KELUOMPOKIPENYANGGAH)
KELOMPOE PENYA.JI

M U & s ad FAS nyA™
(Kelompokt2)

MuhammadlRisalil mami)

(Ketua Kelompol) 1
Mocha rrt.ad EE'
IEEEE‘.

(RPemateri)

Eﬂlﬂﬂﬁmﬂm
@
Walid Ependi P

(Kelompok &)
Mr3lbrnohemiHamal

(Penjavwab)
Wawan Kurmiawvwan

=,
e (Kelompok T) & '@T

1M Jumi 2020
Pukul 15.50 Wik —

Selesai Yushi Arifah

(Kelompolk 8)

MNarahubung:
Mia Murul Amallya (0E

TSEMUA ANGGOTA KELAS WAJIB MENGIKUTI




e lipil MENULIS POSTER

Harma Peuliz’ S

Bbstrak & et ' T
Mernbenkan  surmary  secam akurat - Ay s . o Dl!ku.ﬂ
EC O an A s TE AR Slakukan’ = And Maknd hoasl wang
dipenalah*

mengenai  hipotess ataw  pertanyaan
penelifian {reseanch question) rmetode
data dan kanklusi

Pendahuluan
-Mengapa studiind dilakukan
-Fertamyaan Fenslitian T
-Hipotesisbia ada el -
“Tujuan study Penelitian N B Elmpuln_n
! - X Bersadarkan Hasil yang
diperaleh

Daftar Pustaka

Referensi yang tedalu sedikdt bisa menandakan peneliti tidak B anyak membaca litemtur pendulung atau hasil penelitian




BERITA ACARA /NOTULA DISKUSI

Pada heni ima Tenggal 26 Amil 2015 Pubkul 19.00 =.d 20.00 WIEB bertem pat di Feang 202 Lantai
2 Gedung STIE Latansa IWhshuo Eanglhasbetung telah dilaksanakan Diskus: Flelompok 5 yang
bertemakan “Keraganwun dan Kesefaraan Maonusae™ dengan ha=il sebagaibenkut :

Penyaji: ....cooovveinnnns

B Flamsa

= Fegiatan ¥ st Pertanyman
Bl ; Baganmana cera menghedam khonflik sang tunbual kasens
1 b peibedasn apama?

. . . Fmi Apa wvang dimaksud dengan semangat ploabsme  dan
= G e bagamnana cara meningka than semangat phaslisme feisebut ©
3 Sarifal Hal pombf ape sap wang depat dsmoobidl dan film fersebut

= dalam kehidupan s=han-han 7

Fesimpulan hasil dizskus kelompok adalah

1. KEonflik »eng tGmbul dann perbecdasn agama dapat dilundamn dengan e numbuabhloemn
semangat 1eliglous, semangat nasionalisme, semangat pluoalisme, semangat huma nesine,
me lakulsan dialog antar wmat bermgama dan mermbangun suata pola komunikesi uwnbak
interaksy maupan onfigwaz= bhuboungan antar againg, e cdia mesea dan haiymonisas: duna

- Sermmangat plarslisme acdslah mensadan bahwa Indonesis tendin dan berbagad macam
suku, adapun cam uwntuk meunghathan semangat plumlisine symitn  menumbublan
bezadaran tenteng pentingnya kebemgaman di Indonesia, saling menghaigai satu sama
lain tidak imermbeda-bedalan saliu aten golongan

3 Hasal posbf sang dapat diambal dan filn “feneds fanpae™ yvartu lata dapat hadup

berdarnpingan meskipun berbeda-beda agama, saku dan s jika saling menghanga: sata
sarna lain dan dalamm haduop bermmasyeralat fidak boleh mementnghan kEepentngan

kelompok atau golongan

Drerakian benite ecam im kaam buat dengan sebemsangm undal: diketahual dan digunalan
sebagaimans mestinym .

(]

Banghasbatung, 20 Lpail 2015

Fetua Felompok 5 TMotalen
{ Srata Purmmmmasans &1 ) { BIett DWBalsymt 3

Ada di RPS hal 18



PORTOPOLIO
PORTOPOLIO KELOMPOK (TUGAS KELOMPOK/ TERSTRUKTUR)

SAMPUL
PORTO POLIO ELP

Logo
MATA EULIAH

Eelompolk:..........
SMT/Eelas............
Mama Mh=.............TVIM. ..
Mama Mhs............/THIR. ..
Mama Prodi......... ...

TH.....

Uraian ISI per kelompolk Celiclist

Malktalah Final Hasil Diskusi dilengkapi dengan Foster

Motula Diskusi

Maltalah vang didiskusilean. .. mak ke ...

Malktalah Hasil Eewvisihlasulkan Eelompole Dislous

Malktalah Hasil Eewvisihlasukan Eelompolk Dislousi

SR I R N

Malralah Zebelum didiskusikan. . malk ke, .sd. . ke

Ada di RPS hal 17






JPORTOPOLIO INDIVIDU (TUGAS INDIVIDT)

TUraian

Celcclist

1. Catatan Euliah

2 TS

5 TAS/RISET MINI dg Poster

CATATAN EULIAH . UTS
Logo HariTyzl D HariTgl
PORTO POLIO Dylater Eouliah: ... S

Mletode e
MATA KULIAH Dleh TR 137

Mama Mhs....ccc v e - -
Fingkasan Mlaten

MIM...........
sMT/Eelas......oe..e.

Nama Pmﬂi".."." R I
Fﬂ]:'i T I I e P e PP PP PP PR PPRRPP TR

Bdg, .o
THIIIII ttd_ ﬁd.

Dioser, IwThs

Materi Knalish: ...

UAS
Logo
Judul

. Di.......
MNama

NIM...........
SMT/Kelas...........

Prodi............
LR
TH.....

Ada di RPS hal 23




Hubungan positif menopang keberhasilan kelompok
dan melalvi hubungan itulah staf terikat dan

..........

Tromparans
&
Efisiensi

=
------

Waw — m - p . %h
bekeja bersama dan berkontibusi-sece
kelompok. Tidak ada anggota staf yang dapat bekerja

sendii; dia havs mengambil bantuan rekan mereka
untuk menyelesaikan tugas secara efisien.




MENGGALI PRESTASI
-

1 e’ n
[ | 1B1R 1
i T 1 i | i
| | a |
|_| 1 i |
| . i I| { .:II. |
5 k. | 1 W 1
| I |
| . 1 o i
| R W TS RAR TR ]

oses - Penilgig,, R
0
o

@ L b ¢,
R Penilaian Individu ¥ ' Mohasiswa:

i -hemilikd ketangguhan
kemandirion, dan jok

DR elompok Belajar O Pembelaiara :
S s Nsl 4l Kooperatif Bparcibatorie $: c? ;t:lixg

o Penilaian Kelompok &

Yo <
Mpilan-Penilaid




Survey membukiikon
F0% professonal menyatakan
presentosi berpengamh pada
kesuksesesan karr mereko.
-Keterompilan prosentosi
berbonding lwos dengaon
potensi kor.
-Fenyagon dalom bentuk poster
lebih efisien; presentasi oral
terkadang membombardir
audiens dengan banyok hal yong
fenhunya dapot menjadi
me mbosankan.

PRESENTA Si
-Menyiapkan,
-Menyusun, dan Menguasai Bahan Presentasi;
- Menguasai Alat Presentasi; MENYIMAK
-Menganalisis audiens; -Mendengarkan
-Menganalisis konteks dan setling; -Mengidentifikasi
-Latihan berpresentasi; -Penyajian presenisi; -Menginterpretasi/ Menafsirka
-Mengarahkan perhatian avdiens; -Memahami
-Menuvtup presentasi; :
-Dialog interaklif tavu tanya jawab;
-Tindak lanjut.

-Menilai-
-Menaggapi/Mereaksi




Implementasi
iedicn Parmisakaiaran

|."l|:|.].J ?
i oA
7 5 MAHSISWA MAMPL:
WA -helibatican din %
3 sepenuhnya, terbuka, dan 53_1:'
tanpa biaz dalam pengalaman %=
ban.
-derenungkan dan
mengamati pengalaman dan
banyak perspektif
-l nciptakan konse poyang
mengintegrazkan pengamatan =
ke dalam teod yvanglogis. 3
-Menggunakan teari-teari Q?" :
ini unfuk membuat keputuzan &8
dan memecankan s
mazalah.

Besperimen & Bl  Mierusuin
Preseritosi F.onse Praktis
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PETUNJUK TEKNISPENYUSUNAN& PENGIRIMAN PORTOFOLIO INDIVIDU DAN KELOMPOK
MATA KULIAH KEBIJAKAN PENDIDIKAN

PENDAHULUAN
Sesui rencana perkuliahan bahwa diskusi kelompok webinar zoom telah dilaksanakan pada hari kamis 25 Juni
2020.Selanjutnya informas yang berkaitan dengan penyusunan dan pengiriman fail prortofolio individu dan
kelompok (bukti kinerja), dengan ketentuan sbb:
ISI PETUNJUK
I. PORTOPOLIO KELOMPOK (TUGASKELOMPOK/TERSTRUKTUR)

1.Contoh :

SAMPUL
PORTO POLIO KLP

Logo Fak
MATA KULIAH

< Fheto | HIM ...

MIM ... dst

(lengkapi dg poto yang
am no dadall

2. Lembar Cekclist PORTOFOL 0 (PP) Keompok
Uraian ISl Fail PORTOFOLIO (PP) Cekc

1. Makalah Final Hasil Perbaikan Diskusi Webinar Tdl........

(dilengkapi dengan Poster yang di sampaikan pada waktu diskusi web tgl....)

2. NotulaDiskusi/beritaacaraDiskus Webinar Tgl........

Dilengkapi dengan lembar masukan dari 7 kelompok (klp. 1-2-3-4-5-6-7-8)
Y ang dibacakan/disampaikan pada Diskus Webinar Tgl........

3. Dokumen kelengkapan kegiatan/kebijakan Diskusi klp webinar (inf diskusi, inf jadwal undangan diskusi;
dok admistrasi dan poto proses pelaksanaan diskusi dan sgjenisnya. Koresepondensi sesuaikan dg tanggal
informasi itu dibuat/diterima.

4. Makalah yang didiskusikan maksudnya adalah makalah yang dikirim ke kelompok lain untuk

direvisi/koreks berati dokumen dalam PP ini yaitu dokunen kerja kelompok (1,2,3,4,5,6,7, 8) pada

makalah anda yang dikirim dari:

1.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

2.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

3.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

4.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

5.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

6.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

7.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

8.Kelompok 1 tgl..... (bukti kerja koreksi online/inset coment) dilengkapi Beita acara yang di ttd oleh

anggota kelompok mereka

Makalah Hasil Revisi/Masukan Dosen (makalah yg dibagikan kpd kelompok lain)

Makalah Revisi/Masukan dosen (bukti frf dosen... tgl...)
Makalah Sebelum didiskusikan....mak ke....sd. .. ke.....
RPS/RPM lengkap

*)Semua Fail dikirim ke email dosen dalam bentuk PDF/di ZI1P (i}

@ N o »




[I. PORTO POLIO INDIVIDU (TUGASINDIVIDU)

Uraian Cekc

Dokumen CK

1. Catatan Kuliah 2 kali tatap muka tgl..... dantgl....

2. Catatan Kuliah GCR yang dikirim pada email dosentdl..... (lihat email kirim) tgl....

3. Catatan Kuliah yang dikirim pada email dosentgl..... (lihat email kirim) tgl....

4. Bukkti UTS (print screen bagian awa dok UTS di GCR) bukti cukup 1 bag. Awal sgja

5. Bukti UAS (print screen informasi UAS), yang di iformasikan pada WA muali dari SE
Rektor UIN. Tql...... dan ...... tgl.....

6. Dokumen kelengkapan/penunjang kebijkan kuliah daring (inf diskusi, inf jadwal
undangan dan sgenisnya. Koresepondens sesuaikan dg tanggal informasi itu
dibuat/diterima.

Sampul CATATAN KULIAH KP: UTS KP: UAS

Logo Fak Hari/Tgl R H Hari/Tgl R Hari/Tgl T
PORTO POL IO INIVIDU Materi Kuliah: ......... - Materi Kuliah: ......... - Materi Kuliah: ......... -
MATA KULIAH Metode e Metode e Metode .

Oleh e Oleh e Oleh e,
Ringkasan Materi: Korespondensi tentang Korespondensi tentang
H Informasi pelak UTS Informasi pelak UAS
‘ Deskips singkat soal

Nama................

NIM...........

SMT/Kélas............

NamaProdi............ ) §
FaK..ooo Print screen bagian awal dok UTS di GCR
UIN... Print screen bagian awal dok instuksi GCR | | Print screen bagian awal dok UTS di GCR

TH..

*)Semua Fail dikirim ke email dosen dalam bentuk PDF/di ZI1P (2
Catatan/keterangan:
1. CK/Catatan Kuliah
- dok CK. Kuliat tatap muka 2 kali pertemuan. CK GCR ..... kali pertemuan (isi tulisan tangan)
- dok Print screen (bagian awal) anda mulai mengisi instruksi di GCR ..... kali pertemuan (ambil dari GCR)
2. KP: Korespondens UTS (Istilah KP, memdakan dengan istilah CK) isinya sama catatan
- Inf UTS: semuainformari kebijakan UTS yg kamu terima sebelum UTS baik di WAG/web/dg. Tulis!
-Print screen semua Inf kebijakan UTS yg kamu terima sebelum UTS baik di WAG/web/dg. Tempelkan secara runtut
- Deskripsi singkat soal UTS: ingatan/penglihatan atau buka lagi GCR UTS. Deskripkan secara tertulis
-Print screen bagian awal dokumen UTS di GCR (pada waktu/tgl anda mengisi instruksi ) Tempelkan secara runtut
3. KP: Korespondensi UAS (Istilah KP, memdakan dengan istilah CK) isinya sama catatan
- Inf UAS: semua informari mengenai kebijakan UAS yg kamu terima sebelum UAS baik di WAG/web/dsgj. Tulis!
- Print screen Inf UAS: semua informari mengenai kebijakan UAS yg kamu terima sebelum UAS baik di WAG/web/ds.
Tempelkan secara runtut.
PENUTUP
Penyusunan dan pengiriman fail prortofolio individu dan kelompok, yang sesua ketentuan/petunjuk, inilah yang
dinamakan bukti kemampuan skill anda (bukti kinerja anda dalam kontek profesi anda sebagai mangjer),
merupakan tuntutan kebutuhan keterampilan era 4.0. Dalam memahami, menyerap, dan mengaplikasikan materi
dan model perkuliahan Kebijakan pendidikan yang saya berikan dalam masa covid ini. Sudah barang tentu
memerlukan “kesetian, semangat, persahabatan, kepatuhan, persatuan/kolaborasi/klp, dan kepatuhan”. Pinsip-
prinsip itulah yang sejatinya akan menjadi kunci sukses dalam segala hal, apalagi anda sebagai seorang calon
mangjer.
Tidak ada lain, kebahagian bagi saya, anda dapat memahami dan mengiplementasisikannya. Dengan harapan,
semoga petunjuk ini dapat bermanfaat da menginspirasi pada kegiatan lainnya.
Bandung,-253uni 2020
mpu-vK.
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